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SAMBUTAN  

 

Puji Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, 

karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya 

kita masih diberikan kesempatan dan 

kesehatan, sehingga penyusunan Laporan 

Tahunan (Laptah) Pusat Data dan Informasi 

Obat dan Makanan Tahun 2021 dapat 

diselesaikan dengan baik dan tepat pada 

waktunya sebagai bagian dari kontribusi dalam 

mendukung terwujudnya visi Badan POM. 

Laporan tahunan ini merupakan salah satu 

bentuk publikasi hasil kerja instansi pemerintah 

dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan 

tugas dan fungsi dalam pencapaian tujuan dan sasaran kerja Pusat Data dan informasi Obat 

dan Makanan selama tahun 2021.  Selanjutnya diharapkan dengan adanya publikasi ini dapat 

diidentifikasi masukan-masukan yang berguna bagi pengembangan program dan kegiatan 

serta efisiensi dan efektifitas pada masa yang akan datang. 

 

Kondisi dan lingkungan yang semakin dinamis menjadi tantangan bagi Pusat Data dan 

Informasi Obat dan Makanan untuk semakin adaptif melalui berbagai pendekatan strategis, 

tidak hanya melalui integrasi dan koordinasi serta memperkuat kerjasama dengan berbagai 

pihak lintas sektor baik pemerintah maupun swasta, tetapi juga dengan program dan kegiatan 

aksi strategis. Dalam laporan ini juga disampaikan capaian kinerja masing-masing program, 

serta berbagai aspek pendukung lainnya berupa peningkatan kompetensi sumber daya 

manusia.  

 

Ditengah-tengah pandemi COVID-19 untuk membantu percepatan penanganan COVID-19, 

Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan melalui BPOM Operational Center (BOC) 

menyajikan data Obat dan Vaksin COVID-19 yang dapat diakses sampai dengan UPT di 

seluruh Indonesia. Data ini dapat sebagai dasar dalam pelaksanaan pemantauan dan 

pengawasan Obat dan Vaksin COVID-19 yang dilakukan sampai dengan UPT di seluruh 

Indonesia. 
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Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan juga terus berupaya untuk meningkatkan kualitas 

layanan TIK, data dan informasi untuk mewujudkan Sistem TIK yang andal dalam pengawasan 

Obat dan Makanan. Selama tahun 2021 Pusat Data dan Infomasi Obat dan Makanan berhasil 

memperoleh penghargaan berupa TOP 45 Inovasi Terbaik dalam  

 

Kompetensi Inovasi Layanan Publik (KIPP) yang dilaksanakan Kemenpan RB pada                   

29 Juli 2021 melalui Aplikasi BPOM Mobile, selain itu terdapat  beberapa capaian keberhasilan 

salah satunya Badan POM melalui Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan berhasil 

menyelenggarakan launching BPOM CSIRT dalam rangka membangun Digital Government 

Indonesia, serta peningkatan keamanan siber khususnya dalam pengawasan obat dan 

makanan, sebagai dukungan pada penguatan keamanan dan ketahanan siber di Indonesia. 

 

Akhir kata dengan disusunya laporan tahunan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran 

atas pencapaian kinerja yang telah dicapai dalam menjaga akuntabilitas kinerja dan 

memberikan manfaat serta dapat menjadi bahan evaluasi dalam peningkatan kualitas kinerja 

Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan. Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan 

akan selalu berupaya memperbaiki kinerja serta menyempurnakan pelaporan dalam rangka 

mengamati berbagai permasalahan yang ada sebagai acuan penyusunan program di tahun 

berikutnya. 

 
 
 

Jakarta, 29 April 2022 

Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan 
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HIGHLIGHT KEGIATAN  

 

Selama Tahun 2021, Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan telah menerima 

penghargaan dan catatan keberhasilan, antara lain: 

 

Sosialisasi Teknologi dan Informasi  

Sosialisasi Teknologi 

Informasi dan 

Komunikasi dengan 

�W�H�P�D�� �³Cyber Security 

dalam Mendukung 

Digital Transformation�´��

secara daring dan 

luring di Bandung pada 

tanggal 25-28 April 

2021. 

Ditengah tuntutan 

keterbukaan informasi dalam pelaksanaan kegiatan pelayana publik dan 

pemerintahan, kemudahan komunikasi dan akses di era digital kini, membuka peluang 

adanya kebocoran data dan informasi. Oleh karena itu pada tanggal                25-28 

April 2021 Badan POM RI melalui Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan 

menggelar kegiatan Sosialisasi TIK dengan tema �³Cyber Security dalam mendukung 

Digital Transformation�´���V�H�F�D�U�D���G�D�U�L�Q�J���G�D�Q���O�X�U�L�Q�J���G�L���%�D�Q�G�X�Q�J�����7�X�M�X�Dnnya adalah untuk 

membangun pemahaman dan awareness yang baik bagi pegawai Badan POM akan 

pentingnya transformasi digital, cyber security, dan Satu Data Badan POM. 

 

 

5 (Lima) B esar Nominasi  Penilaian Kinerja Percepatan 

Pelaksanaan Berusaha Kementerian Negara/Lembaga (PPB)  

Pada tanggal 3-4 Juni 2021 telah dilakuakan assessment lapangan mengenai 

Penilaian Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PBB) oleh Suveyor (PT.Sucofindo) dan 

�S�H�U�Z�D�N�L�O�D�Q���%�3�.�0�����G�L�P�D�Q�D���%�D�G�D�Q���3�2�0���P�H�U�D�L�K���S�U�H�G�L�N�D�W���³�6�D�Q�J�D�W���%�D�L�N�´ 
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�,�Q�R�Y�D�V�L���³�%�3�2�0���0�R�E�L�O�H�´���P�H�Q�H�U�L�P�D���3�H�Q�J�K�D�U�J�D�D�Q���7�2�3���������,�Q�R�Y�D�V�L��

Terbaik  

dalam Kompetensi 

Inovasi Layanan 

Publik (KIPP) yang 

dilaksanakan 

Kemenpan RB pada   

29 Juli 2021. 

Badan POM melalui 

�L�Q�R�Y�D�V�L�� �³�%�3�2�0��

Mobile�´��

menorehkan 

prestasi dengan menerima penghargaan TOP 45 Inovasi Terbaik dalam Kompetisi 

Inovasi Layanan Publik (KIPP), KIPP merupakan kompetisi untuk menjaring inovasi 

pelayanan yang dilahirkan oleh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah. 

 

 

Launching CSIRT BPOM tanggal 3 November 2021  

Dalam rangka 

membangun Digital 

Government Indonesia, 

sangat penting bagi kita 

untuk dapat melindungi 

data dan informasi yang 

kritikal dan strategis, 

melalui CSIRT, Badan 

POM berkomitmen terus 

melakukan perbaikan 

dan peningkatan 

keamanan siber khususnya dalam pengawasan obat dan makanan, sebagai dukungan 

pada penguatan keamanan dan ketahanan siber di Indonesia. Acara peluncuran 

BPOM CSIRT diresmikan oleh Kepala Badan POM bersama Kepala BSSN yang 

dihadiri oleh tamu undangan dan Kementerian/Lembaga lain dan juga pejabat tinggi 

Madya dan Pratama Badan POM serta disaksikan oleh seluruh unit pusat dan unit 

pelaksana teknis Badan POM di seluruh Indonesia melalu zoom dan kanal Youtube 

@Pusdatin BPOM RI. 
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Resertifikasi ISO 27001  

Untuk menjamin 

penerapan Sistem 

Manajemen Keamanan 

Informasi (SMKI) 

diterapkan sesuai dengan 

standar yang berlaku 

maka pada tanggal 8-9 

Juni 2021 Pusat Data dan 

Informasi Obat dan 

Makanan telah melakukan 

Audit Internal ISO 27001. 

Tujuan dari penerapan SMKI sendiri adalah untuk menjamin dan menjaga aset 

informasi aman dari risiko kehilangan, kerusakan, atau ancaman lainnya. 

 

Resertifikasi ISO 9001:2015  

Tujuan dari dilakukannya resertifikasi ISO 9001:2015 adalah untuk peningkatan mutu 

dan kinerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan, adapun proses audit 

dilakukan selama 2 hari yaitu tanggal 27-28 Mei 2021. 
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Indeks SPBE BPOM mengalami peningkatan dari 2,37 di Tahun 

2019 menjadi 2,91 di Tahun 2021  

Badan POM telah menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 

untuk menjaga kualitas SPBE, maka dilakukan penilaian terhadap indeks SPBE, 

peningkatan nilai indeks SPBE adalah salah satu poin tujuan Badan POM yaitu 

tercapainya pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan 

publik yang berkualitas dan terpercaya tetap menjadi tujuan utama Badan POM. 

 

 

Pemanfaatan TIK dalam Peningkatan Efektivitas Pengawasan 

terhadap Peredaran Vaksin:  

a. Gateway Vaksin dan Obat 

Dengan dibangunnya gateway ini maka akan mempermudah pemantauan 

monitoring distribusi produk Vaksin dan Obat hingga sarana pelayanan. Saat ini 

gateway sudah memperoleh informasi distribusi dari pihak PT Bio Farma dan dari 

aplikasi SMILE �± Kementerian Kesehatan. 

b. Intensifikasi Pemeriksaan Sarana Peredaran Vaksin melalui SIPT 

Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan memfasilitasi pelaporan intensifikasi 

pemeriksaan sarana peredaran vaksin oleh UPT melalui SIPT.  

 

Migrasi Server Pelayanan Publik ke Pusat Data Center Nasional 

Kominfo  

Kegiatan ini mendukung peningkatan efisiensi, jaminan keamanan, serta optimalisasi 

pemanfaatan satu data pemerintah dalam pengambilan kebijakan keputusan berbasis 

data atau data driven policy making. 
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  Pembangunan Portal Satu Data BPOM  

BPOM telah berproses menuju Satu Data untuk mempermudah pengawasan Obat dan 

Makanan, sekaligus agar tersedia data BPOM yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat 

dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan. Pada tahun 2021 telah 

diselesaikan pembangungan portal Satu Data BPOM. 

 

  Single Submission Layanan Ekspor Impor Integrasi K/L  

Simplifikasi proses bisnis layanan pemerintah yang berbasis teknologi informasi untuk 

menghilangkan repetisi dan duplikasi. Kemudahan transaksi pembayaran penerimaan 

negara dan fasilitas pembayaran antar pelaku usaha, maka terbentuklah integrasi data 

terkait permohonan importasi vaksin COVID-19. 

 

  Modul Pelaporan Barang Kiriman  

Dalam meningkatkan pengawasan Obat dan Makanan pada garis masuk ke wilayah 

Indonesia, BPOM berkoordinasi dengan Dit Bea dan Cukai. Salah satu kegiatan 

tersebut adalah elektronisasi Pelaporan Pemasukkan Barang Keperluan Pribadi 

melalui jasa pengiriman. Saat ini sedang dilakukan uji coba pada barang pemasukan 

melalui jasa pengiriman di kantor pos Jakarta. Pada tahun 2022 akan dilaksanakan 

integrasi data secara realtime dengan Bea Cukai. 

 

  BOC, Portal Pengawasan Obat dan Vaksin C OVID-19 

Percepatan penanganan COVID-19 tidak lepas dari penyediaan Vaksin dan Obat 

COVID-19, begitu juga dalam rangka pengawasannya. BPOM Operational Center 

(BOC) menyajikan Data Obat dan Vaksin COVID-19 yang dapat diakses sampai 

dengan UPT di seluruh Indonesia. Data ini dapat sebagai dasar dalam pelaksanaan 

pemantauan dan pengawasan Obat dan Vaksin COVID-19 yang dilakukan sampai 

dengan UPT di seluruh Indonesia. 
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BAB I PENDAHULUAN  

 

A. VISI 
Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka BPOM telah 

menetapkan Visi dan Misi sebagai berikut: 

 

 

 

 

Visi BPOM merupakan komitmen Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan dalam 

perannya sebagai unit pendukung BPOM dalam pengawasan obat dan makanan. 

 

B. MISI 
Dalam upaya mewujudkan visi BPOM 2020-2024, BPOM telah menetapkan misi BPOM 

2020-2024 yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam rangka mendukung pencapaian Misi BPOM 2020-2024, Pusat Data dan Informasi 

Obat dan Makanan menjabarkan misinya dengan mempertimbangkan capaian kinerja, 

potensi dan permasalahan, serta memperhatikan kebutuhan para pemangku, sebagai 

berikut: 

1. Misi 1  Mewujudkan TIK terintegrasi untuk mendukung pengawasan obat dan 

makanan 

2. Misi 2  Menstandarisasi teknologi informasi dan komunikasi di BPOM 

3. Misi 3  Meningkatkan keamanan data dan informasi obat dan makanan 

4. Misi 4  Melaksanakan manajemen kelembagaan Pusat Data dan Informasi Obat dan 

Makanan yang professional 

 

 

 

Obat dan makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk 
mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan 

berkepribadian berlandaskan gotong royong  
 
 

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan 
bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia 

 
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan 

keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan 
berdaya saing untuk kemandirian bangsa 

 

3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat 
dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan 
guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga 

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan 
publik yang prima di bidang Obat dan Makanan 
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C. BUDAYA ORGANISASI  
1. Profesional 

Menegakan profesionalisme dengan integritas, objektifitas, ketekunan, dan komitmen 

yang tinggi.  

2. Integritas  

Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai 

luhur dan keyakinan.  

3. Kredibilitas  

Dapat dipercaya dan diakui masyarakat luas, nasional, dan internasional.  

4. Kerjasama Tim  

Mengutamakan keterbukaan, saling percaya, dan komunikasi yang baik.  

5. Inovatif  

Mampu melakukan pembaruan sesuai ilmu pengetahuan dan teknologi terkini.  

6. Responsif atau Cepat Tanggap  

Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah 

 

D. STRUKTUR ORGANISASI  
Dalam menjalankan tugas dan fungsi Pusat Data dan Informasi, Kepala Pusat Data dan 

Informasi dibantu oleh 4 (empat) koordinator, yaitu Koordinator Kelompok Substansi 

Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, Koordinator Kelompok Substansi 

Sistem Informasi; Koordinator Kelompok substansi Tata Kelola Data dan Informasi, 

Koordinator Kelompok Substansi Perencanaan dan Keamanan Teknologi Informasi dan 

Komunikasi dan 8 (delapan) Subkoordinator Subkelompok Substansi, yaitu 

Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengembangan Infrastruktur Teknologi 

Informasi dan Komunikasi, Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengelolaan 

Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, Subkoordinator Subkelompok 

Substansi Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Layanan Publik, 

Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengembangan dan Pengelolaan Sistem 

Informasi Layanan Internal, Subkoordinator Subkelompok Substansi Arsitektur Data dan 

Informasi, Subkoordinator Subkelompok Substansi Berbagi Pakai Data dan Informasi, 

Subkoordinator Subkelompok Substansi Perencanaan Teknologi informasi dan 

komunikasi, Subkoordinator Subkelompok Substansi Sistem Keamanan Data dan 

Informasi, serta Kepala Sub Bagian Tata Usaha selaku pelaksana. 
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E. TUGAS POKOK ORGANISASI  
Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No 21 Tahun 2020 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Pusat Data dan 

Informasi Obat dan Makanan merupakan unsur pendukung yang berada dibawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Utama. Peran strategis 

Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan dilandasi dengan semangat untuk 

mendukung dan meningkatkan peran pengawasan Obat dan Makanan. 

Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan mempunyai tugas melaksanakan 

pengelolaan data dan informasi di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta 

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang infrastuktur teknologi informasi dan 

komunikasi, sistem informasi, dan tata Kelola data dan informasi. 

2. Pelaksanaan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, sistem 

informasi, dan tata Kelola data dan informasi. 

3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang infrastruktur teknologi informasi dan 

komunikasi, system informasi dan tata Kelola data dan informasi 

4. Pelaksanaan addministrasi pusat 

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan 
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BAB II PENGELOLAAN SUMBER DAYA  

 

A. SUMBER DAYA MANUSIA  
Sebagai salah satu penopang terlaksananya tugas dan fungsi Pusat Data dan 

Informasi Obat dan Makanan diperlukan sumber daya manusia dengan kuantitas 

yang mencukupi dan memiliki keahlian serta kompetensi di bidangnya sesuai 

dengan kebutuhan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan. Meskipun 

sumber daya manusia merupakan salah satu dari sumber�±sumber daya lain yang 

dimiliki oleh suatu organisasi, namun untuk menghadapi tantangan global dengan 

beban pekerjaan yang semakin tinggi, sumber daya manusia menjadi salah satu 

faktor yang paling menentukan terhadap sumber�±sumber daya lain tersebut dan 

juga memiliki peranan cukup penting dalam menetukan arah pelaksanaan tugas 

dan fungsi serta pencapaian visi dan misi organisasi. Sumber daya manusia yang 

profesional membantu Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan untuk terus 

berkembang melalui berbagai inovasi demi menghasilkan kinerja yang lebih baik 

kedepannya.  

1. Data Kepegawaian  

Jumlah sumber daya manusia pada unit kerja Pusat Data dan Informasi Obat dan 

Makanan per Desember tahun 2021 adalah sebanyak 59 (lima puluh sembilan) orang 

Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan 41 (empat puluh satu) Pegawai Pemerintah Non PNS 

(PPNPN). 

a. Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jabatan  

1) Penugasan Koordinator, Subkoordinator dan Struktural 

Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan dipimpin oleh Eselon II yang 

membawahi Koordinator sebanyak 4 orang yang terdiri dari 2 orang 

perempuan dan 2 orang laki-laki, Subkoordinator sebanyak 8 orang yang terdiri 

dari 4 orang perempuan dan 4 orang laki-laki serta Eselon IV yang terdiri dari 

1 orang perempuan. Berikut adalah grafik jumlah pegawai struktural Pusat 

Data dan Informasi Obat dan Makanan: 
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2) Pejabat Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum 

Untuk rincian mengenai formasi pejabat fungsional tertentu dan fungsional 

umum di Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan dapat dilihat melalui 

data tabel berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Nama Jabatan Fungsional Tertentu  
Jumlah Pegawai yang 

Menduduki  Jabatan Saat Ini  
1. Pengawas Farmasi dan Makanan Muda 2 
2. Pengawas Farmasi dan Makanan Pertama  4 
3. Pengawas Farmasi dan Makanan Terampil  1 
4. Pranata Komputer Ahli Madya 3 
5. Pranata Komputer Ahli Muda 10 
6. Pranata Komputer Ahli Pertama 9 
7. Pranata Komputer Terampil 10 
8. Pustakawan Pelaksana 1 
9. Pustakawan Ahli Pertama 1 

10. Pranata Komputer Keahlian 1 
11. Pranata Komputer Keterampilan 5 
12. Pranata Keuangan APBN Terampil 1 
13. Pranata Keuangan APBN 1 
14. Analis Pengelola BMN 1 
15. Pengadministrasi Keuangan 1 
16. Verifikator Keuangan  1 
17. Perencana Ahli Pertama  1 
18. Arsiparis Terampil 1 
19. Arsiparis Keahlian 1 
20. Arsiparis Keterampilan 1 
21. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda 1 

1

2

4

1

2

4

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Eselon II Koordinator Subkoordinator Eselon IV

Perempuan

laki-laki

PFM Ahli Muda

Perencana ahli Pertama

PFM Ahli Pertama

Bendahara

Arsiparis Terampil

Analis keuangan
Pranata Komputer 

Pelaksanan

Pengadministrasi Umum

Analis Anggaran
Analis Data dan Informasi

Pengelola Database

Verifikator keuangan

Pustakawan Pelaksana

Analis Pengelola BMN

Pranata Komputer Ahli Pertama
Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan

Pranata Komputer Terampil
PFM Terampil PelaksanaPFM Penyelia Pengadministrasi

Keuangan

1

DISTRIBUSI PEGAWAI FUNGSIONAL TERTENTU DAN UMUM DI PUSDATIN
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b. Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pendidikan  

Tingkat pendidikan akan menentukan pembagian serta pelaksanaan tugas 

seorang pegawai. Penempatan seorang pegawai kedalam masing�±masing fungsi 

di unit Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan telah disesuaikan dengan 

kompetensi yang dimiliki. Tingkat pendidikan pegawai Pusat Data dan Informasi 

Obat dan Makanan di dominasi oleh Strata-1 (S1) atau setara (D4 dan S1 Profesi) 

sebanyak 60 orang, dan tingkat pendidikan paling sedikit kuantitasnya adalah 

SMA/sederajat yaitu sebanyak 6 orang. Untuk data tingkat pendidikan yang lebih 

rinci dapat dilihat melalui grafik dibawah ini:  

 

Dari data diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk berkompetisi dengan 

tantangan global dan tuntutan pekerjaan, sumber daya manusia Pusat Data dan 

Informasi Obat dan Makanan masih membutuhkan peningkatan, baik dari segi 

kuantitas ataupun kualitas, dimana kedua komponen tersebut harus berjalan 

beriringan secara seimbang, agar kinerja yang dihasilkan oleh pegawai sendiri 

lebih optimal sehingga visi, misi, tugas dan fungsi organisasi dapat tercapai. 

 

No Kualifikasi Pendidikan  
Jumlah  

PNS PPNPN 
1. Strata 2 7 Orang 
 Administrasi Bisnis 1 - 
 Teknologi  Informasi 1 - 
 Kesehatan Masyarakat 1 - 
 Ilmu Komputer 2 - 
 Magister Teknik 1 - 
 Kesehatan Ligkugan 1 - 

2. Strata 1 �± Strata 1 Profesi �± D4  60 Orang 
 Apoteker/Sarjana Farmasi 7 7 
 Biologi 1 2 
 Sistem Informasi 5 7 
 Komputer 2 - 
 Informatika - 1 
 Manajemen Aset - 1 
 Manajemen Informatika 2 - 
 Sistem Informatika 1 - 
 Sistem Komputer 1 - 

S2, 7

S1, 60

D3, 27

SMA/Sederajat,6

PROPORSI SDM PUSDATIN BERDASARKAN PENDIDIKAN TAHUN 2021

S2

S1/D4

D3

SMA atau Sederajat
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c. Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Usia  

Komposisi sumber daya manusia berdasarkan usia dibagi dalam beberapa 

kelompok usia kebanyakan diantaranya kelompok usia 20 �± 30 tahun, 31 �± 40 

tahun, 41 �± 50 tahun dan 51 �± 60 tahun. Untuk rincian mengenai komposisi sumber 

daya manusia berdasarkan usia pada unit kerja Pusat Data dan Informasi Obat 

dan Makanan dapat dilihat melalui melalui tabel berikut:  

No Kelompok usia Jumlah 

1 20 �± 30 39 

2 31 �± 40  40 

3 41 �± 50  15 

4 51 �± 60 6 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa komposisi sumber daya 

manusia pada unit kerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan di dominasi 

oleh kelompok usia 31 �± 40 tahun sebanyak 40 orang dan kelompok usia 51 �± 60 

tahun dengan sumber daya manusia paling sedikit yaitu sebanyak 6 orang. 

 

d. Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenis Kelamin  

Kondisi dominasi perempuan pada sumber daya manusia di lingkungan Badan 

POM selaras dengan kondiri riil komposisi sumber daya manusia dengan jenis 

kelamin perempuan pada unit kerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan 

yaitu sebanyak 58 orang dan sumber daya manusia dengan jenis kelamin laki �± 

laki sebanyak 42 orang.  

 

 

No Kualifikasi Pendidikan  
Jumlah  

PNS PPNPN 
 Teknik Informatika 4 8 
 Teknik Komputer - 1 
 Perpustakaan 2 - 
 Ekonomi/Akuntansi 4 1 
 Teknik Kimia - 1 
 Kesehatan Masyarakat - 2 

3. D3 27 Orang 
 Teknik Informatika 5 - 
 Manajemen Informatika 9 4 
 Kearsipan 1 - 
 Akuntansi 2 - 
 Perpustakaan dan informasi 2 - 
 Hukum - 1 
 Analis Farmasi dan Makanan 1 - 
 Sistem Informasi 1 - 
 Teknik Komputer - 1 

4. Lain-lain 6 Orang 
 Sekolah Menengah Farmasi 1 - 
 Sekolah Menengah Atas - 5 
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2. Kebutuhan Pegawai  

Berdasarkan kondisi riil dan perhitungan analisis beban kerja (ABK) kebutuhan 

sumber daya manusia Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan pada tahun 2021 

adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Nama Jabatan  Kondisi 
Riil  

Kebutuhan 
Berdasarkan 
Analisis Kerja  

Kekurangan  

Jabatan Fungsional Tertentu  

Arsiparis Pelaksana 2 2 0 

Arsiparis Ahli Pertama 1 4 4 

Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda 2 3 1 

Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama 4 4 0 

Pengawas Farmasi dan Makanan Terampil 1 1 0 

Perencana Pertama 1 1 0 

Pranata Komputer Utama 0 1 1 

Pranata Komputer Ahli Madya 3 4 1 

Pranata Komputer Ahli Muda 10 8 -2 

Pranata Komputer Ahli Pertama 9 16 7 

Pranata Komputer Terampil 15 21 6 

Pustakawan Muda 0 1 1 

Pustakawan Pelaksana Lanjutan 0 1 1 

Pustakawan Pelaksana 1 1 0 

Pustakawan Ahli Pertama 0 1 1 

JUMLAH  49 69 21 

Jabatan Fungsional Umum  

Verifikator Keuangan 1 1 0 

Analis Anggaran 0 1 1 

Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya 0 1 1 

Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda 0 4 4 

Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama 0 8 8 

Pranata Keuangan APBN Penyelia 0 2 2 

Pranata Keuangan APBN Mahir/Bendahara 1 2 1 

Pranata Keuangan APBN Terampil/Pengadministrasi 
Keuangan 1 1 0 

PPBJ Ahli Muda 1 1 0 

Analis Pengelola BMN 2 2 0 

Penata Laksana Barang 0 2 2 

Pengadministrasi Keuangan 1 1 0 

Pranata Komputer Keahlian 1 7 6 

Pranata Komputer Keterampilan 2 8 6 

JUMLAH  10 41 31 
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Pada tahun 2021 kebutuhan pegawai pada posisi jabatan struktural sebanyak              

10 (sepuluh) orang, dan sudah terisi seluruhnya; 

Berdasarkan analisa beban kerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan, 

kebutuhan untuk jabatan fungsional tertentu adalah sebanyak 76 (tujuh puluh enam) 

orang. Untuk saat ini jabatan fungsional tertentu diisi sebanyak 49 (empat puluh 

sembilan) orang, sehingga kebutuhan pegawai untuk posisi jabatan fungsional 

tertentu adalah sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang. Dalam rangka mencukupi 

kebutuhan pegawai setiap tahun Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan 

mengajukan penambahan pegawai, namun terkait dengan kebijakan rekruitment 

pegawai maka pemenuhan kebutuhan terhadap pegawai dilakukan secara bertahap; 

Berdasarkan analisis beban kerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan, 

kebutuhan pegawai pada jabatan fungsional umum sebanyak 41 (empat puluh satu) 

orang. Saat ini jabatan fungsional umum terisi sebanyak 10 (sepuluh) orang. Dalam 

rangka mencukupi kebutuhan pegawai Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan, 

maka pekerjaan diakomodir oleh Pegawai Pemerintah Non PNS (PPNPN). 

 

3. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia  

Peningkatan kualitas sumber daya manusia Pusat Data dan Informasi Obat dan 

Makanan merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk menjaga dan 

memastikan kemampuan pegawai agar memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan 

sehingga dapat terus memberikan kontribusi yang maksimal bagi organisasi. Sejak 

Januari 2021 Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan telah melakukan upaya 

peningkatan kompetensi sumber daya manusia kepada seluruh pegawai, diantara lain 

melalui penugasan tugas belajar dan pengembangan kompetensi dilakukan oleh 

pihak internal Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan dengan rinciannya dapat 

dilihat melalui tabel berikut: 

No Judul Kegiata n Pengembangan Kompetensi  Bulan  Jumlah 
Peserta  

1 Bimbingan Teknik Tata Cara Pengisian Form Manajemen 
Resiko 

Juni 43 orang 

2 Pengembangan Diri dan Etika Profesional ASN Mei 100 orang 

3 Sosialisasi Peraturan Kepala BPS Nomor 2 Tahun 2021 
tentang Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Jabatan 
Fungsional Pranata Komputer 

Juli 50 orang 

4 �6�R�V�L�D�O�L�V�D�V�L���7�,�.���³�&�\�E�H�U���6�H�F�X�U�L�W�\���G�D�O�D�P���0�H�Q�G�X�N�X�Q�J���'�L�J�L�W�D�O��
�7�U�D�Q�V�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�´ 

April 202 orang 

5 Workshop Reformasi Birokrasi dan Budaya Organisasi 
BPOM Menuju ASN PUSDATIN PASTI (Profesional, 
Adaptif, Solutif, Tangguh, Inovatif) 

Oktober 56 orang 
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B. SARANA DAN PRASARANA  

Sarana dan Prasarana yang ada di Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini: 

No Jenis Peralatan  Jumlah  Keterangan  

1 A.C. Split 21 Baik  

2 Acces Control System 1 Baik  

3 Acces Point 21 Baik  

4 Air Conditioning (AC) 5 Baik  

5 Alat Komunikasi Lainnya 132 Baik  

6 Alat Pemadam Kebakaran 1 Baik  

7 Alat Pemotong Kertas 3 Baik  

8 Alat Pencetak Label 1 Baik  

9 Alat Pendingin Lainnya 4 Baik  

10 Background / Kertas Background 2 Baik  

11 Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya 191 Baik  
12 Bahan Perpustakaan Terekam Dan Bentuk Mikro Lainnya 15 Baik 

13 Barcode Reader 10 Baik  

14 Blader Syringe Complete 1 Baik  

15 Board Display 1 Baik  

16 Brandkas 1 Baik  

17 Buku Lainnya 138 Baik  

18 Camera Conference 12 Baik  

19 Camera Digital 5 Baik  

20 CAT 6 Cable 21 Baik  

21 CCTV - Camera Control Television System 44 Baik  

22 Converter 40 Baik  

23 Data Processing Unit 2 Baik  
24 Display 10 Baik 

25 Elevator /Lift 1 Baik  

26 End Point Vicon 4 Baik  

27 External 2 Baik  

28 Facsimile 1 Baik  

29 Fibral Optic Coacial 1 Baik  

30 Filing Cabinet Kayu 20 Baik  

31 Finger Printer Time and Attandance Acces Control System 2 Baik  

32 Firewall 4 Baik  

33 Focusing Screen/Layar LCD Projector 6 Baik  

34 Genset 1 Baik  

35 Handy Cam 4 Baik  

36 Hard Disk 32 Baik  

37 Hasil Kajian/Penelitian 6 Baik  

38 Head Set 2 Baik  

39 Instalasi 2 Baik  

40 Instrumen Tray 7 Baik  

41 Jaringan Listrik Lainnya 5 Baik  

42 Kabel 134 Baik  

43 Kabel UTP 50 Baik  
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No Jenis Peralatan  Jumlah  Keterangan  

44 Kamera Udara 1 Baik  

45 Karpet 1 Baik  

46 Keyboard (Peralatan Personal Komputer) 13 Baik  

47 Kursi Besi/Metal 107 Baik  

48 Kursi Fiber Glas/Plastik 3 Baik  

49 KVM Keyboard Video Monitor 2 Baik  

50 Lambang Instansi 1 Baik  

51 Lantai Uji 2 Baik  

52 Lap Top 47 Baik  

53 LCD Projector/Infocus 16 Baik  

54 Lemari Besi/Metal 1 Baik  

55 Lemari Es 2 Baik  

56 Lemari Kayu 17 Baik  

57 Lemari Penyimpan 7 Baik  

58 Lifter Standard ( 1 Liter ) 2 Baik  

59 Local Area Network (LAN) 460 Baik  

60 Locker 2 Baik  

61 Meja Kerja Kayu 69 Baik  

62 Meja Komputer 132 Baik  

63 Meja Potong 1 Baik  

64 Meja Rapat 7 Baik  

65 Meja Resepsionis 3 Baik  

66 Mesin Fotocopy Electronic 3 Baik  

67 Meubelair Lainnya 39 Baik  

68 Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah ) 1 Baik  

69 Mini Komputer 31 Baik  

70 Mobile Gateway 1 Baik  

71 Mobile Modem GSM/ CDMA 6 Baik  

72 Monografi 238 Baik  

73 Netware Interface External 5 Baik  

74 Note Book 104 Baik  

75 Optical Terminal Box 6 Baik  

76 P.C Unit 2 Baik  

77 Pahatan Kayu 1 Baik  

78 Panel Pameran 4 Baik  

79 Panggung 2 Baik  

80 Papan Gambar 2 Baik  

81 Partisi 12 Baik  

82 Partisi / Backdrop Logo Pusdatin 1 Baik  

83 PC Workstation 92 Baik  

84 Peralatan Jaringan Lainnya 63 Baik  

85 Peralatan Komputer Lainnya 2 Baik  

86 Personal Komputer Lainnya 13 Baik  

87 Pesawat Telephone 5 Baik  

88 Pintu Elektrik (yang Memakai Akses) 8 Baik  

89 Power Distribution Board 36 Baik  

90 Printer (Peralatan Personal Komputer) 46 Baik  
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No Jenis Peralatan  Jumlah  Keterangan  

91 Rackmount 25 Baik  

92 Rak Kayu 1 Baik  

93 Rak Peralatan 8 Baik  

94 Rak Sepatu ( Almunium ) 1 Baik  

95 Rak Server 32 Baik  

96 Rak Server 32 Baik  

97 Rak Terminal Vencing 1 Baik  

98 Router 8 Baik  

99 Scalpels Blades 2 Baik  

100 Scanner 6 Baik  

101 Scanner (Peralatan Personal Komputer) 6 Baik  

102 Server 87 Baik  

103 Sice 5 Baik  

104 Software Komputer 78 Baik  

105 Sun Screen 9 Baik  

106 Switch 152 Baik  

107 Switch Rak 12 Baik  

108 System/Power Supply Lainnya 14 Baik  

109 Tablet PC 15 Baik  

110 Tangga Aluminium 1 Baik  

111 Televisi 12 Baik  

112 Temperature Sensor Set 55 Baik  

113 Teralis 8 Baik  

114 Tripod Camera 1 Baik  

115 TV Connector 2 Baik  

116 Uninterruptible Power Supply (UPS) 16 Baik  

117 Uninterupted Power Supply (UPS) 27 Baik  

118 Vertikal Blind 14 Baik  

119 Video 4 Baik  

120 Video Conference 12 Baik  

121 Video Monitor 13 Baik  

122 Video Processor 1 Baik  

123 Wanscaller 1 Baik  

124 Wireless Access Point 165 Baik  

 

C. ANGGARAN  
Berikut adalah realiasi anggaran Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan 

Tahun 2021 per rincian kegiatan: 

No Nama Kegiatan  Jumlah Biaya  
Keuangan  

Rupiah  (Rp) 
Persentase 

(%) 
4114.TAJ.001.051  Pengembangan e -Government  
1 Pengembangan Aplikasi Registrasi 619.296.000 619.296.000 100% 
2 Pengembangan Aplikasi SIPT dan layanan 

laboratorium 
222.125.000 222.125.000 100% 

3 Pembangunan Aplikasi Sesuai Lingstra BPOM 1.268.627.000 1.268.627.000 100% 
4 Pengembangan Aplikasi Sertifikasi 315.100.000 315.099.900 100% 
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No Nama Kegiatan  Jumlah Biaya  
Keuangan  

Rupiah  (Rp) 
Persentase 

(%) 
5 Pengembangan Aplikasi    E-payment 102.495.000 102.495.000 100% 
6 Penyusunan Standarisasi Sistem Informasi 96.156.000 96.154.600 100% 
7 Pengembangan Sistem Pengawasan Obat dan 

Makanan Berbasis Digital 
539.853.000 539.418.598 99,92% 

8 Pengembangan Aplikasi Sistem Monitoring Obat 151.940.000 151.940.000 100% 
9 Pengembangan Aplikasi Mendukung 

Pengawasan Kedeputian Penindakan  
484.720.000 484.720.000 100% 

10 Monitoring dan Evaluasi Penerapan Tanda 
Tangan Elektronik (TTE) 

128.359.000 128.359.000 100% 

11 Pembinaan dan Bimbingan Teknis TIK 84.220.000 84.220.000 100% 
12 Peningkatan Kompetensi SDM TIK 270.741.000 270.681.493 99,98% 
13 Sosialisasi Sistem TIK 1.259.723.000 1.259.723.000 100% 
14 Pengelolaan Sistem Layanan Eksport dan Import 339.896.000 342.861.900 100% 
4114.TAJ.001.052 Keterbukaan Informasi Publik  
1 Pengembangan Website Badan POM dan 

Webreg Badan POM 
233.803.000 233.803.000 100% 

2 Penguatan Reformasi Birokrasi 218.570.000 218.549.998 99,99% 
4114.TAJ.001.053 Pemanfaatan dan Pengembangan Infrastruktur TIK  
1 Pembinaan JF Pranata Komputer 109.501.000 109.501.000 100% 
2 Tata Kelola Infrastruktur TIK 3.156.397.000 3.156.397.000 100% 

4114.TAJ.001.054 Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Ekeltronik (SPBE) Badan POM  
1 Peningkatan Indeks SPBE Badan POM 361.417.000 361.349.600 99,98% 
2 Koordinasi Pemenuhan Government �± CSIRT 690.574.000 690.425.275 99,98% 
3 Review Penerapan Master Plan TIK 2020 �± 2024 1.400.000 1.375.000 98,21% 
4 Resertifikasi ISO 27001 105.282.000 105.282.000 100% 
5 Penyusunan dokumen BCP (pemenuhan 

Business Continuity Management) 
310.422.000 310.336.080 99,97% 

4114.TAJ.001.055 Layanan Informasi  
1 Perkuatan Operasional Backoffice Contact 

Center 
466.962.000 466.808.148 99,97% 

2 Layanan Perpustakaan Badan POM 468.604.000 468.602.235 100% 
3 Pengembangan Data dan Informasi Badan POM 

Command Center 
537.343.000 537.339.400 100% 

4 Satu Data Obat dan Makanan 762.089.000 762.059.503 100% 
5 Pemutakhiran Informasi 996.000 995.325 99,93% 

4114.TAJ.001.056 Layanan Data  
1 Monitoring Implementasi SMART POM 266.201.000 266.201.000 100% 
2 Pengawasan Obat dan Makanan Berbasis Risiko 

Melalui Pemetaan Kasus Keracunan 
98.250.000 98.249.850 100% 

4114.TAJ.001.057 Pengolahan Data  
1 Pemeliharahaan Repositori Data Terpusat 

Melalui Data Lake 
926.129.000 926.128.050 100% 

2 Tata Kelola Data 104.541.000 104.520.120 99,98% 
3 Pengembangan Platform Big Data MedAn 1.000.000 999.350 99,94% 

 
4114.TAJ.001.058 Penataan dan Penguatan Tata Laksana Pusdatin  
1 Pelaksanaan Penjaminan Mutu ISO 9001:2015, 

WBK, WBBM 
26.462.000 26.450.300 99,96% 

2 Penyusunan, Perencanaan dan Pelaporan 
Kegiatan 2021 

347.576.000 347.576.000 100% 

3 Koordinasi Lintas Sektor Dalam Rangka 
Pembangunan Sistem Pengawasan 

1.482.122.000 1.482.122.000 100% 

4 Percepatan Penanganan Covid �± 19  
 
 

597.760.000 597.636.420 99,98% 
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No Nama Kegiatan  Jumlah Biaya  
Keuangan  

Rupiah  (Rp) 
Persentase 

(%) 
4114.TAJ.001.059 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Layanan TIK  
1 Penilaian dan Evaluasi Training Need Analysis 

(TNA) 
10.710.000 10.688.000 99,79% 

2 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Anggaran 
2021 

388.732.000 388.732.000 100% 

3 Penyusunan Laporan Kinerja dan Laporan 
Tahunan Pusdatin 2020 

129.339.000 129.333.600 100% 

4114.EAD.001.052 Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi  
1 Peningkatan Infrastruktur TIK 

 
5.380.454.000 5.380.452.577 100% 

4114.EAA.001.001 Gaji dan Tunjangan  
1 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 

 
6.876.693.000 6.873.302.231 99,95% 

4114.994.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor  
1 Pemeliharaan Technical Support e-Government 2.715.815.000 2.715.813.550 100% 
2 Sewa DRC (Disaster Recovery Center) 228.450.000 228.450.000 100% 
3 Layanan Koneksi Jaringan 2.627.692.000 2.627.665.910 100% 
4 Pengadaan Peralatan Perlengkapan 

Perkantoran dan Penambah Daya Tahan 
408.759.000 408.730.441 99,99% 

5 Belanja Pemeliharaan dan Operasional 
Kendaraan Roda 4/6/10 

36.000.000 35.996.929 99,99% 

6 Administrasi Kegiatan 2.539.839.000 2.539.833.726 100% 
7 Langganan Daya dan Jasa 1.315.986.000 1.315.976.254 100% 
8 Perawatan Gedung dan Bangunan 222.168.000 222.139.850 99,99% 
9 Peningkatan Akuntabilitas dan Evaluasi 

Kegiatan Pusdatin 
360.120.000 360.120.000 100% 

10 Peningkatan Kesejahteraan Pegawai 199.616.000 194.613.539 97,49% 
11 Jasa Keamanan dan Pengamanan 191.814.000 191.813.448 100% 
12 Penataan dan Pengamanan Arsip PUSDATIN 202.381.000 202.380.694 100% 
13 Sewa Kendaraan Bermotor Pusdatin 52.000.000 52.000.000 100% 

TOTAL 41.043.220.000 41.036.470.894 99,98% 
Pengembalian Belanja   6.749.106  
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BAB III HASIL KEGIATAN  
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IKU 1 INDEKS SPBE BADAN POM  
1. Koordinasi Persiapan Audit SPBE 

a. Pembentukan Tim Koordinasi SPBE dan Tim Asesor SPBE 

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik mengamanatkan dibentuknya Tim Koordinasi SPBE sebagai strategi 

untuk mencapai penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi 

pelaksanaan untuk membangun SPBE yang terpadu di dalam dan antar Instansi 

Pusat dan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, Badan POM telah membentuk Tim 

Koordinasi SPBE Badan POM yang tertuang dalam Keputusan Kepala Badan 

POM RI Nomor TI.02.1.2.06.21.248 Tahun 2021 tentang Tim Koordinasi Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik Badan Pengawas Obat dan Makanan. Tim 

Koordinasi SPBE Badan POM terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana. 

Tim Pengarah berfungsi melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE 

dengan tugas�±tugas: 

1) Memfasilitasi perencanaan dan implementasi inisiatif program dan kegiatan 

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); 

2) Memfasilitasi penerapan tata kelola dan manajemen SPBE; 

3) Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terkait penerapan 

kebijakan internal Tim Pengarah SPBE; 

4) Melakukan perbaikan dan pengembangan atas hasil rekomendasi 

pemantauan dan evaluasi penerapan SBPE; 

5) Memfasilitasi proses koordinasi, kerja sama, atau integrasi penerapan SPBE 

dengan pihak eksternal dalam dan/ atau luar negeri; dan 

6) Memfasilitasi penyempurnaan kebijakan internal Tim Pengarah SPBE sebagai 

akibat terjadinya perubahan peraturan, perkembangan teknologi dan/atau 

kebutuhan di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. 

Susunan Keanggotaan Tim Pengarah terdiri atas: 

1) Ketua  : Kepala Badan Pengawas Obat dan Maknaan 

2) Koordinator : Sekretaris Utama 

3) Anggota : 

a) Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan 

Zat Adiktif; 
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b) Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan 

Kosmetik; 

c) Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan; dan 

d) Inspektur Utama.  

 
Sedangkan Tim Pelaksana memiliki susunan keanggotan sebagai berikut: 

1) Penanggungjawab: Deputi Bidang Penindakan 

Penanggungjawab mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan SPBE 

di Badan POM 

2) Ketua: Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan. 

Ketua mempunyai tugas: 

a) bertanggungjawab dalam mengkoordinasikan penerapan kebijakan 

SPBE, layanan SPBE 

b) mengoordinasi SPBE dengan pihak eksternal dalam dan/atau luar negeri. 

3) Wakil Ketua: Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan 

Sekretaris mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Ketua Tim 

pelaksana SPBE. 

4) Sekretaris: Koordinator Substansi Perencanaan dan Keamanan TIK. 

Sekretaris mempunyai tugas membantu pelaksanaan administrasi SPBE. 

5) Anggota 

No. Anggota  Fungsi  
1 Kepala Pusat Data dan Informasi Obat 

dan Makanan 
a. mengelola arsitektur dan layanan 

SPBE; 
b. mengoordinasikan pembangunan 

aplikasi dan infrastruktur Teknologi 
Informasi dan Komunikasi (TIK); 

c. menerapkan keamanan SPBE; 
d. melaksanakan manajemen aset TIK 

dan layanan SPBE 
e. mengoordinasikan tata kelola data 

dan manajemen data; dan 
f. mengoordinasikan layanan 

pengadaan barang dan jasa secara 
elektronik. 

2 Kepala Biro Hukum dan Organisasi a. mengoordinasikan integrasi proses 
bisnis; 

b. mengoordinasikan arsitektur bisnis; 
dan 

c. mengoordinasikan layanan 
dokumentasi dan informasi hukum. 

3 Kepala Biro Perencanaan dan 
Keuangan 

a. mengoordinasikan perencanaan 
SPBE 

b. mengoordinasikan penganggaran 
SPBE 

c. Mengoordinasikan manajemen 
keuangan SPBE 

d. mengoordinasikan manajemen 
kinerja SPBE 
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No. Anggota  Fungsi  
4 Kepala Biro Umum a. mengoordinasikan layanan naskah 

dinas elektronik; dan 
b. mengoordinasikan layanan barang 

dan jasa; 
c. mengoordinasikan layanan 

pengelolaan barang milik negara. 
5 Kepala Biro Sumber Daya Manusia Mengoordinasi layanan kepegawaian 

6 Kepala Pusat Pengembangan SDM 
Pengawasan Obat dan Makanan 

a. mengoordinasi penerapan 
kompetensi Sumber Daya Manusia 

b. mengoordinasi penerapan 
manajemen pengetahuan 

c. mengoordinasi penerapan 
penerapan manajemen perubahan  

7 Inspektur I a. mengoordinasikan tingkat 
kematangan penerapan manajemen 
risiko SPBE 

b. mengoordinasikan pengawasan 
internal pemerintah 

8 Inspektur II 

9 Direktur Registrasi Obat a. menyampaikan kebutuhan layanan 
SPBE; 

b. mengelola kebutuhan layanan 
SPBE; dan 

c. menyelenggarakan layanan publik 
SPBE. 

10 Direktur Pengawasan Produksi Obat, 
Narkotika, Psikotropika dan Prekursor 

11 Direktur Pengawasan Distribusi dan 
Pelayanan Obat, Narkotika, 
Psikotropika dan Prekursor 

12 Direktur Pengawasan Keamanan, 
Mutu dan Ekspor Impor Obat, 
Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan 
Zat Adiktif 

13 Direktur Registrasi Obat Tradisional, 
Suplemen Kesehatan dan Kosmetik 

14 Direktur Pengawasan Obat Tradisional 
dan Suplemen Kesehatan 

15 Direktur Pengawasan Kosmetik 
16 Direktur Standardisasi Pangan Olahan 
17 Direktur Registrasi Pangan Olahan 
18 Direktur Pengawasan Produksi 

Pangan Olahan 
19 Direktur Pengawasan Peredaran 

Pangan Olahan 
20 Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan 

Masyarakat 
21 Kepala Pusat Pengembangan 

Pengujian Obat dan Makanan 
22 Para Kepala Unit Pelaksana Teknis di 

Lingkungan Badan Pengawas Obat 
dan Makanan 

23 Koordinator Substansi  Infrastruktur 
TIK 

Mendukung penerapan SPBE Badan 
POM 

24 Koordinator Substansi Sistem 
Informasi 

25 Koordinator Substansi Tata Kelola 
Data dan Informasi 

26 Agung Mulia, SE 
27 Rani Pamungkas, SAP 
28 Ian Patria Anugerah, SE, Ak 
29 Hendrizal, S.Kom 
30 drg. Indah Ratnasari, M.K.M 
31 Maesya Rachmawati, S.Si, Apt, M.Si 
32 Deni Prastyanto, A.Md 
33 M. Fachrul Rizal, SH 



 

28 
 

No. Anggota  Fungsi  
34 Irwan Setiawan, S.Si 
35 Deasywaty, S.Si, M.Si 
36 Dwi Nawang Wulan, SH 
37 Fauziah Mappamasing, S.Si, Apt 
38 Tri Wahyuni, SE, ME 
39 Rafika Agusriana, S.Si, Apt 
40 Dzikri Habibilah, S.Kom 
41 Junius Yosafati Zega, S.Kom 
42 Indah Widiyaningrum, S.Si, Apt.,M.KM 
43 Affandi Sukarjan, S.Kom 
44 Siti Masyitoh, S.Kom 
45 Maria Melisa S, S.Si, Apt 
46 Irza Hartiantio Rahmana, A.Md 
47 Vinsca Pramesthi, A.Md 
48 Sannie Ragistia, A. Md. 
49 Nurlaila Sari, A.Md.MI. 
50 Dyah Aprillia Retno A, A.Md 
51 Djohan Sunaryadi, A.Md. 

Tabel Anggota Tim Koordinasi SPBE 
 

Selain Tim Koordinasi Badan POM telah membentuk Tim Asesor SPBE Badan 

POM yang tertuang dalam Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor 

TI.02.2.8.06.21.148 Tahun 2021 tentang Tim Asesor Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik Badan Pengawas Obat dan Makanan. 

Tim Asesor SPBE BPOM terdiri atas: 

1) Pengarah mempunyai tugas memfasilitasi perencanaan dan implementasi 

semua kegiatan audit terkait SPBE 

2) Penanggungjawab mempunyai tugas memastikan pelaksanaan audit terkait 

SPBE berjalan dengan baik 

3) Ketua mempunyai tugas mengoordinasikan evaluasi mandiri terhadap 

pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ada Badan Pengawas 

Obat dan Makanan 

4) Wakil Ketua mempunyai tugas membantu mengoordinasikan evaluasi mandiri 

terhadap pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ada Badan 

Pengawas Obat dan Makanan 

5) Sekretaris mempunyai tugas: 

a) Mengoordinasikan aktivitas tim asesor; 

b) Mempersiapkan sarana dan prasarana evaluasi; 

c) Memberikan saran perbaikan dan persetujuan atas jawaban, penjelasan 

dan bukti pendukung kepada Anggota tim asesor; dan 

d) Bertanggungjawab terhadap proses evaluasi mandiri agar berlangsung 

efektif dan efisien. 

6) Anggota mempunyai tugas: 

a) Mengumpulkan dan mendokumentasi data, informasi dan bukti 

pendukung pada proses evaluasi mandiri; 
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b) Mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan rumusan penilaian 

terkait pertanyaan pada kuisioner; 

c) Melaporkan jawaban, penjelasan dan bukti pendukung kepada 

Penanggung Jawab (Supervisor) untuk mendapatkan saran perbaikan 

atau persetujuan; dan  

d) Memasukkan data atas jawaban, rumusan penilaian dan bukti pendukung 

pada kuesioner. 

e) Menetapkan langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam proses 

penilaian 

f) Melakukan penilian mandiri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1(satu) 

tahun; 

g) Menyusun rencana aksi tindak lanjut atas hasil penilaian mandiri untuk 

perbaikan pelaksanaan dan pencapaian indeks SPBE Badan POM; 

h) Menyampaikan laporan hasil penilaian kepada Ketua Tim Asesor SPBE; 

i) Memastikan hasil evaluasi ditindaklanjuti oleh Tim Pelaksana pada setiap 

area perubahan; dan 

j) Melaporkan perkembangan hasil kerja kepada Ketua Tim Asesor. 

Dengan adanya Tim Koordinasi SPBE dan Tim Asesor SPBE diharapkan dapat 

menjadi penggerak pembangunan SPBE yang lebih baik di Badan POM. 

 
b. Pelaksanaan Audit SPBE 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Pemantauan dan Evaluasi 

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik telah diterbirkan untuk menggantikan 

peraturan yang sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang 

Pedoman Eveluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Adanya perubahan 

peraturan ini menyebabkan perubahan indikator audit SPBE dari yang 

sebelumnya 35 indikator menjadi 47 indikator.  

Perubahan indikator ini perlu dipelajari dengan lebih mendalam. Oleh karena itu 

telah dilakukan beberapa kali pertemuan dengan narasumber dari Menpan RB, 

BPPT, BSSN dan BPS. Pertemuan pertama dilakukan pada Rabu, 7 April 2021 

dengan narasumber dari BPS dengan materi Sosialisasi tools audit SPBE sesuai 

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 59 tahun 2020. 
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Gambar Pembahasan Arsitektur SPBE dengan BPS 

 
Dari pertemuan dengan BPS tersebut dipelajari bahwa pentingya bagi Badan POM 

untuk memiliki Arsitektur SPBE yang sesuai dengan proses bisnis Badan POM. 

Selain itu, sebagai langkah awal untuk persiapan audit SPBE maka Badan POM 

perlu segera menyusun data dukung yang sesuai dengan 47 indikator yang ada di 

regulasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Pemantauan dan 

Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. 

Pertemuan lainnya yang dilaksanakan dalam rangka Sosialisasi SPBE sesuai 

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 59 tahun 2020. Pertemuan ini dilaksanakan 

pada Senin, 12 April 2021 di Hotel Aryadura, Jakarta. Pada pertemuan tersebut 

diundang narasumber dari Menpan RB, BPPT dan BSSN. 

Pada pertemuan ini, narasumber dari Menpan RB menjelaskan perbedaan antara 

indikator audit SPBE yang lama dan indikator audit SPBE yang baru. Indikator 

audit SPBE yang baru mencakup beberapa hal yaitu arsitektur SPBE, Peta 

Rencana SPBE, Manajamen Data, Jaringan Internal, Keamanan Informasi, Audit, 

Kolaborasi SPBE, Manajemen SPBE, Pengelolaan BMN, Kinerja Pegawai dan 

Layanan Data Terbuka. 

 
Gambar Indikator Baru Permenpan RB 59/2020 
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Gambar Pembahasan Permenpan RB 59/2020 dengan Narasumber dari Menpan RB 

 
Narasumber dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) 

menjelaskan secara rinci terkait audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 

yang perlu dilakukan oleh masing �± masing Kementerian/ Lembaga pada setiap 

tahunnya. Audit TIK adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan 

mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan 

komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi 

informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan. 

Ketetapan terkait audit TIK diatur oleh dua Lembaga yaitu BPPT dan BSSN. BPPT 

mengatur Standar dan Tata Cara Pelaksanaan Audit Infrastruktur dan Aplikasi 

sedangkan BSSN mengatur Standar dan Tata Cara Pelaksanaan Audit Keamanan 

Infrastruktur dan Aplikasi. Pelaksanaan audit infrastruktur dan aplikasi ini 

dilakukan oleh Lembaga Audit Swasta Terakreditasi (LATIK).  

 
Gambar Pembahasan Permenpan RB 59/2020 dengan Narasumber dari BPPT 
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Gambar Peserta Pertemuan Pembahasan Permenpan RB 59/2020 

 
Narasumber dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menjelaskan terkait audit 

keamanan infrastruktur dan aplikasi. Audit keamanan infrastruktur dan aplikasi 

untuk menilai tingkat kematangan manajemen keamanan informasi (Information 

Security Management Maturity Model). Tingkat kematangan manajemen 

keamanan informasi dinilai berdasarkan Sistem Manajemen Keamanan Informasi 

(SMKI) berdasarkan ISO 27001:2013. 

 
Gambar Pembahasan Permenpan RB 59/2020 dengan Narasumber dari BSSN 

 
Selain, kedua pertemuan tersebut, Pusdatin juga menghadiri undangan dari 

Menpan RB dan Kominfo dalam rangka sosialisasi peraturan terbaru terkait SPBE, 

baik terkait indikator audit SPBE yang ada di Permenpan RB 59/2020, Satu Data, 

Pusat Data Nasional, dan lain-lain. 

 
c. Audit SPBE dengan Pemenuhan Data Dukung SPBE pada Aplikasi SPBE 

Pada pelaksanaan audit SPBE yang dilaksanakan oleh Menpan RB, Kementerian/ 

Lembaga melakukan pengumpulan data dukung audit SPBE pada aplikasi SPBE 

(https://monev.spbe.go.id/). Pengumpulan data dukung ini dilakukan maksimal 

tanggal 22 Juni 2021 untuk dapat dievaluasi oleh tim audit Menpan RB. 

Badan POM melakukan beberapa kali pertemuan dengan unit teknis untuk 

mengumpulkan data dukung audit SPBE. Pertemuan pertama yang dilakukan 

https://monev.spbe.go.id/


 

33 
 

dalam rangka persiapan audit SPBE adalah untuk pembahasan data dukung 

SPBE. Pertemuan ini dilaksanakan pada Rabu-Jumat, 19-21 Mei 2021. Pada 

pertemuan ini, Pusdatin menjelaskan data dukung yang perlu disiapkan oleh 

masing�±masing unit teknis untuk audit SPBE. 

 
Gambar Pembahasan Data Dukung Audit SPBE dengan Unit Teknis 

 
Setelah semua data dukung yang dikumpulan oleh unit terkumpul, maka Badan 

POM melakukan pertemuan dengan narasumber dari Telkom University untuk 

memberikan penjelasan terkait data dukung SPBE yang sesuai dengan 

Permenpan 59/2021. Pertemuan tersebut dilaksanakan pada Selasa, 25 Mei 2021 

bertempat di Novotel Cikini, Jakarta. 

Pada pertemuan tersebut dijelaskan tentang data dukung yang sesuai untuk 

disubmit pada indikator 1 sampai dengan indikator 47. Dari pertemuan tersebut, 

maka unit teknis dapat lebih memahami data dukung yang sesuai dengan 

Permenpan RB 59/2020 dan dapat melakukan perbaikan data dukung jika 

diperlukan. 
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Gambar Pembahasan Data Dukung SPBE dengan Narasumber dari Telkom University 

 
Setelah semua data dukung audit SPBE di submit pada 22 Juni 2021 pada aplikasi 

SPBE, maka Pusdatin mengundang narasumber dari Telkom University untuk 

melakukan penilaian terhadap data dukung SPBE yang telah disubmit sekaligus 

untuk mempersiapkan interviu yang akan dilaksanakan oleh Kemenpan RB. 

Pertemuan tersebut dilaksanakan pada Kamis, 26 Agustus 2021. Hasil pertemuan 

tersebut menjelaskan bahwa ada beberapa data dukung yang sudah sesuai dan 

ada beberapa dukung yang belum sesuai. Untuk data dukung yang belum sesuai 

masih dapat dijelaskan pada saat interviu audit SPBE. 

 
Gambar Penilaian Data Dukung SPBE Badan POM oleh Narasumber dari Telkom University 

 

d. Interviu Audit SPBE Secara Online 

Sebelum pelaksanaan interviu oleh Kemenpan RB, maka Badan POM telah 

melakukan beberapa pertemuan untuk persiapan interviu audit SPBE. Pertemuan 
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tersebut dilaksanakan melalui zoom meeting ada Selasa, 31 Agustus 2021. Pada 

pertemuan tersebut dibahas strategi untuk menjawab pertanyaan auditor pada 

saat interviu audit SPBE. 

 

  
Gambar Peserta Pertemuan dalam Rangka Persiapan Interviu Audit SPBE 

 
Pelaksanaan Interviu SPBE yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN dan RB 

pada 3 September 2021 dihadiri oleh auditor dari universitas yang bekerjasama 

dengan Kementerian PAN dan RB dan perwakilan dari unit teknis yang ada di 

Badan POM. Nilai self assestment Badan POM untuk indeks SPBE adalah 4,14 

sedangkan hasil penilaian indeks SPBE oleh Kementerian PAN dan RB adalah 

2,91. Adanya perbedaan nilai yang cukup signifikan antara self assessment dan 

audit Menpan RB kemungkinan disebabkan kurang pahamnya auditor terkait data 

dukung yang disubmit oleh Badan POM. Penjelasan yang diberikan oleh Badan 

POM terkait data dukung SPBE pada saat interviu juga tidak dapat diberikan 

maksimal karena waktu interviu yang terbatas hanya 2 (dua) jam saja. 
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Gambar Interviu Audit SPBE oleh Menpan RB secara Online 

 
Gambar Peserta Pusdatin untuk Interviu Audit SPBE oleh Menpan RB secara Online 

 
Berdasarkan Permenpan nomor 59/2021, nilai indeks yang merepresentasikan 

tingkat kematangan penerapan SPBE dikelompokkan berdasarkan predikat 

seperti tertera pada Tabel dibawah ini: 

 
Predikat Penilaian SPBE berdasarkan Permenpan RB 59/2020 

 
Dari tabel di atas, nilai indeks SPBE Badan POM 2,91 mendapatkan predikat 

baik. 

 
Gambar Hasil Evaluasi SPBE Badan POM 2021 dalam Bentuk Chart 



 

37 
 

 
Gambar Hasil Evaluasi SPBE Badan POM 2021 per Domain SPBE 

 
Dari hasil penilaian Kementerian PAN dan RB, nilai Badan POM masih kurang 

dalam hal domain manajemen SPBE dan domain tata Kelola SPBE. Oleh karena 

itu, diperlukan peningkatan pada beberapa domain yang nilainya masih kurang. 

 
2. Pelaksanaan Awareness Terkait SPBE 

Pelaksanaan awareness terkait SPBE adalah hal yang penting dilakukan karena saat 

ini seluruh staf Badan POM belum memahami dengan jelas terkait regulasi SPBE. 

Oleh karena itu, beberapa pertemuan telah diselenggarakan untuk meningkatkan 

pemahaman terkait SPBE. 

Pertemuan terkait awareness SPBE yang diselenggarakan oleh Pusdatin telah 

dilaksanakan beberapa kali misalnya untuk pembahasan terkait Permenpan RB/2020 

dan pembahasan enterprise arsitektur SPBE. 

Awareness enterprise arsitektur SPBE diselenggarakan di Hotel Manhattan, 

Kuningan, Jakarta pada Jumat, 10 Desember 2021 dengan mengundang narasumber 

dari BPS. Pada pembahasan tersebut dibahas bahwa implementasi enterprise 

arsitektur melibatkan visi dan strategi, proses bisnis, data, aplikasi dan infrastruktur. 

 
Gambar Arsitektur SPBE 
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Gambar Pertemuan Awareness Digital Enterprise Arsitektur 

 
Pembahasan lainnya terkait awareness SPBE juga diselenggarakan oleh 

Kementerian/ Lembaga lainnya baik oleh Kementerian PAN dan RB, Kementerian 

Komunikasi dan Informatika. Awareness SPBE yang diselenggarakan Kementerian/ 

Lembaga dan diikuti oleh Pusdatin adalah terkait Audit Infrastruktur dan Aplikasi 

SPBE, Pusat Data Nasional, Satu Data, Penyelarasan Arah Kebijakan Pelaksanaan 

Program dan Inisiatif Strategis Dalam Rancangan Perpres Arsitektur SPBE Nasional, 

Mekanisme dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Clearance PAGU Indikator 

Belanja TA 2022 dan lain-lain. 

 
3. Konsultasi Perencanaan Penyusunan Enterprise Architecture SPBE BPOM 

Enterprise Architecture (EA) Badan POM disusun sesuai dengan tujuan dari Pimpinan 

Badan POM yang mengacu pada rencana strategi atau rencana pembangunan jangka 

menengah Badan POM. Enterprise Architecture juga harus dapat memotret kondisi 

yang ada di Badan POM saat ini untuk proses bisnis, aplikasi, data, infrastruktur 

teknologi informasi, tata kelola teknologi informasi, keamanan dan layanan. Selain itu, 

Enterprise Architecture (EA) Badan POM harus memberikan gambaran arsitektur 

teknologi informasi ke depannya, menjelaskan gap analisis dan cara untuk mengatasi 

gap tersebut. Selain itu, dokumen Enterprise Architecture (EA) juga harus mencakup 

roadmap teknologi informasi yang harus dilakukan kedepannya. 

Untuk dapat membangun Enterprise Architecture (EA) yang sesuai dengan Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik maka dibutuhkan konsultan Perencanaan 

Penyusunan Enterprise Architecture SPBE BPOM yang memahami arah 

pembangunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sehingga diharapkan 

spesifikasi pembangunan Enterprise Architecture (EA) yang akan dibuat di Badan 

POM akan sesuai dengan kebutuhan Badan POM dan sejalan dengan 

pengembangan e-government pemerintah.  Oleh karena itu, disusunlah kegiatan 

Perencanaan Penyusunan Enterprise Architecture SPBE BPOM yang diharapkan 

dapat membantu dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja untuk pembangunan 

Enterprise Architecture SPBE Badan POM. 



 

39 
 

Kegiatan ini pada dasarnya bertujuan untuk membantu Badan POM dalam membuat 

perencanaan spesifikasi teknis yang dibutuhkan untuk kegiatan pengadaan 

penyusunan Enterprise Architecture Badan POM menuju Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik yang mendukung Reformasi Birokrasi. 

Sasaran dari kegiatan ini adalah dapat menghasilkan rincian spesifikasi dan 

kebutuhan teknis dalam penyusunan Enterprise Architecture SPBE BPOM serta 

teknologi pendukung implementasinya sesuai dengan regulasi pemerintah terkait 

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, serta mendampingi Pusdatin dalam proses 

penetapan KAK dan finalisasi spesifikasi untuk proses lelang. 

Lingkup Kegiatan yang dilaksanakan adalah: 

a. Membuat spesifikasi teknis dan KAK untuk Penyusunan Enterprise Architecture 

SPBE Badan POM yang mencakup: 

1) Tenaga ahli  

2) Lingkup pekerjaan 

3) Membuat perkiraan perhitungan harga untuk setiap pelaksanaan kegiatan 

berdasarkan metode pengadaan lelang sesuai dasar hukum yang jelas. 

4) Draft Kontrak, SSKK, SSUK 

5) Membuat tahapan rencana kegiatan yang mendukung proses penyusunan 

Enterprise Architecture Badan POM 

b. Membuat tools excel untuk assessment dan analisa awal terhadap proses bisnis 

Badan POM untuk perencanaan penyusunan Enterprise Architecture Badan POM 

c. Membuat tools penerimaan pekerjaan sesuai spesifikasi KAK yang dibuat. 

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, Pusdatin telah beberapa kali melaksanakan 

pertemuan dengan konsultan bersama dengan narasumber dari BPS. Pertemuan 

pertama dilaksanakan melalui zoom meeting dengan tujuan menyusun spesifikasi 

teknis Enterprise Arsitekur Badan POM. Pertemuan pertama dilaksanakan pada, 

Selasa, 27 Juli 2021 yang merupakan perkenalan awal terkait Enterprise Arsitektur 

SPBE dengan narasumber dari BPS. 

 
Gambar Pembahasan KAK Enterprise Arsitektur SPBE dengan Narasumber BPS 
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Pertemuan selanjutnya dilaksanakan setelah konsultan menyusun draft KAK untuk 

kemudian dibahas pada Pertemuan Pembahasan Prosedur Teknis Lelang Jasa 

Konsultansi Enterprise Arsitektur SPBE Badan POM yang dilaksanakan pada 

Kamis, 30 September 2021 dan dihadiri oleh perwakilan dari Inspektorat I, 

Inspektorat II, ULP Badan POM dan konsultan Perencanaan Penyusunan 

Enterprise Architecture SPBE BPOM. Tujuan dari pertemuan ini adalah 

membahas prosedur teknis lelang jasa konsultansi dan KAK lelang Enterprise 

Arsitektur SPBE Badan POM. Harapannya dengan pertemuan ini maka 

penyusunan dokumen lelang dapat disusun sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. 

 
Gambar Pembahasan KAK dan Dokumen Lelang Enterprise Arsitektur SPBE dengan Inspektorat,  

ULP dan Konsultan 
 

Pada Rabu, 10 November 2021 juga dilaksanakan pertemuan dengan 

mengundang perwakilan dari Inspektorat I, Inspektorat II, ULP Badan POM dan 

konsultan Perencanaan Penyusunan Enterprise Architecture SPBE BPOM. Pada 

pertemuan ini pembahasan yang dilakukan terkait Pembahasan Draft Kontrak 

Enterprise Arsitektur Badan POM. Selain membahas draft kontrak.  

Pertemuan selanjutnya dilaksanakan dengan mengundang narasumber dari BPS, 

dalam hal ini narasumber dari BPS membantu Pusdatin untuk mengkaji spesifikasi 

teknis yang telah dibuat oleh konsultan Perencanaan Penyusunan Enterprise 

Architecture SPBE BPOM. Pertemuan dilaksanakan pada Kamis, 11 November 

2021 dengan fokus untuk melakukan Reviu Draft Kerangka Acuan Kerja Enterprise 

Arsitektur BPOM. 

 
Gambar Pembahasan KAK dan Dokumen Lelang Enterprise Arsitektur SPBE  

dengan Narasumber BPS 
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Dari beberapa pertemuan yang mengundang BPS, Unit teknis di Badan POM 

seperti Inspektorat I, Inspektorat II, ULP serta konsultan Perencanaan 

Penyusunan Enterprise Architecture SPBE BPOM maka Pusdatin telah berhasil 

menyusun spesifikasi pengadaan, harga perkiraan sendiri (HPS), draft kontrak dan 

semua kelengkapan lelang lainnya yang kemudian diajukan kepada ULP untuk 

dapat diproses lelangnya.  

 
Gambar Pembahasan KAK dan Dokumen Lelang Enterprise Arsitektur SPBE dengan ULP 

 
Kelompok Kerja (Pokja) ULP juga melakukan proses konfirmasi data dukung 

lelang Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan Enterprise Architecture SPBE 

BPOM RI dengan Pusdatin pada Kamis, 23 Desember 2021. Beberapa hal yang 

bahas pada saat pertemuan tersebut diantaranya pengalaman konsultan, 

persyaratan pendidikan konsultan, jenis usaha yang dipersyaratkan, HPS, dan lain 

�± lain. Hasil pertemuan ini memperjelas kelengkapan data dukung lelang sehingga 

ULP dapat memproses lelang Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan 

Enterprise Architecture SPBE BPOM RI dengan segera sehingga tahun 2022 

kegiatan Penyusunan Enterprise Architecture di tahun 2022 dapat berjalan dengan 

baik. 

Total Anggaran yang digunakan untuk kegiatan Peningkatan Indeks SPBE Badan 

POM Tahun 2021 adalah sebanyak Rp.361.349.600,- yaitu 99,98 persen dari total 

anggaran yang dianggarkan (Rp. 361.417.000) dengan rincian realisasi sebagai 

berikut: 

 
Secara keseluruhan maka kegiatan Peningkatan Indeks SPBE Badan POM Tahun 

2021 dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan output yang diharapkan. 
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4. Computer Security Incident Response Team (CSIRT) 

Dalam Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tim 

Tanggap Insiden Siber menyebutkan bahwa insiden siber adalah suatu atau 

serangkaian kejadian yang mengganggu atau mengancam berjalannya Sistem 

Elektronik, sehingga perlu dibentuk tim tanggap insiden siber terdiri dari sekelompok 

orang yang bertanggung jawab menangani insiden siber. Selain itu amanat 

pembentukan CSIRT tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 

tentang Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, 

dimana BSSN memiliki target untuk membentuk 121 CSIRT di sektor Pemerintah 

selama 5 (lima) tahun. 

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Tim BPOM CSIRT 2021 antara lain: 

a. SK Tim BPOM CSIRT 

Pembentukan CSIRT (Computer Security Incident Response Team) di Badan 

POM ditindaklanjuti melalui Keputusan Sekretaris Utama No. 

HK.02.02.2.1.21.06.21.141 tahun 2021 pada tanggal 1 Maret 2021. BPOM-CSIRT 

memiliki kewenangan untuk melakukan penanggulangan insiden keamanan siber 

terhadap asset yang dikelola oleh BPOM. Dalam melakukan penanggulangan dan 

pemulihan BPOM-CSIRT berkoordinasi dengan konstituen, BSSN atau pihak 

lainnya untuk insiden yang tidak dapat ditangani. SK Tim BPOM-CSIRT Tahun 

2021 beranggotakan perwakilan staf dari Pusat Data dan Informasi Obat dan 

Makanana serta Direktorat Siber Obat dan Makanan, dengan susunan sebagai 

berikut: 

1. Pengarah                : Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan 
Makanan 

2. Penanggungjawab   : Deputi Bidang Penindakan 

3. Ketua                      : Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan 
Makanan 

4. Wakil Ketua            : Direktur Siber Obat dan Makanan 

5. Sekretaris               : Subkoordinator Subkelompok Substansi 
Perencanaan Teknologi Informasi dan Komunikasi  

6. Anggota                    
 Koordinator Tim          

Penanggulangan dan 
Pemulihan Insiden 

: Koordinator Perencanaan dan Keamanan 
Teknologi Informasi dan Komunikasi  

 Sub Tim Pengelola Jaringan dan Peladen 
 a. Koordinator                          : Koordinator Kelompok substansi infrastruktur 

Teknologi Informasi dan Komunikasi  
 b. Anggota              : 1. M Novan Satriono, S.Kom 

2. Winayu Budi Wardhani, S.Kom 
3. Salim Akhtur Permadi, S.Kom 
4. Lamhot Alfianto Destian, A.Md.Kom 
5. Nurlaila Sari, A.Md. MI 
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 Sub Tim Keamanan Informasi 
 a. Koordinator        : Subkoordinator Subkelompok Substansi Sistem 

Keamanan Data Dan Informasi 
 b. Anggota               1. Irza Hartiantio R, A.Md 

2. Anggi Septian Hidayat, S.Kom., CEH 
3. Muhammad Mubdya Barry Sahya, S.Tr.Kom 
4. Sigit Ariwibowo.S.Tr.Tp  
5. Siti Masyitoh, S.Kom 
6. Maria Melisa, S.Farm, Apt 
7. DjohanSunaryadi, A.Md. 
8. Dyah Aprilia Retno Anggraeni, A.Md 
9. Sannie Ragistia, A.Md  

 Sub Tim Administrator Situs Web dan Aplikasi 

 a. Koordinator        : Koordinator Kelompok Substansi Sistem Informasi 
 b. Anggota               1. Dwi Resmiyarti, S.Farm, Apt 

2. Firmadi Biastiko, S.Kom 
3. Judhi Saraswati, SP,MKM 
4. Bowo Umbardiono, S.Kom 
5. Diniarti Nayu Pratiwi, S.Kom 
6. Vinsca Pramesthi, A.Md 
7. Akhmad Winarno, S.Kom 

 
1) Pengarah sebagaimana dimaksud mempunyai tugas dan tanggung jawab 

yaitu: 

a) Memberikan arahan terkait Computer Security Incident Response Team 

Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM-CSIRT) di lingkungan 

Badan Pengawas Obat Dan Makanan; dan 

b) Menetapkan kebijakan terkait Computer Security Incident Response 

Team Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM-CSIRT) di 

lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan. 

2) Penanggungjawab mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu: Bertanggung 

terhadap keseluruhan kegiatan Computer Security Incident Response Team 

Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM-CSIRT) di lingkungan Badan 

Pengawas Obat Dan Makanan;  

3) Ketua mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu: 

a) Memimpin pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab atas kegiatan di 

BPOM-CSIRT; 

b) Menyediakan Point Of Contact (POC) untuk Nama DKI Jakarta-CSIRT, 

berupa alamat email, nomor telepon, dan komunikasi lainnya; 

c) Bertanggungjawab dalam pengalokasian sumberdaya yang dibutuhkan 

untuk mengoperasionalkan layanan BPOM-CSIRT; 

d) Mengkoordinasikan BPOM-CSIRT dengan instansi dan pihak-pihak 

terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM-

CSIRT, serta menjalin kerja sama antar CSIRT; 
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e) Memantau operasional dan kinerja BPOM-CSIRT; 

f) Membuat perencanaan operasional dan strategis mengenai BPOM-

CSIRT; 

g) mengkoordinasikan edukasi dan pelatihan mengenai keamanan siber di 

lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan 

h) Menyusun dan menyampaikan laporan kepada Kepala Badan Pengawas 

Obat dan Makanan. 

4) Wakil Ketua mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu tugas dan 

tanggungjawab ketua dalam mengkoordinasi, memantau dan menyusun 

laporan kegiatan Computer Security Incident Response Team Badan 

Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM-CSIRT) di lingkungan Badan 

Pengawas Obat Dan Makanan; 

5) Sekretaris mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu: 

a) Melaksanakan fungsi kesekretariatan/ ketatausahaan meliputi 

administrasi dan dokumentasi pada operasional layanan (BPOM-CSIRT); 

b) Membantu Ketua (BPOM-CSIRT) dalam menjalankan tugas dan 

tanggungjawabnya; dan 

c) Menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi. 

6) Anggota: 

Koordinator Tim Penanggulangan dan Pemulihan Insiden, mempunyai tugas 

dan tanggung jawab yaitu; 

a) Menjadi narahubung untuk BSSN-CSIRT dan melakukan tugas 

koordinasi apabila terjadi insiden siber; 

b) Menerima peringatan siber yang ditujukan untuk BPOM-CSIRT dan 

memberikan peringatan siber ke CSIRT lainnya; 

c) melakukan penanggulangan dan pemulihan insiden secara cepat dan 

tepat; 

d) melakukan tindakan korektif atas celah kerawanan (vulnerability)  yang 

ditemukan; 

e) Melakukan pemeriksaan dan analisis terhadap artifak yang ditemukan; 

f) Melakukan analisis risiko; 

g) Melakukan audit atau penilaian keamanan; dan 

h) Menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan. 

 
Tim ini dipimpin oleh seorang koordinator dan bertanggung jawab atas 3 (tiga) 

Sub Tim di bawahnya, yaitu Sub Tim Pengelola Jaringan dan Server, Sub Tim 

Keamanan Informasi, dan Sub Tim Website Administrator.  
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a) Sub Tim Pengelola Jaringan dan Server mempunyai tugas dan tanggung 

jawab yaitu; 

i. Membuat dokumentasi jaringan yang beroperasional, berupa 

dokumentasi konfigurasi, dokumentasi lalu lintas normal (baseline) 

jaringan, dan dokumentasi performa jaringan; 

ii. Menyiapkan perangkat jaringan yang diperlukan untuk melakukan 

deteksi intruksi di jaringan dan analisa log di Server ; 

iii. Melakukan analisa log dan rekam digital lainnya pada jaringan dan 

Server; 

iv. Menerapkan konsep keamanan pada konfigurasi jaringan 

(vulnerability) dan meminimalisir celah keamanan di jaringan; 

v. Melakukan pemantauan lalulintas jaringan dan memeriksa apabila 

terdapat anomali di jaringan; 

vi. Melakukan tindakan korektif pada jaringan dan peladen sebagai 

solusi; 

vii. Berkoordinasi dengan Internet Service Provider (ISP), jika 

diperlukan; dan 

viii. Menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan. 

 
b) Sub Tim Keamanan Informasi mempunyai tugas dan tanggung jawab 

yaitu; 

i. Melakukan deteksi dan identifikasi serangan siber; 

ii. Melakukan klasifikasi insiden meliputi penilaian dampak dan prioritas 

insiden; 

iii. Melakukanan alisis dan menemukan celah keamanan yang menjadi 

penyebab insiden siber; 

iv. Melakukan tindakan korektif untuk menanggulangi insiden siber 

v. Melakukan perbaikan celah keamanan (hardening) untuk mencegah 

insiden terulang kembali; 

vi. Melakukan pemeriksaan dan analisis terhadap artifak yang 

ditemukan; 

vii. Melakukan audit ataupenilaiankeamanan; 

viii. Melakukan analisis risiko; dan 

ix. Menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan. 
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c) Sub Tim Website Administrator dan Aplikasi mempunyai tugas dan 

tanggung jawab yaitu: 

i. Melakukan pengelolaan terhadap konten situs web atau sistem 

informasi dan komunikasi lainnya; 

ii. Menyalin data secara berkala dan menyiapkan situs web cadangan 

sebaga isolusi sementara apabila terjadi insiden siber; 

iii. Berkoordinasi dengan pengguna sistem informasi ketika insiden; dan 

iv. Melakukan tindakan korektif pada aplikasi sebagai solusi atas insiden 

siber maupun temuan celah keamanan. 

 
 

b. Launching BPOM CSIRT 

Setelah terbitnya Keputusan Sekretaris Utama sebagai salah satu tahapan dalam 

rangka implementasi CSIRT di Badan POM maka diadakan launching BPOM-

CSIRT. Launching secara resmi dilakukan untuk menyesuaikan dengan peraturan 

Kepala BSSN terkait penetapan institusi yang menjalankan fungsi sebagai CSIRT. 

Launching BPOM CSIRT diselenggarakan pada tanggal 3 November 2021 di 

Shangri-La Hotel Jakarta dihadiri oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara dan 

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kegiatan bertujuan untuk: 

1) Meresmikan dan menginformasikan bahwa di Badan POM telah terbentuk 

suatu tim tanggap insiden siber atau BPOM-CSIRT yang ditetapkan oleh 

BSSN. 

2) Mengenalkan BPOM-CSIRT kepada  konsituennya yang meliputi Seluruh Unit 

Pusat dan UPT di Badan POM. 

3) Memudahkan BPOM-CSIRT bekerjasama dengan Kementerian dan Lembaga 

Negara lain dalam mengatasi berbagai macam insiden yang mengancam 

keamanan data dan informasi di lingkungan Kementerian dan Lembaga 

Negara di Indonesia untuk meningkatkan ketahanan siber nasional. 

 
Gambar Penyerahan Piagam BPOM-CSIRT oleh Kepala BSSN kepada Kepala BPOM 
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Gambar Piagam BPOM-CSIRT dengan nomor registrasi 043/CSIRT.01.01/BSSN/11/2021 

 

 
Gambar Launching BPOM-CSIRT 

 
 

c. Peningkatan Kompetensi SDM BPOM CSIRT 

Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan telah melakukan peningkatan 

kompetensi SDM Tim BPOM-CSIRT dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang 

diselenggarakan baik secara mandiri, kerjasama dengan Instansi lain seperti 

Kominfo dan BSSN serta seminar-seminar terbuka yang diselenggarakan oleh 

praktisi cyber security diantaranya: 

1) Pelatihan Certified Ethical Hacker (Mandiri); 

2) Pelatihan CyberOps Associate (Diselenggarakan oleh Kominfo); 

3) Pelatihan Mobile App Forensic & Security Testing (Mandiri); 

4) Pelatihan Teknis Keamanan Siber Paket I (Diselenggarakan oleh BSSN); 

5) Pelatihan Computer Forensic Fundamental; 

6) Pelatihan Penetration Testing (Mandiri); 

7) Workshop Pengelolaan CSIRT Pemerintahan Pusat dan Daerah 

(Diselenggarakan oleh BSSN); dan 

8) Pelatihan Kesiapsiagaan Teknis Insiden Keamanan Siber (Cyber Security 

Technical) (Diselenggarakan oleh BSSN). 
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d. Kegiatan IT Security Assessment (ITSA) Tahun 2021 

Kegiatan ITSA dilakukan oleh Badan Siber dan Sandi Negara pada tanggal            

20�±24 September 2021 pada aplikasi Website BPOM-CSIRT dalam rangka 

persiapan Launching BPOM-CSIRT. 

 
e. Pelaksanaan Vulnerability Assessment (VA) 

Pelaksanaan VA dilakukan untuk mengetahui kerentanan terhadap serangan yang 

dilakukan secara mandiri telah dilakukan oleh BPOM-CSIRT terhadap aplikasi 

yang ada di Badan POM menggunakan Aplikasi BurpSuite dan BeSecure. Selama 

Tahun 2021 VA yang sudah dilakukan sebanyak 11 kali, terdiri dari 10 Aplikasi dan 

1 jaringan infrastruktur Badan POM.  

 
f. Audit Tools Maturitas Penanganan Insiden (TMPI) 

Audit TMPI dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2021 di Hotel Aston, TB 

Simatupang. Pada Audit tersebut Badan POM mendapatkan nilai 3,74 dimana nilai 

tersebut mengalami kenaikan 2,83 atau meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 

0,91 (Tahun 2019, Tahun 2020 tidak dilakukan assessment oleh BSSN karena 

Pandemi). Pemberitahuan perolehan nilai indeks TMPI secara resmi dari BSSN 

belum disampaikan. 
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IKU 2 PERSENTASE PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI BPOM  
Pada tahun 2021, telah dilakukan pengembangan aplikasi yang dimanfaatkan oleh 

stakeholder, baik Pelaku Usaha, masyarakat, dan Unit Teknis dan UPT di Badan POM. 

Aplikasi-aplikasi yang telah dimanfaatkan, antara lain: 

1. SIPT Layanan Pihak Ketiga 

Pada Tahun 2020 dan sebelumnya, dalam melakukan pelayanan oleh UPT 

menggunakan Webform dalam generate billing. Layanan yang dimaksud diantaranya 

adalah Pengujian Pihak ke-3  dan Layanan SKI/SKE. Maka dikembangkan modul 

Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) Layanan Pihak ke-3 yang terintegrasi 

dengan gateway e-Payment. Dengan dilaksanakannya integrasi dengan gateway e-

payment maka mempermudah penelusuran dan pencatatan layanan dan PNPB di 

lingkungan Badan POM khususnya layanan pihak ke-3. 

 
2. SIPT Sampling & Pengujian Versi 3 

SIPT adalah aplikasi yang digunakan sebagai media pelaporan hasil pengawasan 

dari Balai Besar / Balai dan Loka POM ke Pusat secara elektronik sejak tahun 2012. 

Sistem ini mengalami pengembangan setiap tahunnya mengikuti perkembangan 

pengawasan yang dilakukan oleh Badan POM. Perubahan Sebagian Sistem 

Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di Badan POM pada tahun Februari 2021. 

 
Gambar Formulir Entri Sampling dan Pengujian 

 
3. SIPT Penandaan 

Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) Penandaan  merupakan sarana 

pelaporan hasil pemeriksaan penandaan secara elektronik yang dimanfaatkan oleh 

seluruh UPT  BPOM serta Unit Teknis di Pusat BPOM. Sistem informasi ini 

merupakan wujud nyata pemeriksaan post market dari Badan POM dalam pemastian 

mutu, khasiat dan keamanan produk. 
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Gambar. Sosialisasi SIPT Modul Penandaan 

 
4. Pemeriksaan Insentifikasi Vaksin 

Sistem informasi ini dibangun sejak awal tahun 2021 sesuai dengan amanat dari 

Peraturan Presiden Nomor 99 tahun 2020 yang telah diubah dengan Peraturan 

Presiden Nomor 14 tahun 2021 tentang Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksinasi 

Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19. Aplikasi ini dimanfaatkan 

dalam pengawalan mutu dan keamanan produk serta integritas sepanjang rantai 

suplai vaksin COVID-19 hingga penggunaannya di masyarakat. Mekanisme 

pelaksanaan intensifikasi pengawalan vaksin COVID-19 antara lain: 

a. Intensifikasi pengawalan pengelolaan vaksin COVID-19 di Puskesmas dan RS; 

b. Pendampingan perbaikan dalam rangka pengelolaan vaksin; dan 

c. Bimbingan teknis pengelolaan vaksin COVID-19 bagi pengelola di PKM dan RS. 

Saat ini sarana yang terlibat dalam pelaksanaan intensifikasi pengawalan vaksin 

COVID-19 yaitu Puskesmas, Rumah Sakit, Klinik dan Kantor Kesehatan Pelabuhan 

(KKP). Pada aplikasi ini, tools hanya berfokus pada pengelolaan Cold Chain Product 

(CCP) vaksin COVID-19. 
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Gambar Formulir Pemeriksaan dalam Rangka Intensivikasi Covid 

 
5. SIPT Regionalisasi 

Dalam rangka meningkatkan pengawasan post-market dan meningkatkan kapasitas 

serta kapabilitas laboratorium, Badan POM mengembangkan konsep perwilayahan 

atau regionalisasi laboratorium. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi 

sumber daya dan efektivitas pengujian dalam rangka mewujudkan pengujian yang 

unggul, inovatif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis pengawasan 

obat dan makanan. 

UPT BPOM melakukan sampling dan input data serta tracking sampel ke dalam 

aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) regionalisasi laboratorium. 

Pemanfaatan SIPT regionalisasi akan mendukung tujuan peningkatan efektivitas 

pengawasan post market oleh Petugas BPOM. Implmentasi SIPT Regional akan 

dilakukan pada 7 Region. 

 
Gambar. Sosialisasi Pilot Project SIPT Sampel Regionalisasi 
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Gambar. Pembagian Region pada Regionalisasi 

 
6. E-Sertifikasi Fasilitas Bersama 

Dengan banyaknya kondisi bangunan ataupun fasilitas produksi yang digunakan 

untuk beberapa jenis sediaan maka fasilitas tersebut harus memperoleh sertifikasi 

dengan pemenuhan terhadap persyaratan penggunaan fasilitas bersama terlebih 

dahulu dari BPOM sebelum produksi Obat dan Makanan guna menjamin mutu, 

khasiat dan keamanan hasil produksi Obat dan Makanan nantinya. Oleh karena itu, 

guna memudahkan Pelaku Usaha dalam pengajuan dan pemantauan proses 

permohonan sertifikasi fasilitas bersamanya maka dibangun aplikasi e-sertifikasi 

fasilitas bersama  ini sehingga pelaporan progres dapat dipantau kapanpun dan 

dimanapun hal ini sesuai dengan prinsip pemerintahan dalam pelayanan publik yang 

transparan, efektif dan efisien. Selain itu, mempermudah BPOM dalam memonitoring 

dan evaluasi fasilitas bersama yang mengajukan permohonan. 

 
Gambar. Tampilan Jenis-jenis Layanan E-Sertifikasi 
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7. E-Sertifikasi Registrasi Obat Impor 

Aplikasi e-sertifikasi merupakan salah satu dukungan terhadap implementasi 

Instruksi Presiden No. 6 tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri 

Farmasi dan Alat Kesehatan, serta Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tentang 

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintergrasi secara Elektronik, dimana Badan POM 

berupaya melakukan peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi dalam rangka 

membangun sistem pelayanan publik yang cepat, terintegrasi, efisien dan transparan 

bagi pelaku usaha terutama sertifikasi registrasi obat impor.  

 
8. E-Sertifikasi SPMKO 

Badan POM luncurkan Aplikasi Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Pangan 

Olahan (SMKPO) pada tahun 2021. Sertifikasi SMKPO adalah sistem yang disusun 

dan dikembangkan untuk menjamin keamanan dan mutu pangan olahan melalui 

pengawasan berbasis risiko secara mandiri di sepanjang rantai peredaran pangan. 

Sertifikasi ini merupakan pembaruan paradigma pengawasan dari yang selama ini 

watchdog control, yaitu bergantung dari hasil pengawasan BPOM, menjadi proactive 

control, yaitu pelaku usaha secara mandiri melaporkan hasil audit internalnya kepada 

BPOM. Pengembangan Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO) 

tahun 2021 meliputi pengembangan terkait alur Sertifikasi Pemenuhan Komitmen dan 

Sertifikasi Pemenuhan Standar SMKPO. 

 

 
Gambar. Ujicoba SMKPO 
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Gambar. Sertifikat SMKPO yang sudah terbit 

 
9. SIAP UK Komoditi Obat, Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan 

SIAP UK merupakan akronim dari Sistem Aplikasi Pengajuan Uji Klinik dan Pra-klinik. 

Sehingga pemanfaatan sistem informasi SIAP UK ini mengakomodasi jenis 

permohonan uji klinik komoditi Obat, Obat Tradisional, Obat Kuasi, dan Suplemen 

Kesehatan dan praklinik untuk komoditi Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen 

Kesehatan sehingga dapat memudahkan pengguna layanan dalam mengajukan 

permohonan uji klinik dan pra klinik. Selain itu, mempermudah petugas BPOM dalam 

memonitoring dan evaluasi pengajuan uji klinik dan pra-klinik dan pendokumentasian 

setiap proses terkelola dengan baik. aplikasi ini dapat diakses pada url siap-

uk.pom.go.id. 

 
10. SIAP UK Modul Kosmetik dan Pangan Olahan 

Pada tahun 2021, dilakukan pengembangan aplikasi dengan menambahkan 

pengajuan Uji Klinik pada Kosmetik dan komoditi Pangan Olahan. Dalam 

implementasi dan pemnfaatan SIAP UK Modul Uji Klinik Pangan Olahan selain dalam 

pengajuan tahapan uji klinik, juga telah terintegrasi dengan aplikasi e-Standar 

Pangan (Aplikasi Standardisasi Pangan). Dengan demikian Pelaku Usaha atau 

pemohon yang telah terdaftar pada aplikasi tersebut dapat langsung registrasi 

dengan memasukkan data NPWP. Hal ini mendukung Satu Data Indonesia. 

Pada tahun 2021, dilakukan pengembangan aplikasi dengan menambah pengajuan 

Uji Klinik komoditi Pangan Olahan. Untuk modul Uji Klinik Pangan Olahan, aplikasi 

SIAP UK berintegrasi dengan aplikasi e-Standar Pangan (Aplikasi Standardisasi 

Pangan). Dengan demikian pelaku usaha atau pemohon yang telah terdaftar pada 

aplikasi tersebut dapat langsung registrasi dengan memasukkan data NPWP. 

 
Gambar. Tampilan laman registrasi SIAP-UK setelah pengembangan 
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11. Gateway COVID 

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 99 tahun 2020 yang telah diubah dengan 

Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2021 tentang Pengadaan dan Pelaksanaan 

Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19 Pasal 21 ayat (7)  

dan Keputusan Kepala Badan No HK.02.02.1.12.11.20.1126 Tahun 2020 tentang 

Petunjuk Teknis Pelaksanaan EUA maka Badan POM harus mendukung pengawalan 

mutu dan keamanan produk (Vaksin COVID-19) serta integritas sepanjang rantai 

suplai Vaksin COVID-19 hingga penggunaan masyarakat. Gateway menjadi sarana 

integrasi data dan menampung data distribusi vaksin dan KIPI (Kejadian Ikutan Paska 

Imunisasi) dari aplikasi Stakeholder Badan POM membangun Gateway Pelaporan 

Pengawasan Vaksin COVID-19. Dengan dibangunnya Gateway ini maka akan 

memudahkan hubungan antar aplikasi dengan jenis infrastruktur yang berbeda 

(Integrasi data), memudahkan manajemen data yang dikirim, dan mempermudah 

pemantauan monitoring distribusi produk Vaksin dan Obat hingga sarana pelayanan 

kesehatan oleh petugas badan POM. Saat ini gateway sudah memperoleh informasi 

distribusi dari pihak PT Bio Farma dan dari aplikasi SMILE -Kementerian Kesehatan. 

 
Gambar Dashboard monitoring Gateway 

 
12. Sistem Monitoring Obat (e-Was) 

Peredaran obat yang semakin mudah dan luas ditambah dengan adanya pandemi 

COVID-19 yang melanda Indonesia, semakin memperberat BPOM dalam mengawasi 

peredaran obat di masyarakat. Melalui pemanfaatan dan pembangunan Sistem 

Monitoring Obat / E-Was maka sistem ini berkesinambungan untuk memastikan 

produksi, distribusi, dan konsumsi obat yang aman dan mudah berhasiat demi 

mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat melalui pengembangan sistem 

pelaporan untuk obat dan bahan obat. Tahun 2021 penyempurnaan dilakukan 

terhadap modul pelaporan pada Sistem Monitoring Obat (e-Was Obat) untuk 

mengakomodir kebutuhan pelaporan dari Sarana Pelayanan Kefarmasian (saryanfar) 
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terkait obat dan vaksin, sehingga sistem informasi memberikan manfaat dalam 

menggambarkan proses distribusi dari hulu ke hilir (produksi hingga saryanfar). 

Proses registrasi tidak hanya dapat dilakukan via web e-Was dengan tautan https://e-

was.pom.go.id tetapi juga difasilitasi dengan pelaporan system to system melalui 

Gateway dengan tetap bermuara pada aplikasi e-Was. 

 
Gambar Tampilan registrasi saryanfar pada aplikasi E-Was 

 
13. E-BPOM 

E-BPOM merupakan layanan publik eksternal yang memfasilitasi ekspor impor obat 

dan makanan. Aplikasi ini sudah diimplementasikan sejak tahun 2014, aplikasi ini 

mendukung Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2020 tentang Capaian Penataan 

Ekosistem Logistik Nasional yang tujuannya untuk simplifikasi proses bisnis layanan 

pemerintah di bidang logistik yang berbasis teknologi informasi untuk menghilangkan 

repetisi dan duplikasi, dilakukan pengembangan Single Submission (SSM). Tahun 

2021 aplikasi diperkaya dengan modul manajemen resiko melalui Indonesia Single 

Risk Management (ISRM) juga dikembangkan untuk membantu petugas Badan POM 

dalam melakukan pengawasan produk Obat dan Makanan.  

  
Gambar Bimtek Barang Tentengan di Pontianak 
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14. SMART POM 

Aplikasi SMART POM adalah aplikasi yang digunakan untuk menyokong Instruksi 

Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat 

dan Makanan dengan bisnis proses menyampaikan hasil pengawasan kepada K/L/D 

terkait untuk ditindaklanjuti. Pada tahun 2020 aplikasi dikembangkan dengan 

penambahan menu Laporan DAK (Dana Alokasi Khusus) Non Fisik, yaitu alokasi 

anggaran dari Kementerian Keuangan dengan persetujuan DPR untuk digunakan 

oleh Dinas Kesehatan dari Kota/Kabupaten dalam rangka meningkatkan kegiatan 

Pengawasan Obat dan Makanan di daerah. Sedangkan tahun 2021, sistem informasi 

ini mengembangkan tools yang dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk 

membantu pelaporan kegiatan ke BPOM sehingga mempermudah monitoring dan 

evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengalokasian DAK sesuai pengelolaan 

DAK Nonfisik sebagaimana tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197 

Tahun 2020. 

 
15. Evortala Modul Penilaian UPP 

Penilaian internal kinerja UPP di lingkungan BPOM bertujuan untuk mendorong UPP 

di lingkungan BPOM melakukan peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan publik 

menuju pelayanan prima, yaitu pelayanan berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan 

terukur yang diberikan oleh penyelenggara layanan kepada penerima. Mendukung 

penilaian kinerja UPP maka dilakukan pengembangan dan penyempurnaan sistem 

informasi evortala Modul Penilaian UPP ini. Hasil penilaian internal kinerja UUP di 

lingkungan BPOM melalui aplikasi evortala ini dijadikan sebagai acuan untuk 

pemilihan lokus evaluasi unit kerja di lingkungan BPOM untuk penilaian evaluasi 

kinerja UPP oleh Kementerian PANRB tahun 2021. 

 
Gambar Tampilan Log in Evortala 

 
16. Evortala Penilaian UPT 

Penilaian internal kinerja UPT di lingkungan BPOM bertujuan untuk mendorong UPT 

di lingkungan BPOM melakukan peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan publik 

menuju pelayanan prima, yaitu pelayanan berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan 
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terukur yang diberikan oleh penyelenggara layanan kepada penerima. Mendukung 

penilaian kinerja UPT maka dilakukan pengembangan dan penyempurnaan sistem 

informasi evortala Modul Penilaian UPT ini. Hasil penilaian internal kinerja UUP di 

lingkungan BPOM melalui aplikasi evortala ini dijadikan sebagai acuan untuk 

pemilihan lokus evaluasi unit kerja di lingkungan BPOM untuk penilaian evaluasi 

kinerja UPP oleh Kementerian PANRB tahun 2021. 

 
Gambar Tampilan Evortala 

 
17. Aplikasi BPOM Mobile 

BPOM Mobile merupakan aplikasi berbasis mobile yang digunakan untuk 

memudahkan masyarakat dalam pengecekan produk Obat dan Makanan terdaftar di 

Badan POM melalui pemindaian 2D barcode ataupun dengan mengecek NIE produk 

selain itu melalui aplikasi ini mempermudah penyampaian pengaduan serta 

mempermudah memperoleh berita pengawasan Obat dan Makanan yang dapat 

diakses dimanapun dan kapanpun.  

 
Gambar Perubahan interface BPOM Mobile 

 
Aplikasi sudah diunduh oleh lebih dari 169.200 pengguna karena dilakukan 

peningkatan kecepatan pemindaian dan penampilan hasil verifikasi produk serta 

menambahkan menu Cek NIE dan link aplikasi mobile BPOM lainnya. Pemanfaatan 

BPOM Mobile, antara lain: 
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a. Melakukan aktivitas scanning sebanyak 2.447.343 kali; 

b. Menyampaikan pengaduan terkait prosuk obat dan makanan sebanyak 396 

aduan; dan 

c. Pelaporan obat substandar atau ilegal oleh tenaga kesehatan sebanyak 5 

laporan. 

Diseminasi penggunaan BPOM Mobile terus dilakukan melalui media sosial BPOM, 

dan akun Pusdatin BPOM. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pemanfaatan 

aplikasi. 

 
Gambar Diseminasi BPOM Mobile di Sosial Media 

 
Pada 29 Juli 2021, Badan POM melalui inovasi "BPOM Mobile" menorehkan prestasi 

dengan menerima penghargaan TOP 45 Inovasi Terbaik dalam Kompetensi Inovasi 

Layanan Publik (KIPP) yang dilaksanakan Kemenpan RB.  Pada 9 November 2021 

telah dilaksanakan prosesi penghargaan yang dilakukan secara daring. Penghargaan 

diterima oleh Ibu Kepala Badan POM. 

  
Gambar Penganugerahan Penghargaan TOP 45 Inovasi Terbaik dalam Kompetisi Inovasi Layanan 

Publik (KIPP) 
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18. Aplikasi Track and Trace (TTAC) 

Aplikasi ini digunakan oleh industri farmasi untuk melaporkan data produk yang 

mencantumkan 2D barcode, serta digunakan oleh BPOM untuk melihat pergerakan 

produk obat dan makanan dari produksi hingga sampai di tangan konsumen. Dengan 

aplikasi ini dapat meminimalisir adanya produk palsu dan ilegal di jalur distribusi obat 

legal dalam rangka pengawasan obat dan makanan. Pengembangan yang dilakukan 

adalah penyempurnaan pelaporan oleh Pelaku Usaha. Implementasi pengembangan 

produk ini dilakukan pada triwulan III. 

 
Gambar User interface TTAC 

 
Dalam pelaksaan kegiatan pengembangan aplikasi TTAC, dilakukan pendampingan 

kepada pelaku usaha baik melalui desk konsultasi atau koordinasi melalui media 

lainnya. Pada tahun 2021, telah dilakukan desk konsultasi sebanyak 10 kali kepada 

18 pelaku usaha. 

Desk Ke - Tanggal  Pelaku Usaha  
1 19 Februari 2021 PT. Tempo Scan Pasific 
2 19 April 2021 PT. Servier 
3 6 Mei 2021 PT. Anugrah Argon Medica 

PT. Abbot Indonesia 
PT. Novartis 

4 22 Juli 2021 PT. Menarini Group 
5 27 Agustus 2021 PT. Anugerah Pharmindo Lestari 
6 30 Agustus 2021 PT. Sanofi Indonesia 
7 23 September 2021 PT. Transfarma Medica Indah 
8 24 September 2021 PT. Astrazeneca Indonesia 
9 15 Oktober 2021 PT. Pfizer Indonesia 

10 10 Desember 2021 PT. Pharos Indonesia 
PT. Meiji Indonesia 
PT. Takeda Indonesia 
PT. Biotis Pharmaceutical Indonesia 
PT. Boehringer Ingelheim 
PT. Mega Lifesciences 
PT. United Dico Citas 
PT. Anugerah Pharmindo Lestari 

 
Melalui aplikasi TTAC, sudah terdapat 35 item produk yang diaktivasi 2D barcode 

otentifikasinya. 
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19. Sistem Aplikasi Bioekivalensi (BE) 

Produk obat yang mengandung zat aktif baru membutuhkan penilaian mengenai 

efikasi, keamanan dan mutu secara lengkap. Zat aktif baru yang dipatenkan oleh 

pabrik penemuan disebut juga obat inovator. Sedangkan untuk produk obat yang 

�P�H�U�X�S�D�N�D�Q�� �S�U�R�G�X�N���³�F�R�S�\�´�� �K�D�Q�\�D�� �G�L�E�X�W�X�K�N�D�Q�� �V�W�D�Q�G�D�U�� �P�X�W�X�� �\�D�Q�J�� �D�Q�W�D�U�D�� �O�D�L�Q�� �E�H�U�X�S�D��

bioekivalensi dengan produk obat inovator sebagai produk pembanding (reference 

product yang merupakan baku mutu. Oleh karena itu, pemanfaatan system aplikasi 

BE ini mempermudah monitoring dan evaluasi standar mutu BE obat copy pada 

setiap tahapannya baik oleh Pelaku Usaha maupun petugas BPOM. 

 
Gambar Tampilan Sistem Aplikasi Bioekivalensi 

 
20. E-Presensi 

Dengan pandemi yang masih belum sepenuhnya meninggal Indonesia maka masih 

diimplmentasikan kebijakan Work from Home untuk menanggulangi Covid-19. Guna 

menjaga integritas dan akuntabilitas pegawai di masa pandemi maka pengembangan 

e-presensi guna mencatat kehadiran ASN baik Work from Home, Work from Office, 

Dinas dilakukan dengan pengecekan lokasi user. Selain itu, aplikasi presensi 

pegawai ini diintegrasikan dengan aplikasi SIASN untuk dapat menghitung tunjangan 

kinerja pegawai sesuai dengan hasil record tarikan absen/presensi pegawai pada 

aplikasi tersebut supaya aplikasi presensi pegawai ini dapat meningkat dan 

beroperasi. 

 
Gambar Tampilan Cek Lokasi saat Dinas 



 

62 
 

21. PPID 

Sebagaimana Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 

dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 disampaikan bahwa Keterbukaan 

Informasi Publik oleh suatu Badan Publik sehingga Pemohon Informasi Publik dapat 

memperoleh informasi publik dengan mudah, cepat, tepat dan sederhana melalui 

pembangunan aplikasi PPID. Pada tahun 2020, Subsite PPID dan PPID BPOM 

Mobile sebagai penunjang pelayanan informasi publik memiliki kendala pada sistem, 

sehingga layanan ini telah dinonaktifkan untuk sementara. Hal ini tentunya dapat 

menghambat Pemohon Informasi Publik untuk memperoleh informasi publik Badan 

POM secara online. Oleh karena itu tahun 2021 dilakukan perbaikan dan 

pengembangan sehingga layanan PPID dan PPID BPOM Mobile dapat beroperasi 

kembali dalam diseminasi informasi Obat dan Makanan.  

 

  
Tampilan Website PPID Tampilan PPID Mobile 

 
22. Contact Center Halo BPOM 1500533 

Dengan adanya Contact Center Halo BPOM 1500533 maka masyarakat dapat 

melaporkan maupun meminta informasi terkait Obat dan Makanan. Aplikasi Contact 

Center dengan beberapa menu layanan publik yang terintegrasi, diantaranya menu 

layanan media social twitter @HaloBPOM1500533, telefon, SMS, Email dan Aplikasi 

Halo BPOM versi Mobile memudahkan masyarakat dalam melaporkan pengaduan 

dan mendapatkan informasi terkait obat dan makanan. Pada tahun 2021 dilakukan 

pengembangan aplikasi contact center yaitu pengembangan modul media sosial dan 

pengembangan modul whatsapp. Pengembangan ini bertujuan agar media sosial dan 

whatsapp berada di dalam aplikasi contact center memberikan manfaat dalam 

mempermudah agent dalam merespon pertanyaan dari masyarakat dan masyarakat 

dapat memperoleh respons lebih cepat (fast response). 
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Gambar Tampilan Baru Aplikasi Contact Center 

 
23. Pengawasan Daring (Crawling) 

Menindaklanjuti amanat pengawasan pada peraturan Badan POM Nomor 8 Tahun 

2020 tentang Pengawasan Obat yang Diedarkan Secara Daring maka dilakukan 

pengawasan terhadap produk yang ada di toko daring bertujuan untuk memastikan 

produk obat dan makanan yang beredar di toko daring sesuai dengan regulasi yang 

berlaku. Pengawasan dilakukan dengan mengumpulkan data-data produk dari toko 

daring yang ada, kemudian produk yang tidak memenuhi regulasi akan ditindaklanjut. 

Pengawasan penjualan daring ini menggunakan aplikasi pengawasan daring. 

Berdasarkan hasil dari aplikasi maka telah dilakukan tindak lanjut berupa takedown 

link penjualan sebanyak 286.844 link 

 

  
Gambar Tampilan Pengawasan Daring (Crawling) 

 
24. SIREKA 

SIREKA merupakan sebuah Aplikasi Sistem Registrasi Iklan Produk Obat Tradisional 

dan Suplemen Kesehatan dalam rangka pendaftaran/registrasi iklan produk Obat 

Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Obat Kuasi. Aplikasi berbasis elektronik ini 

memberikan kemudahan bagi pelaku usaha saat proses pengajuan iklan yaitu saat 

memasukkan rancangan iklan, pengeluaran Surat Perintah Bayar dan informasi 

keputusan hasil penilaian melalui penerapan Tanda Tangan Elektronik, sehingga 
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proses pendaftaran iklan produk Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Obat 

Kuasi menjadi mudah, cepat, efisien dan juga transparan. 

 
Gambar Tampilan SIREKA 

 
25. INRASFF 

Aplikasi Indonesia Rapid Alert System for Food and Feed (INRASFF), merupakan 

sistem yang dibangun sebagai komunikasi antar Tim INRASFF Kementrian/Lembaga 

dengan Tim INRASFF BPOM untuk memberikan peringatan dini dan percepatan 

tindak lanjut terhadap kejadian dalam keamanan pangan. Tahun 2020, aplikasi ini 

mengalami kendala sehingga tidak dapat beroperasi oleh karena itu dilakukan 

perbaikan pada tahun 2021 sehingga apalikasi dapat dimanfaat dalam memberi alert 

dalam pencegahan keamanan pangan olahan secara dini. Menu yang diperbaiki 

diantaranya modul dashboard, modul berita, modul penyampaian informasi awal/data 

dan modul proses downstream dan upstream tim INRASFF sebagai modul utama 

komunikasi antar tim INRASFF. 

 
Gambar Tampilan user interface Aplikasi INRASFF 

 
26. Aplikasi e-Standar Pangan 

Aplikasi e-Standar Pangan adalah aplikasi online berbasis web yang disusun sebagai 

bentuk sistem elektronik dari pengajuan berkas permohonan izin penggunaan, proses 

verifikasi berkas permohonan, dan proses pengkajian BTP (perluasan kategori 

pangan), Bahan Baku, & Kategori Pangan. Pengembangan aplikasi e-Standar 

Pangan BPOM, Beberapa modul yang sudah dikembangkan di tahun 2021 

diantaranya permohonan bahan tambahan pangan baru, permohonan pangan produk 
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rekayasa genetik (stacked dan single), permohonan inovasi, permohonan kemasan, 

dan menu bahan penolong dan PRG. 

 
Gambar Pembahasan Awal Pengembangan e-Standar Pangan 

 

 
Gambar Tampilan Depan Aplikasi e-Standar Pangan Pengembangan Tahun 2021 

 

 
Gambar Tampilan Dashboard Aplikasi e-Standar Pangan Pengembangan Tahun 2021 
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B. �.�(�*�,�$�7�$�1�� �<�$�1�*�� �0�(�1�'�8�.�8�1�*�� �6�$�6�$�5�$�1�� �.�(�*�,�$�7�$�1�� �³�0�(�1�,�1�*�.�$�7�1�<�$��
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IKU 1 INDEKS KEPUASAN LAYANAN TIK  
Kepuasan Layanan TIK adalah kepuasan layanan data, sistem informasi, infrastruktur, 

perencanaan dan keamanan TIK di BPOM yang diperoleh dari hasil pengukuran secara 

kuantitatif dan kualitatif atas pendapat pengguna Layanan TIK di BPOM dalam 

memperoleh pelayanan dari Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan. Pendapat 

pengguna layanan TIK diperoleh dengan hasil survey yang dilaksanakan pada bulan 

Januari 2021 dan Desember 2021.  

1. Dukungan TIK Selama WFH 

Di era globalisasi seperti saat ini, tidak heran apabila kemajuan teknologi informasi 

dan komunikasi dapat menjanjikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, 

keterjangkauan, dan transparansi, tidak terkecuali pada pemerintahan. Terlebih, 

dalam era otonomi ini perlu mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). 

WFH tidak akan menjadi kendala dalam produktivitas, terutama pada penyelenggara 

dan/atau pelaksana pelayanan publik. Hal tersebut karena dukungan kecanggihan 

teknologi dan dapat dilihat dengan banyaknya media yang memiliki fitur pertemuan 

berbasis elektronik (teleconference) dan sebagainya. penggunaan teknologi informasi 

oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi lingkungan 

pemerintah, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. 

Sehingga tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas serta efisiensi, 

transparansi, kenyamanan, dan aksesibilitas dalam pelayanan publik. 

Untuk mendukung pegawai Badan POM dalam melaksanakan kegiatan bekerja dari 

rumah lebih maksimal, Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan melakukan 

beberapa kegiatan untuk mendorong keefektifan, keamanan dan kerahasiaan data 

yang terdiri dari: 

a. Layanan Video Conference 

Kehadiran teknologi informasi dalam suatu organisasi merupakan alat bantu 

untuk mendukung proses kerja. Sistem informasi berbasis teknologi informasi 

merupakan sarana yang strategis dari suatu organisasi yang memiliki lingkup 

dan beban kerja yang besar serta membutuhkan kecepatan, ketepatan dan 

keakuratan data maupun informasi. 

Badan POM memiliki sistem jaringan yang cukup kompleks namun terintegrasi. 

Jaringan internet dan aplikasi menjadi sangat penting karena menjadi salah satu 

faktor utama penunjang kelancaran proses kerja.  

Teknologi video yang dapat bertukar data berupa suara dan gambar disebut video 

conference. Teknologi ini memungkinkan user dapat berkomunikasi langsung 
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secara virtual tanpa batas dan jarak. Saat ini teknologi video conference masih 

terus berkembang misalnya teknologi internet yang menyediakan fitur video 

conference, dengan perangkat yang mendukung teknologi internet yaitu computer 

yang dilengkapi oleh kamera perekam (webcam) atau alat pendukung lainnya 

untuk video conference. 

Komunikasi merupakan sebuah proses penyampaian pesan dari sumber pesan 

kepada penerima pesan, sehingga penerima pesan memiliki pemahaman akan 

makna pesan serupa dengan makna yang dimiliki sumber. Komunikasi 

mencakup penyampaian dengan cara verbal maupun nonverbal, seperti gerak 

tubuh, ekspresi wajah, dan lain sebagainya. Komunikasi online adalah proses 

penyampaian pesan yang dilakukan secara online, yang berarti terjadi dalam 

jaringan internet, dan biasanya dilakukan pada fasilitas serta media elektronik. 

Salah satu bentuk komunikasi online adalah video conference. 

Video Conference merupakan komunikasi baik audio maupun video secara real 

time berbasis IP atau Internet. Manfaat video conference diantara komunikasi 

lebih efektif dan cepat, efisien dari segi waktu, jarak, tenaga, dan juga biaya. 

Terlebih dengan kondisi BPOM yang memiliki Kantor Pusat dan Balai Besar/Balai 

POM di 34 propinsi seluruh Indonesia dan tambahan 39 Loka (Perubahan status 

Kantor Loka POM di Tarakan menjadi Balai POM di Tarakan) Kehadiran video 

conference membantu mempercepat dan mengefisienkan waktu dan biaya untuk 

penyampaian informasi dari BPOM Pusat ke seluruh Balai di Indonesia dan Loka. 

Adapun maksud tujuan dari penggunaan Video Confrence di Badan POM 

1) Menyediakan komunikasi jarak jauh untuk Pegawai BPOM untuk melakukan 

meeting   antara kantor Pusat, Balai, Loka dan Kementerian Lembaga terkait; 

2) Efektif saat melakukan meeting online; 

3) Meeting online dapat dilakukan dimana saja selama tercover akses internet; 

4) Proses komunikasi menjadi efisien dalam hal waktu, biaya, dan jarak 

Target dan sasaran yang ingin dicapai dari penggunaan video confrence ini 

adalah sebagai histori participant sebagai pengganti absen jika melakukan 

meeting online, dan melakukan pararel beberapa room bersamaan atau diskusi 

kelompok. 

Tersedianya komunikasi video conference yang mampu menjamin proses 

komunikasi menjadi efisien dan perangkat kolaborasi lainnya dapat digunakan 

secara simultan untuk melakukan interaksi dengan seluruh Balai, Loka dan 

kementerian terkait tanpa batasan waktu dan lebih efisien yang mampu 

menunjang kinerja pengawasan Badan POM dan Balai Besar/ Balai POM/ Loka 

POM agar dapat mendukung pengawasan obat dan makanan dan terjaminnya 

pelayanan kepada stakeholder.  
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No Beberapa Foto /gambar Pelaksanaan Video Confrence  Keterangan  

1 

 
 

Video 
Confrence 
Konfrensi Pers 
Vaksin Covid 19 
Dosis 
Booster/lanjutan  

2 

 
 

Video 
conference 
Pembahasan 
Vaksin Covid 19 
Produksi dalam 
Negeri   

3 

 
 

Video 
conference pra 
Muktamar XXXI 
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Gambar Pelaksanaan Kegiatan Video Conference 
 
 
 
 

No Beberapa Foto /gambar Pelaksanaan Video Confrence  Keterangan  

4 

 
 

Video 
Confrence 
Wawancara 
dengan Televisi 
SCTV    

5 

 
 

Video 
Confrence 
Deputi 1 

6. 

 
 

Video 
Confrence KIE 
Perizinan 
Kosmetik  

7. 

 

Video 
Confrence 
Ratas PPKM   
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b. Aplikasi Cloud Berbayar Pemakaian (Zoom Meeting) 

Diberlakukannya pembatasan untuk kerja di kantor (work from office) selama 

pandemic covid-19 membuat minat meeting online sangat tinggi karena dituntut 

professional dalam bekerja, dalam keadaan apapun harus tetap melaksanakan 

tugasnya. Komunikasi merupakan sebuah proses penyampaian pesan dari 

sumber pesan kepada penerima pesan, sehingga penerima pesan memiliki 

pemahaman akan makna pesan serupa dengan makna yang dimiliki sumber. 

Komunikasi mencakup penyampaian dengan cara verbal maupun nonverbal, 

seperti gerak tubuh, ekspresi wajah, dan lain sebagainya. Komunikasi online 

adalah proses penyampaian pesan yang dilakukan secara online, yang berarti 

terjadi dalam jaringan internet, dan biasanya dilakukan pada fasilitas serta media 

elektronik. Salah satu bentuk komunikasi online adalah video conference. 

Untuk mengatasi masalah tersebut sudah banyak aplikasi yang dapat   

menunjang dan mempermudah komunikasi jarak jauh kini telah hadir aplikasi 

yang dapat melakukan kegiatan meeting atau diskusi secara bersama seperti 

bertatap muka langsung tanpa bertatap muka secara fisik dengan aplikasi Zoom 

Cloud Meeting. 

Zoom Cloud Meeting adalah sebuah aplikasi yang dapat menunjang kebutuhan 

komunikasi dimanapun dan kapanpun dengan bayak orang tanpa harus bertemu 

fisik secara langsung. Aplikasi ini untuk video conference, dengan mudah dapat 

di install pada perangkat PC (Personal Computer) dengan webcam, Laptop 

dengan webcam, dan Smartphone 

Terlebih dengan kondisi BPOM yang memiliki Kantor Pusat, 34 Balai Besar/Balai 

POM di seluruh provinsi Indonesia serta 39 Loka POM di Kota/Kabupaten. 

Kehadiran video conference membantu mempercepat dan mengefisienkan 

waktu dan biaya untuk penyampaian informasi dari BPOM Pusat ke seluruh Balai 

di Indonesia dan Loka. 

Adapun tujuan penggunaan cloud meeting berbayar di Badan POM sebagai 

berikut: 

1) Agar online dapat dilakukan dimanapun; 

2) Dapat dilakukannya meeting bersamaan namun berbeda room; 

3) Dapat melakukan pertukaran data (file); dan 

4) Penjadwalan meeting online 

Dengan menggunakan cloud meeting, user dapat melakukan meeting secara 

online tanpa batasan waktu selama terkoneksi akses internet, diharapkan setelah 

menggunakan aplikasi cloud meeting user dapat cepat berdiskusi atau meeting 

tanpa bertemu fisik. 
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Tersedianya komunikasi video conference yang mampu menjamin proses 

komunikasi menjadi efisien dan efektif untuk melakukan interaksi dengan seluruh 

Balai, Loka dan kementerian terkait tanpa batasan waktu dan lebih efisien yang 

mampu menunjang kinerja pengawasan Badan POM dan Balai Besar/ Balai POM 

agar dapat mendukung pengawasan obat dan makanan dan terjaminnya 

pelayanan kepada stakeholder. 

 
Grafik Permintaan Fasilitasi Zoom Meeting 

 

 
Grafik Pengguna Akun Zoom 

 
c. Sistem Penyimpanan File Berbasis Cloud 

Komputasi awan atau cloud computing merupakan salah satu contoh 

perkembangan teknologi informasi. Komputasi awan adalah transformasi 

teknologi informasi dan komunikasi dari komputer berbasis klien atau server. 

Cloud computing memungkinkan pengguna untuk menggunakan layanan 

software, media penyimpanan (storage), platform infrastruktur dan aplikasi 

layanan teknologi melalui jaringan internet. Teknologi komputasi awan 
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menguntungkan pengguna karena tidak perlu lagi mengeluarkan investasi besar-

besaran untuk software dan aplikasi data serta perawatan hardware. 

Private Cloud storage memungkinkan akses data oleh pengguna dari semua 

tempat,setiap waktu, sehingga pekerjaan dapat dilakukan dimana saja. Owncloud 

merupakan open-source yang dirancang untuk layanan cloud storage, dengan 

owncloud pengguna dapat mengakses data melalui antar muka web atau aplikasi 

client. 

Selama berlangsungnya Work From Home pegawai memerlukan suatu wadah 

untuk melakukan pertukaran data dan menyimpan data-data penting Badan POM, 

untuk itu diperlukan adanya cloud storage khusus untuk Badan POM. 

Badan POM telah memiliki cloud storage khusus Badan POM yang dapat diakses 

melalui website cloud.pom.go.id. Aplikasi Cloud Badan POM dapat dimanfaatkan 

oleh seluruh Unit Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di seluruh Indonesia. 

Kelebihan pemakaian Cloud Badan POM 

1) Tidak memerlukan akun email tertentu untuk bisa mengakses file dalam 

aplikasi Cloud Badan POM; 

2) Kapasitas besar; 

3) Pengaturan sharing file untuk publik lebih beragam dengan 4 (empat) pilihan 

keamanan akses; 

4) Durasi hari penanyangan File yang diupload di Cloud Badan POM dapat 

diatur; dan 

5) Ukuran File yang di Upload tidak terbatas. 

Total kapasitas server aplikasi Cloud Badan POM sebesar 15 TeraByte dengan 

akun masing-masing unit yang disediakan yaitu 50 GigaByte. 

 
Gambar Halaman Login Cloud POM 

 
Dengan menggunakan cloud storage resiko kerusakan atau kehilangan data 

sangat kecil sebab data disimpan oleh hosting ke dalam server. Diiharapkan 



 

73 
 

setiap penggunaan layanan cloud storage dapat meningkatkan produktifitas dan 

kinerja setiap unit kerja. 

 
Gambar Pengguna Cloud POM 

 
Pemanfaatan Cloud Badan POM sebesar 1.904 Gigabyte (12,693%) dari 

kapasitas maksimal 15 TeraByte. 

 
Grafik Layanan Cloud tahun 2021 

 
Pada tahun 2021 terdapat 8 (delapan) layanan Cloud yang dilakukan oleh Pusat 

Data dan Informasi Obat dan Makanan, layanan ini berupa penambahan 

kapasitas Cloud dan reset password. 

 
d. Fasilitas Akses Remote ke Jaringan/Server BPOM melalui Virtual Private Network 

(VPN) 

Keamanan jaringan adalah proses untuk mengidentifikasi dan mencegah 

pengguna yang tidak sah dari suatu jaringan komputer. Tujuannya tentu saja 

untuk mengantisipasi resiko ancaman berupa perusakan bagian fisik komputer 

maupun pencurian data seseorang. Di Badan POM sistem keamanan jaringan 

sudah berjalan untuk menjamin keamanan data dan informasi seperti adanya 

perangkat firewall pada jaringan Badan POM menggunakan Palo Alto. Platform 
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pengamanan jaringan yang menjadi standar di bidangnya, menyediakan proteksi 

terus-menerus meliputi jaringan, cloud, hingga pengguna perangkat bergerak.  

Sistem keamanan jaringan tersebut juga membatasi penggunaan akses server 

Badan POM diluar jaringan Badan POM, namun pada masa work from home 

keterbatasan tersebut merupakan hambatan dalam melakukan akses ke jaringan 

atau server di Badan POM. Mengatasi masalah tersebut Pusat Data dan Informasi 

Obat dan Makanan melakukan pembukaan akses remote ke jaringan Badan POM 

melalui jaringan Virtual Private Network (VPN). Badan POM menggunakan 

aplikasi Global Protect untuk menjalankan koneksi VPN tersebut. GlobalProtect 

adalah perangkat lunak yang berada di komputer pengguna. user tersebut 

berkomunikasi dengan Portal GlobalProtect untuk mendapatkan kebijakan yang 

sesuai bagi pengguna membuat dan memelihara koneksi aman ke Palo Alto 

Networks. 

Pusdatin dapat memberikan izin untuk pegawai melakukan akses remote 

tersebut, dibutuhkan pengajuan permintaan pembukaan akses dengan bersurat 

secara resmi ke Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan dengan 

melengkapi formular yang telah disediakan diantaranya surat pernyataan dan 

surat Non Disclosure Agreement (NDA) yang dibuat untuk menjaga informasi 

penting dan rahasia milik Badan POM tidak dibuka atau disebarkan pada yang 

bukan seharusnya. Pada surat permintaan juga harus dijelaskan alasan 

memerlukan akses tersebut termasuk IP tujuan beserta dengan port yang 

digunakan dari server yang akan diremote dari luar jaringan Badan POM.  

Setelah melakukan pengajuan maka pegawai akan mendapatkan username dan 

password yang dapat digunakan untuk login pada website vpn.pom.go.id dan 

dapat melakukan instalasi aplikasi Global Protect. Global Protect merupakan 

program yang digunakan untuk mengkoneksikan VPN di Badan POM. 

 

 

 

Gambar Halaman Login VPN Portal 
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Contoh pengisian Form Virtual Private Network (VPN) 

 
No. Nama Aplikasi Instansi/Perusahaan Tanggal 
1 Hendra Setiawan Subsite 

ditwasprrs 
Global Mitra 

Perkasa 
5 Maret 2021 

2 Masdar Helmi E-Covid P3OMN 31 Maret 2021 
3 Muhammad Fajar Bilfaqih DataLake PT. DUA EMPAT 

TUJUH 
17 Mei 2021 

4 Teddy Wijaya DataLake PT. DUA EMPAT 
TUJUH 

17 Mei 2021 

5 Teguh Arfian DataLake PT. DUA EMPAT 
TUJUH 

17 Mei 2021 

6 Ricky Kurnia Lestari SI BPOM - Pusdatin 09 Juli 2021 
7 Tien Fabrianti Kusuma Sari ppid Telkom University 19 Juli 2021 
8 Bowi Subsite Direktur 

Pengawasan 
Produksi Obat, 

24 Agustus 
2021 
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Narkotika, 
Psikotropika dan 

perkusor 
9 Gestyana Ari Restanti Subsite 

surabaya 
Bpom-Surabaya 05 Oktober 

2021 
10 Siti Ulfatur Rohmah Subsite 

surabaya 
Bpom-Surabaya 05 Oktober 

2021 
11 Ruby Cahyono Subsite 

surabaya 
Bpom-Surabaya 05 Oktober 

2021 
Tabel Pemohon Virtual Private Network (VPN) 

 
2. Layanan Koneksi Internet untuk Mendukung Layanan Publik BPOM 

Dengan diterbitkannya Perpres 95 Tahun 2018 tentang SPBE merupakan sebuah 

transformasi era e-Government menuju i-Government (integrated Government). 

Sistem akan saling terintegrasi satu dengan lainnya untuk menghasilkan data dan 

infromasi dengan cepat dan up to date. Untuk mendukung proses tersebut dibutuhkan 

jaringan komunikasi data baik internet dan intranet.  

Selain hal itu, teknologi internet merupakan infrastruktur utama dalam pelayanan 

publik. Jaringan ini dibutuhkan untuk mengakses layanan publik maupun layanan 

internal bagi Badan POM dan juga memfasilitasi komunikasi berupa akses dan 

pertukaran data antar unit kerja Badan POM maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT) 

Badan POM di seluruh Indonesia serta antar K/L maupun stakeholder untuk 

mendukung Satu Data Indonesia. Pemanfaatan internet dapat membantu pegawai 

Badan POM dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal, efektifitas, dan 

efisiensi. 

Saat ini, layanan koneksi jaringan BPOM terdiri dari langganan koneksi internet 

utama, langganan internet redundant, langganan koneksi internet (DRC), Layanan 

Koneksi Internet (Tanda Tangan Elektronik), Layanan Koneksi VPN-IP (DRC Batam), 

Langganan koneksi internet untuk gedung Siber dan PMPU, Layanan Koneksi 

Internet IS Plaza, Penarikan jaringan internet relokasi Data Center, dan Layanan 

Koneksi Mobile/Remote. 

a. Langganan Koneksi Internet Utama 

Saat ini, Badan POM menggunakan lebih dari satu gateway internet (ISP) duntuk 

layanan koneksi jaringannya. Hal tersebut untuk menghindari fail over dimana 

salah satu link bisa dijadikan sebagai gateway utama dan yang lain menjadi link 

backup Link. Besaran bandwitdh koneksi untuk main link Badan POM sebagai 

berikut: 

No Lingkup  Besaran (Mbps)  

1 Langganan ISP (local) 500 

2 Langganan ISP (Internasional) 300 

Tabel Besaran Bandwitdh Koneksi Internet 
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b. Langganan Koneksi Internet Redundant 

Tingginya kebutuhan akses layanan publik Badan POM memungkinkan 

terjadinya gangguan konektifitas internet tidak berjalan dengan lancar hingga 

dapat terhenti. Adanya kendala jaringan internet seperti lambatnya informasi dan 

data yang dikirimkan hingga terputusnya (time out)  konektivitas akibat 

penggunaan bandwitdh yang terlalu besar, dapat berakibat terjadinya downtime 

pada akses internet dan menurunnya performa kecepatan internet pada kinerja 

sebuah instansi.  

Dalam menjaga keberlangsungan koneksi Internet di Badan POM, maka dibuat 

jalur jaringan alternatif yang digunakan untuk meningkatkan ketersediaan 

jaringan sehingga jika dalam suatu jaringan terdapat link yang terputus, maka 

jalur lainnya masih bisa terhubung tanpa mempengaruhi konektivitas perangkat 

pada jaringan tersebut. Besaran bandwitdh koneksi untuk redundancy link Badan 

POM sebagai berikut:  

No Lingkup  Besaran (Mbps)  

1 Langganan ISP (local) 500 

2 Langganan ISP (Internasional) 300 

Tabel Besaran Bandwitdh Koneksi Internet 
 

IP TRANSIT 500 MBPS Lokal 
 

BULAN 
PEMAKAIAN 
MAKSIMAL 

( Mbps ) 

PEMAKAIAN RATA 
�± 

RATA ( Mbps ) 

PEMAKAIAN MINIMUN 
( Mbps ) 

INBOUND OUTBOUND INBOUND OUTBOUND INBOUND OUTBOUND 

JANUARI 278.88 296.15 53.52 37.27 13.41 0.759 

FEBRUARI 285.16 303.03 57.99 41.30 11.22 0.617 

MARET 292.13 229.74 57.72 66.29 11.13 4.40 

APRIL 283.37 299.04 57.51 46.55 13.26 0.610 

MEI 280.23 297.61 49.92 38.95 14.59 2.13 

JUNI 277.06 266.68 55.98 42.82 13.22 1.19 

JULI 229.56 71.54 55.64 12.51 13.44 3.02 

AGUSTUS 271.70 303.21 66.60 84.99 17.76 11.38 

SEPTEMBER 296.60 456.30 49.38 73.44 11.14 4.68 

OKTOBER 324.58 485.67 19.66 83.64 3.80 1.98 

NOVEMBER 110.24 497.53 34.92 84.80 44.33 2.12 

DESEMBER   270.95   470.05   41.12   82.07   24.10   9.00 

Tabel Monitoring Langganan ISP (local) 500 Mbps Jakarta 
 

IP TRANSIT 300 MBPS Internasional 
 

BULAN 
PEMAKAIAN 
MAKSIMAL 

( Mbps ) 

PEMAKAIAN RATA 
�± 

RATA (Mbps ) 

PEMAKAIAN MINIMUN 
( Mbps ) 

INBOUND OUTBOUND INBOUND OUTBOUND INBOUND OUTBOUND 

JANUARI 221.66 74.38 4.52 1.37 0.16 0.34 

FEBRUARI 197.63 120.02 7.23 3.18 0.37 0.38 
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MARET 132.23 135.82 4.44 2.32 0.23 0.88 

APRIL 185.04 161.19 5.71 1.30 0.44 0.76 

MEI 429.26 44.11 5.23 1.11 0.27 0.88 

JUNI 118.81 50.51 5.77 1.93 0.39 0.145 

JULI 152.47 16.36 9.09 3.33 0.874 0.456 

AGUSTUS 168.65 92.84 14.90 3.19 7.11 0.946 

SETEMBER 170.17 83.78 22.92 5.09 2.95 0.539 

OKTOBER 326.48 127.88 16.96 2.07 0.571 0295 

NOPEMBER 430.04 4.82 4.93 0.840 0.910 0.176 

DESEMBER   412.17   102.84   21.71   3.60   0.359   0.141 

Tabel Monitoring Langganan ISP (internasional) 300 Mbps Jakarta 
 

3. Langganan Koneksi Internet (DRC) 

Badan POM memanfaatkan fasilitas Disaster Recovery System berupa Layanan 

Backup/Restore yang berada di Batam. Data dari Badan POM secara kontinu 

dibackup menggunakan koneksi langsung. Hal tersebut sebagai bentuk antisipasi 

dalam menghadapi risiko yang berpotensi menggangu jalannya aktifitas proses bisnis 

Badan POM.  Untuk menghindari terganggunya performa jaringan internet dari Badan 

POM ke BP Batam, maka Badan POM memfasilitasi link tersendiri untuk jalur DRC. 

Besaran bandwitdh koneksi untuk DRC sebagai berikut: 

No Lingkup  Besaran (Mbps)  

1 Langganan ISP (local) 100 

2 Langganan ISP (Internasional) 10 

Tabel Besaran Bandwitdh Koneksi Internet 
 

4. Layanan Koneksi Internet (Tanda Tangan Elektronik) 

Dalam rangka mengoptimasikan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi 

dalam sistem manajemen dan proses kerja pemerintahan, Badan POM mendukung 

proses digitalisasi dan mengembangkan transaksi online yang aman dengan 

mengimplementasikan tanda tangan elektronik. Dengan menggunakan tanda tangan 

elektronik maka kementerian / lembaga telah melaksanakan dua dari enam tujuan 

strategis e-government, yakni menata sistem manajemen dan proses kerja secara 

holistik dan memanfaatkan teknologi secara optimal.  

Penerapan tanda tangan digital sudah dilindungi Undang-Undang Informasi dan 

Transaksi Elektronik (UU ITE) dimana tanda tangan elektronik disamakan dengan 

tanda tangan manual sehingga memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah 

serta memilki sistem yang lebih aman daripada tanda tangan manual. Badan POM 

sudah menggunakan Tanda Tangan Elektronik (TTE) hampir di seluruh layanan 

publik Badan POM. Oleh karenanya, Badan POM memfasilitasi layanan koneksi 

Internet untuk Tanda Tangan Elektronik dengan bandwitdh 10 Mbps secara private 
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agar stabilitas koneksi tetap terjaga sehingga kualitas layanan berjalan dengan 

lancar. 

 
5. Langganan Koneksi Internet untuk Gedung Siber dan PMPU 

Sehubungan dengan restrukturisasi organiasi Badan POM pada bulan Februari 2021, 

terdapat penambahan beberapa Unit Pusat baru yang saat ini masih menempati 

gedung di luar kompleks Badan POM. Dalam mendukung kelancaran pekerjaan, 

kebutuhan ketersediaan jaringan dan bandwith menjadi kebutuhan utama bagi unit 

baru tersebut. Oleh karenanya, Badan POM memfasilitasi layanan koneksi Internet 

untuk gedung Siber dan PMPU dengan besaran bandwith sebesar 10 Mbps. 

 
6. Layanan Koneksi VPN-IP (DRC Batam) 

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan POM harus dapat melakukan 

prosespengolahan sistem informasi dengan cepat dan akurat. Keamanan saat 

melakukan pengiriman, penerimaan dan pertukaran data sangatlah penting terutama 

jika bersifat rahasia. Untuk itu,diperlukan jaringan yang bersifat secure dan private. 

Badan POM memfasilitasi jaringan VPN IP antara unit kerja di kantor pusat dengan 

seluruh Balai Besar/Balai POM. Layanan ini digunakan untuk melakukan video 

conference rangka peningkatan kinerja Badan POM pusat dengan Balai Besar/Balai 

POM 

No. Circuit Bandwidth Achievement 
Availability (%) 

1 DETH_MTX08468934_BTM_8591 20 Mbps 100.00% 
 

7. Layanan Koneksi Mobile/Remote 

Paket data internet mobile yang saat ini banyak digunakan oleh masyarakat, 

diperlukan pula oleh Badan POM dalam menunjang kinerjanya sehari-hari terutama 

dalam hal pengawasan obat dan makanan dan juga membantu dalam berkomunikasi 

kepada stakeholder melalui video call dan aplikasi pesan singkat. Dalam rangka 

mendukung kegiatan tersebut, maka diperlukan infrastruktur jaringan internet yang 

dapat digunakan secara mobile dengan konektivitas yang cepat dan baik untuk 

proses pertukaran data dan informasi. 
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C. KEGIATAN YANG �0�(�1�'�8�.�8�1�*�� �6�$�6�$�5�$�1�� �.�(�*�,�$�7�$�1�� �³�7�(�5�/�$�.�6�$�1�$�1�<�$�� �7�$�7�$��
�.�(�/�2�/�$���6�,�6�7�(�0���7�,�.���%�3�2�0���<�$�1�*���2�3�7�,�0�$�/�´ 

 

IKU 1 PERSENTASE KELUHAN LAYANAN TIK YANG DITINDAKLANJUTI TEPAT 
WAKTU 
1. Keluhan SIPT 

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan mndat yang diberikan kepada Badan 

POM sebagai perwujudan Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2017 tentang Badan 

Pengawas Obat dan Makanan. Salah satu fungsi yang dilakukan adalah pengawasan 

post-market. Dalam pelaksanaan fungsi tersebut, dibuat sistem informasi yang 

memudahkan pelaporan terhadap pengawasan yang dilakukan oleh Balai 

Besar/Balai POM serta Loka POM yang tersebar di seluruh Indonesia. Sistem 

informasi tersebut adalah Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT). 

Dalam pelaksanaan kegiatan, tidak dipungkiri terdapat kendala yang ditemui 

pengguna sistem informasi. Pada indikator Persentase Keluhan Layanan TIK yang 

ditindaklanjuti tepat waktu, dilakukan helpdesk terkait SIPT. UPT dapat 

menyampaikan kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pelaporan melalui ticket 

yang ada pada aplikasi SIPT. Selama tahun 2021, terdapat 1115 keluhan yang masuk 

dan sudah diindaklanjuti sebanyak 805 keluhan.  

Pada tahun ini, dikembangkan pula aplikasi yang dapat digunakan oleh UPT untuk 

menyampaikan kendala, baik dalam hal infastruktur dan aplikasi melalui Aplikai 

Layanan Pusdatin. Pada tahun 2022, layanan keluhan akan difasilitasi melalui sistem 

aplikasi tersebut. Hal ini dimaksudkan agar pelaksaan helpdesk dapat terpusat dan 

terdokumentasi dengan baik, sehingga mempercepat tindak lanjut keluhan. 

 
Grafik. Tindak lanjut keluhan SIPT tahun 2021 

 
2. Keluhan E-BPOM 

Mandat Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik 

Nasional adalah untuk simplifikasi proses bisnis layanan pemerintah di bidang logistik 
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yang berbasis teknologi informasi untuk menghilangkan repetisi dan duplikasi. Dalam 

penerapannya simplifikasi perizinan dilakukan dengan mengolaborasikan sistem-

sistem Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan perizinan ekspor dan impor. 

Salah satu penerapannya melalui penerapan Single Stakeholder Information dimana 

dilakukan penerapan risk management terhadap pelaku usaha dan penilainnya 

dilakukan oleh semua Kementerian/ Lembaga yang terkait. Penerapan Single 

Stakeholder Information akan dibangun pada modul Smart Company Profiling.  

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan 

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Badan Pengawas 

Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha 

Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan, maka perlu dilakukan 

penyesuaian pada sistem ebpom untuk dapat mengakomodir integrasi data dengan 

online single submission (OSS) dimana setiap dokumen yang terintegrasi OSS harus 

menggunakan tanda tangan elektronik sehingga Surat Keterangan Ekspor untuk 

Obat dan Makanan harus juga menerapkan Tanda Tangan Elektronik. Pada 

pengembangan tahun 2020 dilakukan pengembangan Tanda Tangan Elektronik 

Surat Keterangan Ekspor Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan. 

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2019 

tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Pelayanan Publik Tertentu 

di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan maka akan diintegrasikan status 

pajak perusahaan pada aplikasi ebpom. 

Selama Pandemi Covid-19 layanan konsultasi yang dilakukan secara tatap muka di 

Gedung B Lantai 4 (Empat) ditiadakan namun dialihkan dengan layanan secara email 

(dengan alamat e-bpom.pom.go.id) dan telepon. Secara keseluruhan jumlah 

pertanyaan yang masuk ke helpdesk sistem layanan ekspor dan impor pada Tahun 

2021 adalah sebanyak 2797 pertanyaan. Rincian terkait pertanyaan yang masuk ke 

helpdesk sistem layanan ekspor dan impor adalah sebagai berikut: 
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No Bulan  Jumlah  
1 Januari 147 
2 Februari 117 
3 Maret 403 
4 April 344 
5 Mei 293 
6 Juni 162 
7 Juli 226 
8 Agustus 191 
9 September 167 
10 Oktober 281 
11 November 253 
12 Desember 213 

Jumlah 2797 
 
Jenis kendala terhadap helpdesk Layanan Ekspor dan Impor tersebut antara lain 

mencakup informasi, error sistem dan lupa password. Informasi yang sering 

ditanyakan oleh pelaku usaha adalah akun baik cara menggantinya, cara 

pengubahan datanya, Nomor Induk Berusaha (NIB, cara pengisian dan lain �± lain, 

seperti sebagai berikut: 

a. Nomor Induk Berusaha (NIB) sering ditanyakan pelaku usaha terkait cara 

pengisian data di aplikasi OSS karena cara pengisian data mempengaruhi 

integrasi data ke aplikasi ebpom untuk pendaftaran akun di aplikasi ebpom. 

b. Kasus error yang banyak terjadi adalah delay perubahan status pembayaran dari 

SENT ke PAID, delay pengiriman rekomendasi ke INSW, modul Surat Keterangan 

Ekspor (SKE) dan banyaknya pengajuan yang hilang dari sistem. 

c. Pada SIMPONI perlu dilakukan pengecekan sistem dimana seringnya munculnya 

lamanya perubahan status bayar dari SENT menjadi PAID. 

d. Pada scheduler pengiriman rekomendasi ke INSW perlu dilakukan pengecekan 

karena proses pengiriman dari aplikasi ebpom ke INSW sering delay (terlambat). 

e. Kasus error sistem yang sering terjadi pada aplikasi ebpom adalah error pada 

menu Surat Keterangan Ekspor (SKE), pengajuan yang dibuat hilang dari sistem, 

kendala jaringan, kurs dan lain-lain. 

f. Menu lupa password sering ditanyakan oleh pelaku usaha karena notifikasi email 

ebpom untuk lupa password tidak berjalan dengan baik sehingga perlu dilakukan 

perbaikan untuk notifikasi email untuk menu lupa password. 

Rekapan pertanyaan masuk pada Triwulan I (periode Januari �± Maret 2021) 

Jenis Kendala  Detail Kendala  Total  
Error Sistem  Akun 1 

 Data FAQ tidak tersimpan 1 

 Evaluasi 2 Kali 1 

 Kendala edit data 1 

 Kendala Jaringan 1 

 Kode Izin SAS 1 
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 Konsultasi Teknis 1 

 KSWP 110 

 NIB 1 

 Penambahan kode blister 1 

 Pengajuan Hilang dari Sistem 3 

 Preview SKE 2 

 Realisasi Impor 14 

 SIMPONI 16 

 SKI 1 
Error Sistem Total   155 
Informasi  Akun 199 

 Barang Kiriman 1 

 Cara pengisian 37 

 Evaluasi Teknis 65 

 HS Code 4 

 
Informasi Umum seputar Badan 
POM 1 

 INSW 1 

 Jadwal konsultasi 1 

 JDIH 1 

 Konsultasi dengan Evaluator 1 

 Konsultasi dengan unit teknis 6 

 Konsultasi Teknis 2 

 KSWP 39 

 Lupa password 11 

 NIB 31 

 NIE 4 

 NPWP 1 

 Password 1 

 Penambahan Komoditi 1 

 Pendaftaran Akun 3 

 Pendaftaran produk 44 

 Perka 1 

 Perka 15/2020 2 

 Perubahan data 1 

 PNBP 2 

 Proses Importasi 2 

 Realisasi Impor 7 

 SAS 1 

 SIMPONI 2 

 SKE 2 

 SLA 1 

 Status INSW 13 

 Status pembayaran 1 

 Status Pengajuan 18 
Informasi Total   507 
Lupa password  Lupa password 5 
Lupa password Total  5 
Grand Total   667 

Rekapan Helpdesk TIK Triwulan I 
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Grafik Total Helpdesk TW I 

 
Persentase pertanyaan yang masuk pada triwulan I Tahun 2021 adalah: 

a. Informasi (76%); 

b. Error Sistem (23%); 

c. Lupa password (1%). 

 

Tindaklanjut untuk perbaikan keluhan pada Triwulan I:  

a. Informasi yang sering ditanyakan oleh pelaku usaha adalah akun baik cara 

menggantinya, cara pengubahan datanya, Nomor Induk Berusaha (NIB, cara 

pengisian dan lain-lain. 

b. Nomor Induk Berusaha (NIB) sering ditanyakan pelaku usaha terkait cara 

pengisian data di aplikasi OSS karena cara pengisian data mempengaruhi 

integrasi data ke aplikasi ebpom untuk pendaftaran akun di aplikasi ebpom. 

c. Kasus error yang banyak terjadi adalah delay perubahan status pembayaran dari 

SENT ke PAID, delay pengiriman rekomendasi ke INSW, modul Surat Keterangan 

Ekspor (SKE) dan banyaknya pengajuan yang hilang dari sistem. 

d. Pada SIMPONI perlu dilakukan pengecekan sistem dimana seringnya munculnya 

lamanya perubahan status bayar dari SENT menjadi PAID. 

e. Pada scheduler pengiriman rekomendasi ke INSW perlu dilakukan pengecekan 

karena proses pengiriman dari aplikasi ebpom ke INSW sering delay (terlambat). 

f. Kasus error sistem yang sering terjadi pada aplikasi ebpom adalah error pada 

menu Surat Keterangan Ekspor (SKE), pengajuan yang dibuat hilang dari sistem, 

kendala jaringan, kurs dan lain-lain. 

Rekapan pertanyaan masuk pada Triwulan II (periode April �± Juni 2021) 

Jenis Kendala  Detail Kendala  Total  
Error Sistem  gagal simpan 1 

 INSW 4 

 KSWP 113 

 Kurs 12 

 NIB 1 

 Preview SKE 1 

23%

76%

1%

Total Helpdesk Triwulan I

Error Sistem

Informasi

Lupa password
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 Realisasi impor 14 

 SIMPONI 8 

 SKE 3 

 SKI 1 

 SLA 1 

 Pengajuan hilang dari sistem 1 
Error Sistem Total   160 
Informasi  Akun 285 

 Cara pengisian 26 

 Evaluasi Teknis 96 

 HS Code 5 

 INSW 21 

 Konsultasi dengan unit teknis 3 

 KSWP 10 

 Masukan perbaikan 1 

 NIB 15 

 Pembatalan rekomendasi 2 

 Realisasi impor 16 

 Revisi Rekomendasi SKI 8 

 SAS 1 

 SIMPONI 132 

 SLA 1 

 Status pengajuan 17 
Informasi Total   639 
Grand Total   799 

Rekapan Helpdesk TIK Triwulan II 
 

 
Grafik Total Helpdesk TW II 

 
Persentase pertanyaan yang masuk pada Triwulan II Tahun 2021 adalah: 

a. Error Sistem (80%), 

b. Informasi (20%),  

 
Tindaklanjut untuk perbaikan keluhan pada Triwulan II:  

a. Error yang paling banyak terjadi adalah status KSWP, delay pengubahan status 

SENT menjadi PAID, modul Surat Keterangan Ekspor dan delay pengiriman ke 

INSW. 

20%

80%

Total Helpdesk Triwulan II

Error Sistem

Informasi
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b. Perlu adanya perbaikan pada integrasi sistem antara Badan POM dengan 

Direktorat Jenderal Pajak terkait penarikan data KSWP. 

c. Perlu adanya perbaikan menyeluruh untuk bugs dan error yang ada di modul 

Surat Keterangan Ekspor (SKE) khususnya pada SKE tanda tangan elektronik 

yang baru dikembangkan untuk komoditi Obat Tradisional dan Suplemen 

Kesehatan. 

d. Perlu dilakukan pengecekan penyebab delaynya pengiriman rekomendasi ke 

INSW. 

e. Informasi yang sering ditanyakan oleh pelaku usaha adalah terkait akun, Nomor 

Induk Berusaha (NIB), cara pengisian dan Status INSW 

Rekapan pertanyaan masuk pada Triwulan III (periode Juli �± September 2021) 

Jenis Kendala  Detail Kendala  Total  
Error Sistem  ebpom tidak dapat diakses 1 

 HC 1 

 KSWP 7 

 Kurs 2 

 Pengajuan hilang 1 

 Realisasi Impor 22 

 SIMPONI 11 

 SKE 1 
Error Sistem Total   46 
Informasi  Akun 284 

 Barang Kiriman 1 

 Cara pengisian 28 

 Evaluasi Teknis 131 

 HS Code 4 

 INSW 3 

 KSWP 3 

 NIB 18 

 NIE 4 

 PNBP 1 

 Realisasi Impor 9 

 Revisi Rekomendasi SKI 1 

 SAS 1 

 SIMPONI 18 

 SKE 1 

 Status INSW 16 

 Status pembayaran 1 

 Status Pengajuan 27 
Informasi Total   551 
Lupa password  Lupa password 1 
Lupa password Total  1 
Grand Total   598 

Rekapan Helpdesk TIK Triwulan III 
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Grafik Total Helpdesk TW III 

 
Pada Triwulan Ketiga tahun 2021 jumlah helpdesk yang terbanyak adalah sebagai 

berikut : 

a. Informasi (92%),  

b. Error Sistem (8%), 

c. Lupa password (1%) 

 
Tindaklanjut untuk TW III :  

a. Informasi umum yang sering ditanyakan oleh pelaku usaha adalah terkait akun 

perusahaan, pendaftaran produk, cara pengisian, Nomor Induk Berusaha (NIB), 

status pengajuan, realisasi impor, konsultasi dengan unit teknis, dan lain-lain. 

Perlu adanya knowlegde sharing untuk petugas helpdesk untuk update informasi 

yang terbaru. 

b. Kendala yang sering terjadi pada layanan ekspor impor online (aplikasi ebpom) 

adalah pembayaran melalui simponi sering terlambat status PAID nya, 

pengiriman ke INSW sering terlambat masuknya, kesalahan pengiriman ke INSW 

karena xml salah, realisasi impor, menu (Surat Keterangan Ekspor SKE), 

pengajuan hilang dari sistem, Nomor Induk Berusaha, kurs, Nomor Izin Edar 

(NIE) dan lain-lain. Untuk mengatasi bugs dan error yang ada di sistem layanan 

ekspor impor sebaiknya ada pemantauan berkala untuk menu-menu di atas. 

c. Perlu dilakukan pengecekan penyebab kendala banyaknya delay pengubahan 

status SENT menjadi PAID pada pembayaran pada SIMPONI.  

d. Perlu dilakukan pengecekan delay pengiriman ke INSW. 

e. Pelaku usaha sering mengalami kendala saat lupa password karena notifikasi 

email tidak masuk ke email perusahaan. 

Rekapan pertanyaan masuk pada Triwulan IV (periode Oktober �± Desember 2021) 

Jenis Kendala  Detail Kendala  Total  
Error Sistem  ebpom tidak dapat diakses 1 

 KSWP 4 

 Kurs 1 

 Realisasi Impor 45 

8%

92%

1%

Total Helpdesk Triwulan III

Error Sistem

Informasi

Lupa password
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 SIMPONI 17 

 Tidak dapat menyimpan pengajuan 52 
Error Sistem Total   120 
Informasi  Akun 341 

 Cara pengisian 33 

 Evaluasi Teknis 156 

 HS Code 4 

 Pembatalan rekomendasi 1 

 Realisasi Impor 5 

 SIMPONI 1 

 Status INSW 36 

 Status pembayaran 2 

 Status Pengajuan 48 
Informasi Total   627 
Grand Total   747 

Rekapan Helpdesk TIK Triwulan IV 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafik Total Helpdesk TW IV 
 

Persentase pertanyaan yang masuk pada Triwulan Keempat Tahun 2021 adalah: 

a. Informasi (84%),  

b. Error Sistem (16%) 

 
Tindaklanjut untuk perbaikan keluhan pada Triwulan IV:  

a. Informasi yang sering ditanyakan oleh pelaku usaha adalah akun baik cara 

menggantinya, cara pengubahan datanya, Nomor Induk Berusaha (NIB, cara 

pengisian dan lain-lain. 

b. Kasus error yang banyak terjadi adalah realisasi impor. 

c. Pada SIMPONI perlu dilakukan pengecekan sistem dimana seringnya munculnya 

lamanya perubahan status bayar dari SENT menjadi PAID. 

d. Pada scheduler pengiriman rekomendasi ke INSW perlu dilakukan pengecekan 

karena proses pengiriman dari aplikasi ebpom ke INSW sering delay (terlambat). 

 
 
 
 
 

16%

84%

Total Helpdesk Triwulan IV

Error Sistem
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3. Keluhan Infrastruktur 

Dalam upaya meningkatkan kinerja pegawai dan mendukung pelayanan publik 

Badan POM, maka diperlukan adanya sarana infrastruktur TIK yang memadai. Untuk 

itu sangat penting sekali diperlukan monitoring terhadap seluruh keluhan layanan TIK 

dilakukan dalam rangka menjaga mempertahankan SLA (Service Level Agreement) 

layanan TIK di Badan POM. 

Berikut ini rekapan keluhan infrastruktur TIK yang ada di Badan POM selama Tahun 

2021 sebanyak 1491 keluhan dengan rincian sebagai berikut: 
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IKU 2 PERSENTASE PEMENUHAN BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT  
Business Continuity Management (BCM) pada hakikatnya adalah sistem manajemen 

yang menegakkan, mengawasi mengkaji, memelihara, memperbaiki, dan meningkatkan 

proses kelangsungan layanan Badan POM. BCM yang disusun di Badan POM mengacu 

pada standar internasional BCM yaitu ISO 22301:2019. 

Pada tahap awal, BCM yang diterapkan pada Badan POM terbatas pada ruang lingkup 

layanan teknologi informasi (TI). Hal ini karena TI dipandang sebagai suatu aspek kritikal 

bagi Badan POM dalam melakukan layanan. 

Ruang lingkup dari penerapan BCM yaitu layanan teknologi informasi (TI) di Badan POM 

terhadap aplikasi utama yang telah teridentifikasi sebelumnya. 

Kegiatan BCM yang diimplementasikan di Badan POM meliputi: 

1. Melakukan sosialisasi (FGD) terkait pentingnya Business Continuity Management 

(BCM) di setiap organisasi 

2. Melakukan koordinasi dengan Biro Hukum dan Organisasi dan unit lain 

3. Membentuk Tim BCM dan kesepakatan dalam bentuk SK atau Keputusan Kepala 

Badan 

4. Membuat dokumen pedoman BCP 

5. Melakukan simulasi DRP 

6. Awareness BCM seluruh pegawai 

Timeline Pelaksanaan BCM di Lingkungan Badan POM Tahun 2021 

 

Berikut pelakasanaan kegiatan yang mendukung business continuity management: 

1. Pelatihan Awareness ISO 22301; 

Pelatihan awareness ISO 22301 diberikan sebanyak 2 kali pada tanggal 22 Juli 2021 

dan 19 Agustus 2021. Peserta tahap pertama merupakan pegawai internal unit kerja 
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Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan, sedangkan peserta tahap kedua 

adalah pegawai diluar unit kerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan. 

 
 

2. Business Impact Analysis (BIA); 

BIA dalam ISO 22301:2019 merupakan proses menganalisis aktivitas dan efek dari 

suatu gangguan usaha terhada aktivitas tersebut. Hasil utama dari proses BIA adalah 

mendapatkan informasi tingkat kritikalitas suatu proses yang berjalan di Badan POM. 

Informasi tersebut dituangkan dalam bentuk maximum tolerable downtime (MTD) 

atau maximum tolerable period of distruptuin (MTPD). Badan POM telah 

mengidentifikasi MTD seperti pada tabel berikut: 

Fungsi  bisnis  
kritikal  

Proses  bisnsi  
kritikal  

Aplikasi  dan sistem  TI 
kritikal  MTD Justifikasi  

Dit. Registrasi 
Obat 

Registrasi dan 
Evaluasi Produk 
Obat dan Produk 
Biologi 

1. new-aero.pom.go.id 

2. e-payment.pom.go.id 

3. mail.pom.go.id 

4. TTE (BSSN) 

4 jam Sistem 
pembayaran 
(e- payment), 
notifikasi 
kepada pelaku 
usaha (mail) 
serta 
persetujuan 
pimpinan 
BPOM untuk 
TTE 

Dit. Registrasi 
Obat 
Tradisional, 
Suplemen 
Kesehatan dan 
Kosmetik 

Registrasi dan 
Evaluasi Produk 
Obat Tradisional, 
Suplemen 
Kesehatan 

asrot.pom.go.id 4 jam - 
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Fungsi  bisnis  
kritikal  

Proses  bisnsi  
kritikal  

Aplikasi  dan sistem  TI 
kritikal  MTD Justifikasi  

 Registrasi dan 
Evaluasi Produk 
Kosmetik 

1. notifkos.pom.go.id 

2. e-payment.pom.go.id 

3. mail.pom.go.id 

4. TTE (BSSN) 

4 jam Sistem 
pembayaran 
(e- payment), 
notifikasi 
kepada pelaku 
usaha (mail) 
serta 
persetujuan 
pimpinan 
BPOM untuk 
TTE 

 Registrasi dan 
Evaluasi 
Produk Obat 
Tradisional, 
Suplemen 
Kesehatan dan 

sireka.pom.go.id 1 hari - 

 Kosmetik 
(registrasi iklan OT 
dan suplemen 
kesehatan) 

   

 Registrasi dan 
Evaluasi Produk 
Obat Tradisional 
(monitoring efek 
samping OT) 

mesot.pom.go.id 3 minggu  

Dit Pengawasan 
Produksi Obat, 
Narkotika, 
Psikotropika dan 
Prekursor 

Pengawasan/Pemeri
ksaan Produk dan 
Sarana/ Fasilitas 
Produksi, Distribusi, 
dan Pelayanan Obat 

1. e-sertifikasi 

2. e-payment.pom.go.id 

3. mail.pom.go.id 

4. TTE (BSSN) 

1 hari Sistem 
pembayaran       
(e- payment), 
notifikasi kepada 
pelaku usaha 
(mail) serta 
persetujuan 
pimpinan BPOM 
untuk TTE 

Dit Pengawasan 
Produksi Obat, 
Narkotika, 
Psikotropika  dan 
Prekursor 

Pengawasan/Pemeri
ksaan Produk dan 
Sarana/ Fasilitas 
Produksi, Distribusi 
dan Pelayanan Obat 
(monitoring 
pelaporan industri 
obat) 

e-was obat 1 minggu - 

Dit. Pengawasan 
Keamanan Mutu 
dan  Ekspor Impor 
Obat, 

Pengawasan/Pemeri
ksaan Produk Obat 
(Penerbitan Surat 
Keterangan Impor 
Obat) 

1. e-bpom-pom.go.id 

2. cekbpom.pom.go.id 

3. e-payment.pom.go.id 

1 hari  
(e-bpom) 
 
4 jam 
(cekbpom 
dan e-
payment) 

- 

Narkotika, 
Psikotropika dan 
Prekursor 

Pengawasan/Peme-
riksaan Produk Obat 
(Penerbitan 
rekomendasi impor 
bahan baku 
narkotika, 
psikotropika dan 
prekursor) 

e-napza.pom.go.id 1 hari  
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Fungsi  bisnis  
kritikal  

Proses  bisnsi  
kritikal  

Aplikasi  dan sistem  TI 
kritikal  MTD Justifikasi  

Dit. Registrasi 
Pangan Olahan 

Registrasi dan 
Evaluasi Produk 
Pangan 

1. e-reg.pom.go.id 

2. e-payment.pom.go.id 

3. mail.pom.go.id 

4. TTE (BSSN) 

4 jam Sistem 
pembayaran       
(e- payment), 
notifikasi kepada 
pelaku usaha 
(mail) serta 
persetujuan 
pimpinan BPOM 
untuk TTE 

Tabel Fungsi Bisnis Kritikal 
 

No Informasi  Keterangan  
1 Identifikasi fungsi bisnis kritikal Badan POM telah mengidentifikasi aplikasi-aplikasi 

kritikal yang menggambarkan layanan utama dari unit 
kerja Teknologi Informasi. Layanan tersebut seperti 
tercantum pada tabel 1 Fungsi Bisnis Kritikial diatas. 
 

2 Sistem yang Digunakan Sistem yang digunakan merupakan sistem beserta 
layanannya yang digunakan oleh fungsi bisnis dalam 
mendukung aktivitas yang dilakukan. 
 

3 Proses Kritikal yang Ada Dalam    Unit 
Kerja 

BIA dilakukan dengan menganalisis proses-proses 
yang ada dalam unit kerja untuk melihat toleransi 
berhentinya proses tersebut ketika terjadi gangguan. 
Kritikalitas proses dilihat berdasarkan nilai MTPD, di 
mana proses yang memiliki MTPD < 1 hari dianggap 
sebagai proses bisnis yang kritikal. 
 

4 Target Waktu Pemulihan Target waktu pemulihan merupakan waktu suatu 
sumber daya harus dilanjutkan. Target waktu 
pemulihan yang ditentukan harus lebih kecil dari pada 
waktu toleransi suatu layanan dapat berhenti. 
 

5 Kebergantungan terhadap 
proses bisnis lain 

Keterkaitan/ketergantungan antar proses bisnis 
tergambarkan dalam pemetaan proses bisnis pada 
aplikasi yang berada di unit kerja Teknologi Informasi. 
 

6 Strategi dan solusi pemulihan Pemilihan strategi dan solusi yang akan digunakan 
dalam proses pemulihan proses bisnis terhadap insiden 
disruptif yang terjadi. 
 

7 Sumber Daya Pendukung Sumber daya pendukung dalam memastikan Badan 
POM dapat menjamin kelangsungan usahanya antara 
lain: 

 
1. Sumber Daya Manusia yang akan menjalankan 

pemulihan 
2. Ketersediaan Informasi yang diperlukan untuk 

menjalankan proses bisnis 

Tabel Penjelasan Komponen BCS 
 

3. Risk Assessment (RA) 

Berdasarkan SNI ISO 22301:2019, dalam Business Continuity Management, 

organisasi harus mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi risiko terjadinya 

insiden disruptif terhadap organisasi. Dalam kegiatan ini, pelaksanaan identifikasi 

asesmen risiko mengikuti dokumen register risiko milik BPOM. 
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4. Business Continuity Strategy (BCS) 

BCS merupakan tahap menentukan strategi dan solusi yang akan diambil untuk 

menghadapi kondisi bencana. Strategi dan solusi ini dipilih berdasarkan tingkat 

kritikalitas proses bisnis yang diidentifikasi sebelumnya. Tujuan akhir dari 

menentukan strategi dan solusi adalah mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan 

untuk menjalankan strategi dan solusi yang telah diidentifikasi sebelumnya. Salah 

satu aspek untuk menjamin kelangsungan ini adalah komitmen dari pimpinan 

terhadap pemenuhan sumber daya strategi dan solusi yang diambil. Komponen dari 

BCS adalah: 

No Informasi  Keterangan  
1 Opsi-Opsi Strategi Pemulihan  yang 

dapat digunakan 
Merupakan pilihan strategi yang akan digunakan 
untuk menghadapi insiden disruptif. Strategi 
mengacu pada apa yang akan dilakukan dalam 
menghadapi insiden disruptif. 

2 Solusi-Solusi Pemulihan sesuai 
Strategi 

Merupakan tindak lanjut dari strategi yang dipilih. 
Solusi mengacu pada bagaimana strategi 
dilakukan. 

3 Pertimbangan Pemilihan Strategi 
dan Solusi 

Merupakan dasar pemilihan strategi dan solusi 
yang dianggap tepat untuk menjadi pertimbangan 
strategi dan solusi Ketika terjadi insiden disruptif 

4 Solusi Pemulihan yang Dipilih Merupakan solusi yang ditetapkan untuk dijadikan 
tindak lanjut pemulihan proses bisnis yang 
terdampak oleh insiden disruptif. 

5 Identifikasi Kebutuhan Sumber 
Daya Pemulihan 

Merupakan komponen pendukung dalam 
menjamin pelaksanaan proses pemulihan. 

6 Sumber Daya Manusia Personil yang diperlukan untuk menjalankan 
kegiatan pemulihan proses bisnis. 

7 Informasi Informasi minimal yang diperlukan dalam 
pelaksanaan kegiatan pemulihan proses bisnis. 

8 Infrastruktur Perangkat dan peralatan yang mendukung 
pelaksanaan pemulihan proses bisnis. 

9 Peralatan dan Consumable Peralatan habis pakai (seperti printer, tinta, 
kertas) yang diperlukan untuk pemulihan proses 
bisnis. 

10 Teknologi Informasi dan 
Komunikasi (TIK) 

Perangkat teknologi informasi dan komunikasi 
yang diperlukan untuk pemulihan proses bisnis. 

11 Transportasi dan logistik Dukungan transportasi dan bahan logistik bagi 
personil untuk menjalankan kegiatan pemulihan 
proses bisnis. 

12 Keuangan Dukungan perusahaan dalam menyediakan 
anggaran untuk menjamin terlaksanananya 
pemulihan proses bisnis. 

13 Mitra dan Pemasok Ketersediaan pihak ketiga yang membantu dan 
mendukung pelaksanaan pemulihan proses bisnis 

Tabel Penjelasan Komponen BCS 
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5. Sewa Disaster Recovery Center (DRC) 

�'�D�W�D�� �P�H�U�X�S�D�N�D�Q�� �³�D�V�H�W�´�� �S�D�O�L�Q�J�� �E�H�U�K�D�U�J�D�� �E�D�J�L��pemerintahan dengan skala operasi 

yang luas dan kompleks. Disaster Recovery Center merupakan salah satu 

perencanaan kontingensi dalam menghadapi situasi bencana dan kejadian lainnya, 

dengan penempatan perangkat TIK, sistem aplikasi dan data sebagai backup pada 

tempat atau lokasi yang terpisah. Oleh karena itu, perlu ada perlindungan dan 

pencadangan terhadap Perangkat, Sistem Informasi maupun Data, sehingga ketika 

terjadi bencana, data tetap aman sehingga aktivitas proses bisnis tetap berlanjut. 

Layanan Disaster Recovery Center Badan POM telah dilaksanakan sejak tahun 2012 

dimana Badan POM bekerjasama dengan Pusat Pengolahan Data dan Sistem 

Informasi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas 

Batam (BP Batam) dengan sistem pembayaran selama dua belas bulan (setiap tahun 

berjalan) dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama. 

Adapun beberapa hal yang perlu dilaporkan sebagai berikut:  

a. Sesuai surat perjanjian kerjasama antara Badan Pengawas Obat dan Makanan 

Republik Indonesia dengan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas 

dan pelabuhan Bebas Batam No: HM.03.01.81.811.01.21.01 dan                            

No: 422/SPJ/A4/01/2021 tanggal 04 Januari 2021, Badan POM menghentikan 

perjanjian kerjasama tersebut sesuai dengan batas waktu yang tertuang dalam 

dokumen perjanjian Kerjasama.  

b. Berdasarkan Poin 1, Badan POM melakukan penghentian layanan dan 

pengambilan perangkat aktif Badan POM di Pusat Data BP Batam secara 

bertahap. 

c. Adapun perjanjian Kerjasama baru yaitu perjanjian kerjasama antara Badan 

Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia dengan Badan Pengusahaan 

Kawasan Perdagangan Bebas dan pelabuhan Bebas Batam                                      

No: HK.02.02.8.81.10.21.12 dan No: 835/SPJ/A2.4/10/2021 tanggal 01 Oktober 

2021 tentang Pemanfaatan Layanan Virtual Private Server (VPS) Data Center 

Badan POM Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas 

Batam Sebagai Pusat Pemulihan Data/Disaster Recovery Centre, yang dimulai 

sejak bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2021 selama 3 (tiga) bulan, 

dengan spesifikasi sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

No Uraian Pekerjaan  Jumlah Unit  Satuan  
Virtual Private Server  (VPS) Paket D (Silver)  

1. Set Up Virtual Private Server  (VPS) 3 Paket 
2. Virtual Private Server (VPS)  

Paket Memory Intensive 2 (RAM 32 GB, space 120 
GB, 8 vCPU, OS Linux) 

3 Paket 

3. Extra / Add on    
 Set Up Storage  3 Paket 
 Storage (silver) 1 TB 
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d. Berdasarkan Poin 3, Badan POM berencana melanjutkan perjanjian kerjasama 

tersebut dan menambah jumlah Virtual Server yang akan digunakan sebagai 

Pusat Pemulihan Data/Disaster Recovery Centre Badan POM berbasis Cloud 

Computing yang dimulai sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember 

Tahun 2022. 

e. Beberapa aplikasi layanan publik Badan POM yang telah diletakkan pada 

Disaster Recovery Center (DRC) yaitu website Badan POM, aplikasi webreg, 

aplikasi e-bpom, aplikasi e-reg (Obat, Obat tradisional dan pangan), aplikasi e-

notifkos dan aplikasi sistem informasi pelaporan terpadu (SIPT), secara bertahap 

akan dipindahkan ke Layanan Virtual Private Server (VPS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar Pertemuan BPOM dengan BP Batam terkait penghentian layanan Colocation serta 
melanjutkan layanan Virtual private Server BPOM 
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D. KEGIATAN YANG MENDUKUNG SASARAN KEGIATAN  �³�7�(�5�,�1�7�(�*�5�$�6�,�1�<�$��
�6�,�6�7�(�0���,�1�)�2�5�0�$�6�,���3�(�1�*�$�:�$�6�$�1���2�%�$�7���'�$�1���0�$�.�$�1�$�1�´ 

 

IKU 1 PERSENTASE SISTEM INFORMASI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN 
TERINTEGRASI DAN REALTIME  
Sistem informasi terintegrasi merupakan sebuah rangkaian proses untuk 

menghubungkan beberapa sistem komputerisasi dan software aplikasi, baik secara fisik 

maupun secara fungsional. Sistem terintegrasi akan menggabungkan komponen sub-sub 

sistem ke dalam satu sistem dan menjamin fungsi-fungsi dari sub sistem tersebut sebagai 

satu kesatuan sistem. Pengintegrasian sistem informasi merupakan salah satu konsep 

kunci dari sistem Informasi Manajemen. Cakupan integrasi diantaranya yaitu integrasi 

dengan Online Single Submission (OSS), gateway Tanda Tangan Elektronik (TTE BSre), 

e-payment, Datalake (sebagai source Satu Data Badan POM), Gateway Covid, SIASN, 

BoC (Badan POM Operational Centre). Realisasi tahun 2021 dicapai dari integrasi 17 

aplikasi. Integrasi sistem informasi ini bermanfaat dalam: 

1. Meningkatkan koordinasi antar unit kerja maupun instansi; 

2. Memudahkan akses data secara realtime; 

3. Mengoptimalkan sumber daya; 

4. User interface seragam dan konsisten;  

5. Menghemat biaya dan ruang penyimpanan;  

6. Setiap tahapan bisnis terdokumentasi dengan baik; dan 

7. Proses pengambilan kebijakan lebih mudah. 

 
Detail integrasi sistem informasi pada Tahun 2021 sebagai berikut: 

1. Integrasi OSS dengan Aplikasi Pelayanan Publik (SPP PIRT dan e-Sertifikasi) 

Berdasar pada Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan 

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, BPOM berupaya melakukan 

integrasi seluruh perizinan yang berada dalam pengawasan BPOM dengan OSS 

(Online Single Submission) yang dikelola oleh Kementrian Inventasi Sejak tahun 

2018, sistem aplikasi pelayanan publik BPOM secara massif melakukan integrasi 

dengan OSS. Pada tahun 2021, telah dilakukan integrasi OSS dengan SPP-IRT dan 

e-Sertifikasi sehingga setiap pelaku usaha yang akan melakukan perizinan pada 

kedua aplikasi tersebut wajib menggunakan NIB (Nomor Induk Berusaha) yang 

diterbitkan OSS sebagai identitas pengenal di setiap sistem aplikasi pelayanan publik. 

Saat ini BPOM telah berhasil mengirim data perizinan ke OSS, agar setiap SLA 

perizinan dapat termonitor pada dashboard OSS. Bukti integrasi sistem terlampir: 
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a. Integrasi OSS dan SPP-IRT 

 

b. Integrasi OSS dengan e-Sertifikasi 

 

 
2. Integrasi Gateway TTE dengan aplikasi SIKD dan e-Sertifikasi 

a. Gateway TTE dengan SIKD 

Terintegrasi dengan sistem persuratan BPOM (SIKD) sehingga memberikan 

validitas atas surat yang dikeluarkan BPOM 

 

b. Gateway TTE dengan e-Sertifikasi 

Terintegrasi dengan aplikasi sertifikasi perijinan BPOM sehingga memberikan 

validitas dokumen perijinan yang BPOM keluarkan untuk stakeholder. Dengan 

�L�Q�W�H�J�U�D�V�L�� �L�Q�L�� �M�X�J�D�� �P�H�P�L�Q�L�P�D�O�L�V�L�U�� �N�H�P�X�Q�J�N�L�Q�D�Q�� �³�S�H�P�D�O�V�X�D�Q�´�� �G�R�N�X�P�H�Q���� �N�D�U�H�Q�D��

validitas dokumen dapat diperiksa. 
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3. Integrasi Gateway COVID dengan Aplikasi e-was dan Aplikasi Efek Samping Obat 

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 99 tahun 2020 yang telah diubah dengan 

Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2021 tentang Pengadaan dan Pelaksanaan 

Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19 Pasal 21 ayat (7)  

dan Keputusan Kepala Badan No HK.02.02.1.12.11.20.1126 Tahun 2020 tentang 

Petunjuk Teknis Pelaksanaan EUA maka Badan POM harus mendukung pengawalan 

mutu dan keamanan produk (Vaksin COVID-19) serta integritas sepanjang rantai 

suplai Vaksin COVID-19 hingga penggunaan masyarakat. Oleh karena itu 

dilaksanakan pembangunan gateway COVID dimana data distribusi vaksin dapat 

dikirimkan secara realtime melalui aplikasi ini dari produsesn hingga sarana 

pelayanan kefarmasian. Dengan dibangunnya Gateway ini maka akan memudahkan 

hubungan antar aplikasi dengan jenis infrastruktur yang berbeda (integrasi data), 

memudahkan manajemen data yang dikirim, dan mempermudah pemantauan 

monitoring distribusi produk Vaksin dan Obat.  

a. Integrasi Gateway COVID dengan e-was 

Gateway menjadi sarana integrasi data dan menampung data distribusi vaksin 

dan dari aplikasi Stakeholder Badan POM. Data ini kemudian diintegrasi kepada 

aplikasi e-was sebagai aplikasi pelaporan obat dari produsen hingga sarana 

pelayanan kefarmasian dengan pelaporan berkala, dengan diintegrasikan 

dengan gateway untuk data vaksin dapat dimonitor oleh tim BPOM secara 

realtime. 
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b. Integrasi Gateway COVID dengan efek samping (meso) 

Gateway juga sudah terintegrasi dengan aplikasi MESO, sehingga laporan 

MESO dan KIPI (Kejadian Ikutan Paska Imunisasi) vaksin langsung dapat 

dialirkan dari gateway ke e-MESO untuk respon cepat tindak lanjut KIPI. 

 
 

4. Integrasi Datalake dengan Aplikasi Penindakan, JDIH, Notifkos dan e-Sertifikasi 

a. Datalake dengan Penindakan 

Datalake terintegrasi dengan penindakan, di mana data penindakan dikoleksi, 

ditransform, dan disimpan di datalake. Dengan demikian, data penindakan dapat 

diolah menjadi dashboard Informasi strategis melalui tableau. 

 
b. Datalake dengan JDIH (Aplikasi perundang-undangan BPOM) 

c. Datalake dengan Notifkos (Aplikasi Perijinan Komoditi Kosmetik) 

 
d. Datalake dengan e-Sertifikasi 

Datalake juga terintegrasi dengan e-sertifikasi, di mana data e-sertifikasi untuk 

seluruh jenis sertifikasi yang tersedia dikoleksi, ditransform, dan disimpan di 

dalam repository data. Selanjutnya data tersebut dilakukan cleansing, kemudian 

diolah dan dianalisis untuk dibuat visualisasi dashboard Informasi strategis yang 
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dapat digunakan untuk monitoring dan evaluasi kegiatan pemeriksaan sarana 

obat dan makanan. 

 
 

5. Integrasi BOC dengan Aplikasi Registrasi Semua Komoditi 

BOC merupakan aplikasi yang menyajikan data dan Informasi strategis bagi pimpinan 

Badan POM dalam bentuk visualisasi dashboard. Aplikasi BOC sendiri tidak 

memproduksi data, melainkan mengambil data dari aplikasi-aplikasi lain yang 

diinterasikan dengan BOC. 

a. BOC dengan Reg Obat 

Aplikasi registrasi obat merupakan salah satu aplikasi yang terintegrasi dengan 

BOC, di mana data registrasi dialirkan dengan scheduler, kemudian diolah dan 

dianalisis untuk disajikan dalam bentuk visualisasi dashboard Informasi yang 

dapat digunakan untuk memantau kinerja layanan pengajuan NIE obat. 

 
b. BOC dengan Asrot 

Aplikasi BOC juga terintegrasi aplikasi registrasi obat tradisional dan suplemen 

Kesehatan. Data registrasi dialirkan dengan scheduler, kemudian diolah dan 

dianalisis untuk disajikan dalam bentuk visualisasi dashboard Informasi yang 

dapat digunakan untuk memantau kinerja layanan pengajuan NIE obat 

tradisional dan suplemen kesehatan. 
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c. BOC dengan Notifkos 

Selain dengan aplikasi registrasi obat tradisional dan suplemen Kesehatan, BOC 

juga terintegrasi dengan aplikasi notifikasi kosmetika online. Dalam hal ini, data 

notifikasi kosmetik juga dialirkan ke BOC menggunakan scheduler dan 

divisualisasikan dalam bentuk dashboard Informasi. 

 
d. BOC dengan Reg Pangan 

BOC juga terintegrasi dengan aplikasi registrasi pangan olahan, di mana data 

kinerja layanan registrasi pangan olahan dialirkan ke BOC dan divisualisasikan 

dalam bentuk dashboard melalui tableau agar dapat dimanfaatkan untuk 

monitoring dan evaluasi kinerja layanan pengajuan NIE pangan olahan. 

 
 

6. Integrasi e-Payment dengan SIPT Pihak ke-3 

Sebagai bentuk perwujudan peningkatan pelayanan publik yang berkelanjutan, 

BPOM melakukan integrasi aplikasi layanan publik penerima PNBP yaitu modul SIPT 

pihak ke-3 (pelaporan pengujian aplikasi dari pihak eksternal) dengan Modul 

Penerimaan Negara Generasi 3 milik Kementerian Keuangan (e-payment) agar tata 

kelola keuangan makin dapat terlaksana secara cepat, akuntabel dan transparan. 
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7. Integrasi Aplikasi SIASN dengan Aplikasi Pelaporan Obat dan Gateway COVID 

Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) BPOM adalah sistem informasi yang 

mengelola data kepegawaian di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. 

Sistem ini akan membantu melakukan automasi proses bisnis kegiatan pengelolaan 

kepegawaian dengan cara mengelola data pegawai-pegawai di lingkungan Badan 

Pengawas Obat dan Makanan. Aplikasi SIASN akan menyimpan data pegawai mulai 

dari data profil pegawai, pengelolaan SKP, pengelolaan e-cuti pegawai, dan data 

pengembangan diri pegawai. Integrasi aplikasi dengan SIASN agar mempermudah 

manajemen user internal BPOM tanpa perlu melakukan registrasi profil menyeluruh. 

Dengan integrasi system, perubahan profile User ASN dapat berubah secara sistem 

sehingga membantu efektivitas dan efisien waktu login dalam aplikasi. 

a. SIASN dengan e-was 

 

b. SIASN dengan Gateway COVID 
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IKU 1 PERSENTASE PEMENUHAN INFRASTRUKTUR TIK SESUAI DENGAN 
ROADMAP TIK  
Indikator ini adalah jumlah pengembangan infrastruktur pada tahun berjalan dibandingkan 

dengan jumlah pengembangan infrastruktur sesuai kebutuhan. Capaian hasil persentase 

pemenuhan infrastruktur TIK sesuai dengan roadmap TIK Tahun 2021 adalah 100%. 

1. Tata Kelola Infrastruktur TIK  

Infrastruktur Teknologi Informasi merupakan pondasi atau sebuah kerangka yang 

mendukung suatu sistem dalam sebuah komputasi, sehingga tanpa adanya 

infrastruktur, layanan Teknologi Informasi tidak akan dapat berjalan dengan 

semestinya. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam rangka 

mendukung Badan POM agar memberikan pelayanan publik yang prima, selain 

sumber daya manusia (SDM) yang profesional serta dukungan sarana dan prasarana 

termasuk sistem TIK yang memadai. Tata Kelola infrastruktur mencakup beberapa hal 

mulai dari perencanaan, pengembangan, pengelolaan sampai dengan 

penyempurnaannya. Tata Kelola infrastruktur harus efektif dan menyesuaikan 

kebutuhan serta kondisi yang ada baik di pusat maupun di unit pelaksana teknis di 

seluruh Balai Besar, Balai POM, maupun Loka POM.  

Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan melakukan assessment terkait dengan 

kualitas infrastruktur yang saat ini dimiliki, permasalahan yang dialami, serta potensi 

pengembangan TIK di Pusat maupun Balai Besar/Balai/Loka POM agar mendukung 

infrastruktur TIK dalam pertukaran informasi dan komunikasi. 

Tujuan adanya tata kelola infrastruktur TIK adalah meningkatkan pemahaman terkait 

infrastruktur TIK dan assessment infrastruktur TIK di Balai Besar/Balai/Loka POM di 

seluruh Indonesia. 

Sasaran kegiatan tata kelola infrastruktur TIK adalah terpenuhinya kebutuhan 

infrastruktur TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan serta memahami manfaat 

komponen, mengenal struktur dan memahami strategi pengelolaan infrastruktur TIK. 

Pada Tahun 2021, Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan sudah melaksanakan 

rapat, perjalanan dinas, dan pengadaan dalam mendukung tata kelola infrastruktur 

TIK, diantaranya sebagai berikut: 

Agenda  Tanggal Pelaksanaan  
Pendampingan Video Conference Rapat Virtual Kepala 
Badan POM (Koordinasi Terbatas Komite Penanganan Covid 
19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional)  

03 Januari 2021 

Rapat Persiapan Kegiatan Bidang Infrastruktur TIK Tahun 
2021 

04 Januari 2021 

Dukungan Teknis dan Pendampingan Video Conference 
Kepala Badan POM (Pendampingan Bapak Presiden RI 
Bersama MUI) 

09 Januari 2021 
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Agenda  Tanggal Pelaksanaan  

Rapat Internal Bidang Infrastruktur TIK 15 Januari 2021 
Pendampingan Video Conference Kepala Badan POM 
(Webinar Ketahanan Kesehatan untuk Ketahanan Nasional) 

16 Januari 2021 

Rapat Uji Coba Eksternal Aplikasi Integrasi Pre-Market 19 Januari 2021 

Pengadaan Power Injector Sebanyak 11 Unit 19 Januari 2021 

Rapat Monitoring Firewall 04 Februari 2021 

Rapat Monitoring Firewall  14 Februari 2021 

Rapat Internalisasi Fungsi Infrastruktur TIK 22 Februari 2021 

Rapat Paparan Sharing Knowledge tentang Cabling 23 Februari 2021 
Perjalanan Dinas Pembahasan Clearance dan Penjelasan 
atas Rencana Pengadaan Belanja TIK Kementrian / 
Lembaga TA 2021 di Hotel Santika Premiere Bintaro Tangsel 

24 Februari 2021 

Rapat Pembahasan Assessment Data Center  03 Maret 2021 
Rapat Pembahasan Pengembangan Aplikasi PACE 04 Maret 2021 
Pengadaan Printer Warna 04 Maret 2021 
Kegiatan Penilaian DUPAK Jabatan Fungsional Pranata 
Komputer di Hotel Santika Depok 09 - 10 maret 2021 

Pendampingan Video Conference Kepala Badan POM Rapat 
Terkait Vaksin Covid-19 

11 Maret 2021 

Rapat Pertemuan dengan Allied Telesis Indonesia 12 Maret 2021 

Rapat Assessment DC BPOM 16 Maret 2021 
Rapat uji Coba Eksternal Aplikasi Integrasi Pre Market 
Kosmetik  

18 Maret 2021 

Rapat uji Coba Eksternal Aplikasi Integrasi Pre Market 
Komoditi Pangan Olahan 

19 Maret 2021 

Perjalanan Dinas Perbaikan Jaringan Internet di DRC Batam 26 - 27 Maret 2021 
Rapat Uji Coba Eksternal Aplikasi Integrasi Pre-Market 
Komoditi Pangan 

12 April 2021 

Rapat dengan Alibaba Cloud 13 April 2021 

Rapat Koordinasi Regional 2 Penindakan Obat dan Makanan 30 Maret - 02 April 2021 

Rapat Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK  08 April 2021 

 Rapat Pembahasan Bisnis Proses Management 15 April 2021 

Rapat Diskusi terkait Migrasi Data di Aplikasi Notifkos 30 April 2021 
Rapat Paparan Demo Perangkat Video Conference PT. 
Aliansi Sakti 

21 April 2021 

Rapat Uji Coba Eksternal Aplikasi Premarket Komoditi 
Pangan 

03 Mei 2021 

Rapat Pelatihan Aplikasi Software AG 23 April 2021 

 Rapat Paparan Solusi SD1 dan Workspace One VW Ware 05 Mei 2021 

Rapat Diskusi Terkait Migrasi Data Aplikasi E-Reg Pangan 07 Mei 2021 
Pendampingan Video Conference Kegiatan Leadership 
Dialog di Denpasar Bali  

02 - 05 Mei 2021 

Pendampingan Video Conference Kepala Badan POM RI 
Rapat Pembahasan Vaksin Merah Putih 

10 Mei 2021 

Pendampingan Video Conference Kepala Badan POM RI 
Rapat Pembahasan KIPI AZ 

12 Mei 2021 

Rapat Persiapan Pengembangan OSS - RBA pada Aplikasi 
Integrasi Pre Market 20 Mei 2021 

Rapat Sosialisasi Desain Regionalisasi Laboratorium dalam 
rangka Tata Kelola Infrastruktur TIK 

18 - 21 Mei 2021 

Rapat Internalisasi Infrastruktur TIK 21 Mei 2021 

Rapat Internal Pre Market 25 Mei 2021 
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Agenda  Tanggal Pelaksanaan  
Pendampingan Video Conference Kepala Badan POM RI 
Rapat Pembahasan Batas Usia Vaksin AZ 26 Mei 2021 

Pengadaan RAM Memory 30-Apr-21 
Pendampingan Video Conference Bimtek dan Desk Dalam 
Rangka Pembinaan dan Monitoring Kinerja Kabupaten / Kota 
Dana Alokasi Khusus Nonfisik Pengawasan Obat dan 
Makanan Tahun 2021 Regional Timur I (Papua, Maluku 
Utara, Maluku) di Kota Ambon, Maluku 

09 - 12 Juni 2021 

Pendampingan Video Conference Rapat Kerja dan 
Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Berbasis Resiko di 
Bali 

15- 18 Juni 2021 

Internalisasi Infrastruktur TIK 04 Juni 2021 

 Pengadaan Access Point Outdoor 10 Juni 2021 
Pendampingan Video Conference Kepala Badan POM 
Briefing RDP DPR di Hotel Fairmont Jakarta 

13 Juni 2021 

Pendampingan Video Conference Kepala Badan POM Rakor 
Strategi Vaksinasi pada PPKM Darurat Pimpinan Menko 
Maritim dan Investasi 

30 Juni 2021 

Rapat Pembahasan Review Standard Infrastruktur TIK 16 Juni 2021 

Rapat Pembahasan Single Sign On (SSO) Badan POM 29 Juni 2021 

 Pengadaan UPS 06 Juli 2021 
Pendampingan Video Conference Kepala Badan POM Rapat 
Terbatas Penanganan Pandemi Covid 19 

06 Juli 2021 

Pendampingan Video Conference Kepala Badan POM Rakor 
Penyediaan Suplai Obat untuk Covid 19 Pimpinan - Pimpinan 
Menko Maritim dan Investasi 

08 Juli 2021 

Pendampingan Video Conference Kepala Badan POM 
Penerbitan EUA Comirnaty (Vaksin Covid-19 Pfizer)  

15 Juli 2021 

Pendampingan Video Conference Kepala Badan POM Rapat 
Penanganan Pandemi Covid 19 (Evaluasi PPKM Darurat) 

16 Juli 2021 

 Pelatihan Project Management Profesional di Pusat Ilmu 
Komputer Universitas Indonesia 

17 Juli �± 14 Agustus 2021 

Pendampingan Video Conference Kepala Badan POM RI 
Rapat Koordinasi Kemandirian Kesehatan di Indonesia Water 
Institute Tanjung Barat Indah 

11 Agustus 2021 

Pendampingan Video Conference Rapat Terbatas - Evaluasi 
Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) 
di Indonesia Water Institute Tanjung Barat Indah  

15 Agustus 2021 

Pendampingan Video Conference Kepala Badan POM 
Upacara Peringatan HUT Kemerdekaan RI ke 76 

17 Agustus 2021 

Survei Radio Wireless Jaringan Internet IS Plaza Jakarta 06 Agustus 2021 

Pengecekan Jalur Fiber Optik Jaringan Internet IS Plaza 12 Agustus 2021 
Serah Terima Perangkat Wireless dan Sim Card untuk 
Jaringan di Gedung IS Plaza 

25 Agustus 2021 

Pendampingan Video Conference Rapat Terbatas Evaluasi 
PPKM di Hotel Fairmont Jakarta 

30 Agustus 2021 

Rapat Diskusi dan Pembahasan Alur Bisnis Proses 
Tambahan dan Alur Bisnis Proses Tambahan dan Alur Bisnis 
Proses Baru pada Registrasi Kosmetik 

02 September 2021 

Rapat Finalisasi Pembahasan Alur Bisnis Proses Baru dan 
Alur Bisnis Proses Tambahan pada Registrasi Kosmetik 
2021 

09 September 2021 

Rapat Diskusi Aplikasi Registrasi Obat  15 September 2021 

Konfigurasi Wreless di Gedung IS Plaza 10 September 2021 
Rapat Diskusi dan Pembahasan Penyusunan Master Data 
Penapisan Bahan pada Registrasi Kosmetik 

16 September 2021 

Pembutan Video Tutorial Pre Market  12 Oktober 2021 

https://e-monev.pom.go.id/realisasi/ptj/953/4114TAJ001053532111CC
https://e-monev.pom.go.id/realisasi/ptj/946/4114TAJ001053524113CC
https://e-monev.pom.go.id/realisasi/ptj/946/4114TAJ001053524113CC
https://e-monev.pom.go.id/realisasi/ptj/947/4114TAJ001053524113CC
https://e-monev.pom.go.id/realisasi/ptj/947/4114TAJ001053524113CC
https://e-monev.pom.go.id/realisasi/ptj/947/4114TAJ001053524113CC
https://e-monev.pom.go.id/realisasi/ptj/948/4114TAJ001053524113CC
https://e-monev.pom.go.id/realisasi/ptj/948/4114TAJ001053524113CC
https://e-monev.pom.go.id/realisasi/ptj/949/4114TAJ001053524113CC
https://e-monev.pom.go.id/realisasi/ptj/949/4114TAJ001053524113CC
https://e-monev.pom.go.id/realisasi/ptj/952/4114TAJ001053522191CC
https://e-monev.pom.go.id/realisasi/ptj/952/4114TAJ001053522191CC
https://e-monev.pom.go.id/realisasi/ptj/1021/4114TAJ001053524113CC
https://e-monev.pom.go.id/realisasi/ptj/1021/4114TAJ001053524113CC
https://e-monev.pom.go.id/realisasi/ptj/1021/4114TAJ001053524113CC
https://e-monev.pom.go.id/realisasi/ptj/1022/4114TAJ001053524113CC
https://e-monev.pom.go.id/realisasi/ptj/1022/4114TAJ001053524113CC
https://e-monev.pom.go.id/realisasi/ptj/1022/4114TAJ001053524113CC
https://e-monev.pom.go.id/realisasi/ptj/1024/4114TAJ001053524113CC
https://e-monev.pom.go.id/realisasi/ptj/1024/4114TAJ001053524113CC
https://e-monev.pom.go.id/realisasi/ptj/1025/4114TAJ001053524113CC
https://e-monev.pom.go.id/realisasi/ptj/1026/4114TAJ001053524113CC
https://e-monev.pom.go.id/realisasi/ptj/1087/4114TAJ001053524113CC
https://e-monev.pom.go.id/realisasi/ptj/1087/4114TAJ001053524113CC
https://e-monev.pom.go.id/realisasi/ptj/1088/4114TAJ001053524113CC
https://e-monev.pom.go.id/realisasi/ptj/1088/4114TAJ001053524113CC
https://e-monev.pom.go.id/realisasi/ptj/1099/4114TAJ001053521211CC
https://e-monev.pom.go.id/realisasi/ptj/1099/4114TAJ001053521211CC
https://e-monev.pom.go.id/realisasi/ptj/1099/4114TAJ001053521211CC
https://e-monev.pom.go.id/realisasi/ptj/1149/4114TAJ001053521211CC
https://e-monev.pom.go.id/realisasi/ptj/1149/4114TAJ001053521211CC
https://e-monev.pom.go.id/realisasi/ptj/1149/4114TAJ001053521211CC
https://e-monev.pom.go.id/realisasi/ptj/1180/4114TAJ001053521211CC
https://e-monev.pom.go.id/realisasi/ptj/1174/4114TAJ001053524113CC
https://e-monev.pom.go.id/realisasi/ptj/1182/4114TAJ001053521211CC
https://e-monev.pom.go.id/realisasi/ptj/1182/4114TAJ001053521211CC
https://e-monev.pom.go.id/realisasi/ptj/1449/4114TAJ001053522191CC
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Agenda  Tanggal Pelaksanaan  
Rapat Diskusi Dengan Tim Pengembangan Sistem Integrasi 
Premarket dan Postmarket 17 September 2021 

Rapat Pembahasan Alur Proses Bisnis Registrasi Eksisting 
pada Sistem Integrsi Premarket Obat Tradisional 

06 Oktober 2021 

Rapat review Lanjutan Standar Infrastruktur TIK  11 Oktober 2021 

Pelatihan Server+ di PT Lifelong Learning  01 �± 06 November 2021 

Pelatihan VM Ware V Sphere di PT Lifelong Learning 15 �± 19 November 2021 
Perjalanan Dinas Perpanjangan Layanan VPS TA 2022 dan 
Penarikan Perangkat Server Nutanix di Batam 

20 �± 22 Oktober 2021 

Rapat Pembahasan Alur Proses Bisnis Registrasi Obat 28 Oktober 2021 
Pendampingan Video Conference Ratas Evaluasi PPKM dan 
Rakor TL Persiapan Peluncuran Program Indonesia Spice 
Up The World pada World Expo Dubai di Hermitage Jakarta 

25 �± 26 Oktober 2021 

Pendampingan Video Conference Indonesia Consumer 
Protection Award 2021 di Fairmont Jakarta 

10 November 2021 

Perjalanan Dinas Pendampingan Video Conference Rapat 
Koordinasi Pusat dan UPT Dalam Manajemen Sampling 
Obat dan Makanan di Bandung 

09 �± 12 November 2021 

Rapat Pembahasan Infrastruktur TIK Bersama BPOM Palu 10 November 2021 
Pendampingan Video Conference Kepala Badan POM Rapat 
Terbatas Evalusi PPKM di Hotel Fairmont Jakarta 

08 November 2021 

Pendampingan Video Conference Kepala Badan POM Rapat 
Terbatas Evaluasi PPKM di Hotel Fairmont Jakarta 

01 November 2021 

Rapat Finalisasi Draft Standar Infrastruktur TIK 09 Desember 2021 
Perjalanan Dinas Pendampingan Kegiatan Pertemuan Forum 
Diskusi Perkuatan Penindakan Obat dan Makanan Tahun 
2021 Pendampingan Kegiatan Pertemuan Forum Diskusi 
Perkuatan Penindakan Obat dan Makanan Tahun 2021 

20 �± 22 Desember 2021 

 Rapat Finalisasi Draft Standar Infrastruktur TIK  10 Desember 2021 

Rapat Internalisasi Infrastruktur TIK  06 Desember 2021 
Perjalanan Dinas Peningkatan Peran dan Kompetensi 
Pemimpin Perubahan Tahun 2021 12 �± 17 Desember 2021 

Perjalanan Dinas Pendampingan Kegiatan Pertemuan Forum 
Diskusi Perkuatan Penindakan Obat dan Makanan Tahun 
2021 Pendampingan Kegiatan Pertemuan Forum Diskusi 
Perkuatan Penindakan Obat dan Makanan Tahun 2021 

21 �± 23 Desember 2021 

 
2. Peningkatan Infrastruktur TIK  

Badan POM senantiasa melakukan pengembangan e-government dengan cara 

memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi agar terpenuhinya layanan publik 

yang baik. Infrastruktur TIK yang ada di Badan POM saat ini digunakan untuk 

memfasilitasi seluruh kegiatan layanan publik Badan POM baik internal maupun 

eksternal. Dalam menunjang aktifitas tersebut diperlukan infrastruktur yang mampu 

memenuhi semua kebutuhan yang ada seperti perangkat penghubung jaringan yang 

terintegrasi dan juga media transmisi untuk menghubungkan komputer ke perangkat 

jaringan lainnya.  

Infrastruktur tersebut sangatlah vital dalam sebuah organisasi dalam mengatur, 

memproses, menyimpan dan menyebarluaskan data dan informasi. Kehadiran 

teknologi informasi dalam suatu organisasi merupakan alat bantu untuk mendukung 

proses kerja. Badan Pengawas Obat dan Makanan memiliki sistem jaringan yang 

https://e-monev.pom.go.id/realisasi/ptj/1541/4114TAJ001053521211CC
https://e-monev.pom.go.id/realisasi/ptj/1541/4114TAJ001053521211CC
https://e-monev.pom.go.id/realisasi/ptj/1544/4114TAJ001053521211CC
https://e-monev.pom.go.id/realisasi/ptj/1544/4114TAJ001053521211CC
https://e-monev.pom.go.id/realisasi/ptj/1546/4114TAJ001053521211CC
https://e-monev.pom.go.id/realisasi/ptj/1559/4114TAJ001053522191CC
https://e-monev.pom.go.id/realisasi/ptj/1560/4114TAJ001053522191CC
https://e-monev.pom.go.id/realisasi/ptj/1577/4114TAJ001053524111CC
https://e-monev.pom.go.id/realisasi/ptj/1577/4114TAJ001053524111CC
https://e-monev.pom.go.id/realisasi/ptj/1608/4114TAJ001053521211CC
https://e-monev.pom.go.id/realisasi/ptj/1618/4114TAJ001053524113CC
https://e-monev.pom.go.id/realisasi/ptj/1618/4114TAJ001053524113CC
https://e-monev.pom.go.id/realisasi/ptj/1618/4114TAJ001053524113CC
https://e-monev.pom.go.id/realisasi/ptj/1697/4114TAJ001053524113CC
https://e-monev.pom.go.id/realisasi/ptj/1697/4114TAJ001053524113CC
https://e-monev.pom.go.id/realisasi/ptj/1722/4114TAJ001053524111CC
https://e-monev.pom.go.id/realisasi/ptj/1722/4114TAJ001053524111CC
https://e-monev.pom.go.id/realisasi/ptj/1722/4114TAJ001053524111CC
https://e-monev.pom.go.id/realisasi/ptj/1723/4114TAJ001053521211CC
https://e-monev.pom.go.id/realisasi/ptj/1760/4114TAJ001053524113CC
https://e-monev.pom.go.id/realisasi/ptj/1760/4114TAJ001053524113CC
https://e-monev.pom.go.id/realisasi/ptj/1761/4114TAJ001053524113CC
https://e-monev.pom.go.id/realisasi/ptj/1761/4114TAJ001053524113CC
https://e-monev.pom.go.id/realisasi/ptj/1925/4114TAJ001053522151CC
https://e-monev.pom.go.id/realisasi/ptj/1980/4114TAJ001053524111CC
https://e-monev.pom.go.id/realisasi/ptj/1980/4114TAJ001053524111CC
https://e-monev.pom.go.id/realisasi/ptj/1980/4114TAJ001053524111CC
https://e-monev.pom.go.id/realisasi/ptj/1980/4114TAJ001053524111CC
https://e-monev.pom.go.id/realisasi/ptj/2018/4114TAJ001053521211CC
https://e-monev.pom.go.id/realisasi/ptj/2028/4114TAJ001053521211CC
https://e-monev.pom.go.id/realisasi/ptj/2059/4114TAJ001053524111CC
https://e-monev.pom.go.id/realisasi/ptj/2059/4114TAJ001053524111CC
https://e-monev.pom.go.id/realisasi/ptj/2121/4114TAJ001053524111CC
https://e-monev.pom.go.id/realisasi/ptj/2121/4114TAJ001053524111CC
https://e-monev.pom.go.id/realisasi/ptj/2121/4114TAJ001053524111CC
https://e-monev.pom.go.id/realisasi/ptj/2121/4114TAJ001053524111CC
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cukup kompleks namun terintegrasi. Tingginya kebutuhan komunikasi antar unit kerja 

di kantor pusat dengan seluruh Balai Besar/Balai POM dalam hal pertukaran dan 

updating data dan informasi yang aman dan tertutup, menuntut Badan POM untuk 

dapat memfasilitasi kebutuhan tersebut. Kegiatan peningkatan infrastruktur TIK 

meliputi: 

a. Pengadaan Infrastruktur TIK (Belanja Modal) 

1) Pelaksanaan pengadaan Notebook dan computer tablet sebagai bagian dari 

dukungan TIK untuk mobilitas pimpinan dan pegawai Pusdatin selama Masa 

Pandemi dan WFH. Sedangkan pengadaan notebook vicon digunakan untuk 

memfasilitasi kebutuhan komunikasi secara online/daring antara BPOM pusat 

dengan UPT maupun dengan stakeholder. Pengadaan Notebook dan 

Komputer Tablet Pimpinan sebagai mobilitas pimpinan dalam meningkatkan 

monitoring dan evaluasi kinerja di Badan POM; 

2) Pengadaan TV wall ditujukan untuk menggantikan perangkat existing 

dikarenakan adanya kerusakan pada perangkat existing di BPOM Operational 

Center; 

3) Penarikan jaringan FO ke Data Center BPOM untuk mereplace kabel LAN 

existing dikarenakan umur perangkat yang membutuhkan peremajaan 

sehingga mempengaruhi konektivitas jaringan ketika rapat secara daring 

maupun transfer data. Peta jalur penarikan jaringan FO ke data center akan 

dilakukan di PPPOMN lantai 1, Gedung B, Gedung I dan Gedung C lantai 2, 

PPPOMN lantai 2, dan PRKOM. Kegiatan penarikan jaringan FO sebagai 

langkah untuk meningkatkan performance konektivitas, setelah sebelumnya 

dilakukan penarikan kabel FO dari gedung ke Data Center (DC) . Jaringan FO 

akan dibangun secara bertahap antar gedung menggantikan jaringan kabel 

LAN yang sebelumnya telah ada. Kelebihan penggunaan FO dapat 

mengalirkan data dan internet lebih banyak dengan kecepatan yang tinggi, 

bahkan bisa mencapai Gbps melebihi penggunaan jaringan kabel LAN, 

sehingga bandwidth menjadi lebih besar; 

4) Pengadaan perangkat Video Conference bertujuan untuk peremajaan 

beberapa perangkat yang mengalami kerusakan serta menambah kuantitas 

perangkat, karena adanya peningkatan jumlah permintaan 

fasilitasi/peminjaman perangkat Video Conference dari unit pusat lainnya 

dalam penyelenggaraan rapat/pertemuan online di masa pandemic Covid 19; 

5) Pengadaan Patchcord; 

6) Patch cord merupakan kabel fiber optik dengan kondisi panjang tertentu yang 

telah terpasang suatu konektor pada bagian ujungnya. Patch cord merupakan 

kabel jenis fiber indoor yang digunakan hanya untuk pemakaian di dalam 
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ruangan saja. Patch cord digunakan untuk menghubungkan antar perangkat 

ataupun menghubungkan ke koneksi telekomunikasi di Badan POM; 

7) Pengadaan notebook digunakan untuk operasional pegawai dalam 

menjalankan tugas dan fungsi; 

8) Pengadaan Converter HDMI digunakan sebagai konektor laptop dengan 

proyektor atau jaringan LAN; 

9) Pengadaan Projector, Printer Portable, Pengadaan Printer Warna, 

Pengadaan Scanner, kamera digital menggantikan perangkat sebelumnya 

yang sudah rusak berat dan adanya beberapa perangkat yang membutuhkan 

peremajaan; 

10) Pengadaan SSD Eksternal untuk mendukung penyimpanan data yang lebih 

efisien untuk pengguna yang bermobilitas tinggi karena pengguna bisa 

menyimpan dan membawa data-data pribadi mereka ke mana saja. Kelebihan 

SSD Eksternal adalah Tahan Banting, Data lebih aman, Desain lebih kecil dan 

Bobot lebih ringan, serta lebih kencang. Media penyimpanan ini digunakan 

untuk Fungsi Sistem Informasi (5 Unit) dan Fungsi PKTIK (10 Unit); 

11) Pengadaan Perangkat TI Renovasi dan Relokasi Gedung BPOM untuk 

mengganti perangkat TI dan merenovasi jaringan Gedung yang rusak serta 

merelokasi jaringan diruangan Gedung Badan POM; 

12) Pengadaan kebutuhan Contact Center mendukung layanan di Tata Kelola 

Data dan Informasi khususnya untuk mendukung pekerjaan pada agen 

Contact Center Hallo BPOM; 

13) Pengadaan Jaringan LAN Relokasi Pegawai (50 Node) adanya penambahan 

SDM pada beberapa unit di Badan POM dan juga adanya relokasi pegawai 

dari unit satu ke unit lainnya, maka diperlukan penyesuaian jaringan LAN agar 

layanan TIK bagi pegawai dapat berjalan secara optimal. Pengadaan ini 

berupa Kabel Utp Cat6 24 Awg, Blue 1000ft/305M, Patch Panel Cat6 Modullar 

Snap Dalam, Modul Jack Cat6 Universal, Patcord UTP Cat6 28 AWG 3M 

LSZH, Faceplate 2port 86x86. 

 
b. Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin 

1) Pengadaan Memory Notebook Vicon menambah memory yang sudah ada 

untuk meningkatkan kinerja laptop vicon dalam mendukung fasilitasi vicon 

dimasa pandemi Covid-19; 

2) SSD Hard Disk diperlukan untuk penyimpanan data dan informasi dalam 

mendukung layanan kepada Badan POM. RAM/Memory dipergunakan untuk 

peningkatan kapasitas memory server yang dikelola di Data Center. 

Peningkatan kapasitas memory akan meningkatkan kinerja dari processor 

sehingga server dapat diakses dengan lebih cepat.  
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3. Integrasi Premarket  

Menindaklanjuti upaya peningkatan nilai indeks Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik (SPBE) dan dalam upaya implementasi Master Plan TIK BPOM tahun 2020-

2024 serta mendukung Satu Data Indonesia maka dilakukan Pengembangan Sistem 

Informasi Pre-Market Terintegrasi untuk mendukung Pengawasan Obat dan 

Makanan.  

Pada tahun 2021 kegiatan pengembangan Pre-Market terintegrasi telah melakukan 

kegiatan Pembuatan Dokumen Requirement untuk kebutuhan pengembangan 

aplikasi. 

a. Progress Komoditi Obat 

1) Pengembangan komoditi Obat di Sistem Informasi Pre-Market Terintegrasi 

berfokus pada 6 (enam) alur proses bisnis yang belum terakomodir di SAG 

yaitu: 

a) Pengajuan PPUB; 

b) Pengajuan Uji BE; 

c) Khasiat dan Keamanan Obat; 

d) Proses Pendaftaran EUA; 

e) Proses Komplain; dan 

f) Proses Appeal. 

2) Alur proses bisnis yang sudah dituangkan ke dalam dokumen requirement 

yaitu Pengajuan PPUB, Pengajuan Uji BE, dan Khasiat dan Keamanan Obat. 

3) �8�Q�W�X�N���S�U�R�V�H�V���³�(�8�$�´���� �S�U�R�V�H�V���³�$�S�S�H�D�O�´�� �G�D�Q���S�U�R�V�H�V���³�.�R�P�S�O�D�L�Q�´�� �W�H�O�D�K���G�L�O�D�N�X�N�D�Q��

pembahasan dengan Direktorat Registrasi Obat pada tanggal 29 Desember 

2021 secara online dan dituangkan ke dalam dokumen requirement. 

�6�H�G�D�Q�J�N�D�Q���X�Q�W�X�N���S�H�P�E�X�D�W�D�Q���G�R�N�X�P�H�Q���U�H�T�X�L�U�H�P�H�Q�W���S�U�R�V�H�V���³�.�R�P�S�O�D�L�Q�´���P�D�V�L�K��

menunggu dokumen alur bisnis proses dari Tim Direktorat Registrasi Obat. 

 
b. Progress Komoditi Kosmetik 

1) Dokumen requirement terhadap 7 (tujuh) alur proses bisnis telah ditanda 

tangan oleh Tim Registrasi Kosmetik yaitu: 

a) Pendaftaran perusahaan notifikasi jalur hijau (clustering); 

b) Pendaftaran PNBP 50%; 

c) Alur proses verifikasi update data/dokumen; 

d) Alur proses penambahan tempat produksi; 

e) Pembatalan produk KIT; 

f) Proses pendaftaran notifikasi khusus eksport; dan 

g) Proses notifikasi pembaharuan produk KIT. 
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2) 7 (tujuh) dokumen requirement alur proses bisnis yang telah ditanda tangan 

oleh Tim Registrasi Kosmetik telah diserahkan kepada tim pengembang/back 

end. Saat ini pengembangan Sistem Informasi Pre-Market Terintegrasi untuk 

komoditi Kosmetik sedang dalam pengujian tahap akhir di back 

end/pengembang. 

 
c. Progress Komoditi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan 

1) Terdapat 7 (tujuh) dokumen requirement yang masih dalam proses 

perbaikan Tim Pre-Market setelah sebelumnya dilakukan pengecekan 

dan beberapa kali diskusi online pada bulan Desember 2021 dengan 

Tim Registrasi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan untuk 

mengkonfirmasi ketepatan alur proses bisnis. Dokumen requirement 

tersebut antara lain: 

a) Resiko Tinggi OHF/FF; 

b) Resiko Tinggi Produksi Dalam Negeri; 

c) Resiko Tinggi Impor; 

d) Resiko Rendah; 

e) Alur Registrasi Baru OTSK Komposisi tertentu; 

f) Alur Registrasi Baru OTSK Kombinasi (clustering); dan 

g) Alur Registrasi Variasi Minor dengan persetujuan. 

2) Terdapat 3 (tiga) alur proses bisnis sedang dalam proses pengecekan 

oleh Tim Direktorat OT, SK dan menunggu pembahasan lebih lanjut. 

Alur proses bisnis tersebut adalah: 

a) Pendaftaran Akun Perusahaan; 

b) Alur Registrasi Variasi Mayor; dan 

c) Alur Registrasi Ulang Tanpa Perubahan. 

 
d. Progress Komoditi Pangan 

Sampai dengan saat ini telah selesai disusun 12 (dua belas) dokumen requirement 

alur bisnis proses registrasi pangan olahan oleh Tim Pre-Market. Karena ada 

Perubahan Alur Proses Bisnis terkait OSS-RBA (Online Single Submission-Risk 

Based Approach) maka untuk Alur Bisnis Proses pengembangan aplikasi pre-

market perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut.  

12 dua belas) Dokumen Requirement yang telah disusun tersebut adalah: 

1) Tambah Pabrik 

2) Tambah KBLI 

3) RPO Resiko Menengah Rendah 

4) RPO Resiko Menengah Tinggi 
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5) RPO Resiko Tinggi 

6) Registrasi Ulang Menengah Rendah 

7) Registrasi Ulang Menengah Tinggi dan Tinggi 

8) Registrasi Variasi Minor dan Mayor MR 

9) Registrasi Variasi Minor Menengah Tinggi 

10) Registrasi Variasi Minor Tinggi 

11) Registrasi Variasi Mayor Menengah Tinggi 

12) Registrasi Variasi Mayor Tinggi 

 
4. Pemeliharaan Infrastruktur TIK  

Penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan publik memerlukan Good 

Governance. Implementasi Good Governance akan menjamin transparansi, efisiensi, 

dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Pada sisi lain, penggunaan TIK oleh 

institusi pemerintahan sudah dilakukan sejak beberapa dekade lalu, dengan intensitas 

yang semakin meningkat. Untuk memastikan penggunaan TIK tersebut mendukung 

tujuan penyelenggaraan pemerintahan, dengan memperhatikan efisiensi penggunaan 

sumber daya dan pengelolaan risiko terkait dengannya, diperlukan Good Governance 

terkait dengan TIK.  

Perkembangan teknologi informasi di Badan POM dapat mengakomodasi pegawai 

serta stakeholder untuk memperoleh informasi yang tepat, terpercaya, mudah didapat 

dan tersaji secara interaktif. Di masa pandemi saat ini, pegawai Badan POM 

disarankan untuk bekerja dari rumah, bekerja dari rumah merupakan sebuah cara 

bekerja yang mulai populer sejak era internet. Istilah yang digunakan bervariasi mulai 

dari telecommuting, teleworking, juga remote working. Pemeliharaan merupakan 

kegiatan yang dilakukan untuk merawat dan memperbaharui fungsi yang ada pada 

sebuah infrastruktur. Dalam strategi pemeliharaan harus seimbang antara 

pemeliharaan rutin dan pemeliharaan yang harus dilakukan meskipun belum saatnya 

pemeliharaan rutin dilaksanakan. Sekitar 70%-80% dari semua kegiatan 

pemeliharaan dilakukan dengan pendekatan preventif dianggap sudah cukup baik. 

Untuk mendukung hal tersebut diperlukan infrastruktur yang memadai, maka dari itu 

diperlukan pemeliharaan infrastruktur TIK Badan POM. Hal ini sangat penting untuk 

mendukung layanan publik Badan POM agar berjalan dengan baik dan menjamin 

keberhasilan pelayanan publik di Badan POM.  

Adapun kegiatan pemeliharaan infrastruktur TIK yang dilakukan sebagai berikut:  

a. Pemeliharaan Perangkat Network BPOM 

Wide Area Network (WAN) adalah sebuah jaringan yang memiliki jarak yang 

sangat luas, karena radiusnya mencakup sebuah negara dan benua. WAN 

menggunakan sarana fasilitas transmisi seperti telepon, kabel bawah laut ataupun 

satelit. Kecepatan transmisinya beragam dari 2Mbps, 34 Mbps, 45 Mbps, 155 
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Mbps, sampai 625 Mbps (atau kadang-kadang lebih). Faktor khusus yang 

mempengaruhi desain dan performance-nya terletak pada siklus komunikasi, 

seperti jaringan telepon, satelit atau komunikasi pembawa lainnya.  

Pada sebagian besar WAN, komponen yang dipakai dalam berkomunikasi 

biasanya terdiri dari dua komponen, yaitu kabel transmisi dan elemen switching. 

Kabel transmisi berfungsi untuk memindahkan bit-bit dari suau komputer ke 

komputer lainnya, sedangkan elemen switching disini adalah sebuah komputer 

khusus yang digunakan untuk menghubungkan dua buah kabel transmisi atau 

lebih. Saat data yang dikirimkan sampai ke kabel penerima, elemen switching 

harus memilih kabel pengirim untuk meneruskan paket-paket data tersebut. 

Jika dilihat dari fungsinya, sebenarnya WAN tidak jauh berbeda dengan LAN. 

WAN juga berfungsi sama seperti LAN mengkoneksikan antar komputer, printer 

dan juga device lainnya dalam satu jaringan. WAN pada dasarnya adalah 

kumpulan LAN yang ada diberbagai lokasi. Dibutuhkan sebuah device untuk 

menghubungkan antara LAN dengan WAN dan device tersebut adalah router. 

Pemeliharan LAN dan WAN adalah bertujuan untuk menjamin berjalannya sistem 

yang menunjang pelayanan di Badan POM, hal ini diwujudkan dengan program 

kerja sebagai berikut: 

1) Memelihara sistem operasi dari perangkat yang digunakan selalu update; 

2) Pemeliharaan terhadap firewall; dan 

3) Melakukan pemantauan, perbaikan dan evaluasi secara keseluruhan baik 

sistem jaringan ataupun sistem operasi yang berhubungan dengan server. 

Pemeliharaan perangkat network BPOM meliputi pemeliharaan wifi, switch dan 

distribution switch. Berikut disampaikan laporan pemeliharaan perangkat aktif di 

tahun 2021:  

No  Perangkat  Jumlah perangkat Aktif  
1  Wifi  123 Unit  

2  Switch  116 Unit  
3  Distribution Switch  13 Unit  

 
 

b. Pemeliharaan Cabling LAN 

Ketersediaan jaringan yang handal merupakan suatu hal yang mutlak untuk 

mendukung pelayanan dan operasional di Badan POM. Namun demikian perlu 

diperhatikan berbagai kendala yang mungkin terjadi yang dapat mengganggu 

sistem jaringan tersebut. Semua perangkat sistem jaringan Fiber Optic dan UTP 

yang ada harus dapat berfungsi dan bekerja dengan baik dan benar, Kinerja dan 

stabilitas jaringan Fiber Optic dan Kabel UTP harus terjaga dan meminimalkan 

�N�H�P�X�Q�J�N�L�Q�D�Q���W�H�U�M�D�G�L�Q�\�D���³�'�R�Z�Q���7�L�P�H�´�����.�H�V�D�G�D�U�D�Q���D�N�D�Q���S�H�U�O�X�Q�\�D���V�X�D�W�X���P�H�W�R�G�R�O�R�J�L��

dan pelaksanaan pemeliharaan Fiber Optic dan Kabel UTP yang terprogram dan 
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berkesinambungan, merupakan faktor yang sangat penting untuk menjaga kinerja 

jaringan tersebut. 

sistem informasi yang lengkap terdiri dari infrastruktur jaringan hardware, Software 

dan perangkat pendukung lainnya. Dimana setiap komponen komponen tersebut 

saling melengkapi dan saling mendukung dalam menjalankan sebuah lembaga 

atau perusahaan. Infrastruktur jaringan meliputi sistem transmisi data baik secara 

nirkabel ataupun secara konvensional dengan kabel data. Serta peralatan jaringan 

pada sisi LAN dan WAN seperti router, switch dan modem, pada sisi hardware 

meliputi PC, laptop dan lainnya. Untuk software meliputi sistem operasi di 

komputer dan server ataupun aplikasi khusus yang dikembangkan sendiri sebagai 

penunjang proses kerja pada suatu lembaga. Setelah seluruh aspek penunjang 

sistem informasi sudah lengkap dan dapat digunakan, maka selanjutnya adalah 

proses pemeliharaan sistem informasi tersebut agar dapat selalu berjalan dengan 

baik, dimana dalam hal ini pengecekan kondisi dilakukan pada media transmisi 

data atau sistem pengkabelan maupun fiber optic, karena sistem pengkabelan 

merupakan salah satu hardware yang sangat berpengaruh pada kelangsungan 

user dalam mengakses sistem informasi dalam suatu lembaga, hal ini menunjukan 

bahwa pemeliharaan jaringan adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan 

demi menunjang kelancaran proses kerja di sebuah kantor. Tujuan pekerjaan 

pemeliharaan jaringan Kabel Fiber Optic dan UTP pada Sistem Jaringan LAN di 

Badan POM adalah untuk memelihara, menjaga, memperbaiki dan meningkatkan 

performasi sistem jaringan yang ada. Adapun pemeliharaan yang dilakukan 

diantaranya:  

1) Topologi Fiber Optic Badan POM 

Badan POM telah menggunakan jenis kabel fiber optic dengan tipe single 

mode 9 micron. Penggunaan tipe ini dapat digunakan untuk jarak antar switch 

maksimal 10 km dengan kecepatan 10 GB.  
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2) Melakukan Pengecekan Fiber Optic 

Pengecekan fiber optic pada setiap titik pemesanan fiber optic, adapun alat 

yang digunakan untuk melakukan pengecekan terhadap kondisi fiber optic 

yaitu FLUKE Meter, berikut ini adalah bagaimana cara melakukan pengecekan 

atau pemeliharaan fiber optic:  

a) Pemeliharaan Rutin 

Pemeliharaan rutin terdiri dari 2 bagian yaitu: 

i. Pengecekan Manhole/Handhole 

Pengecekan untuk menghindari gangguan pada titik sambung (joint 

closure) akibat masuknya air/lumpur pada Manhole/Handhole dan 

menghilangnya tanda-tanda yang terdapat pada kabel pada 

Manhole/Handhole. 

ii. Pengukuran core  

Pengukuran core untuk Mendeteksi peningkatan loss kabel (Db/km), 

peningkatan loss pada titik sambung, dan kerusakan fisik serat optik 

(lokalisir gangguan). 

 
b) Pemeliharaan Insidentil 

Pemeliharaan Insidentil juga dibagi menjadi dua, yaitu:  

i. Pemeliharaan Perangkat SKSO/OLTE.  

Pada kondisi operasi normal (tidak terjadi gangguan sistem). Pada 

waktu terjadi gangguan pada sistem perangkat, untuk mengatasi hal ini 

maka modul yang mengalami alarm segera diganti. 

ii. Pemeliharaan Jaringan Kabel Optic  

Pemeliharaan dadakan pada kabel serat optik terjadi apabila kabel serat 

optik yang digunakan sebagai media transmisi terputus. Putusnya kabel 

serat optik ini dapat terjadi karena beberapa faktor, yaitu gesekan 

benang, proyek pembangunan, dan kegiatan pegawai.  

 
c) Melakukan Pengecekan Kelayakan Kabel Jaringan 

Kelayakan suatu kabel UTP juga sangat penting dalam suatu jaringan, 

kabel UTP yang sudah tidak layak akan berpengaruh terhadap koneksi 

yang didapatkan oleh komputer yang tersambung tersebut dan dampak 

yang terjadi jika kelayakan kabel UTP sudah tidak baik yaitu koneksi yang 

melambat, sering terjadinya putus sambung koneksi bahkan jika benar 

kabel UTP sudah tidak layak pakai akan mengakibatkan putus koneksi 

jaringan pada komputer tersebut, maka setelah melihat efek dari hal 

tersebut pemeliharaan kelayakan kabel UTP sangatlah penting, badan 

pom yang memiliki ratusan jaringan dengan kabel UTP dengan lokasi kabel 
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UTP yang bervariasi dengan tidak kelayakan yang tidak dapat diperkirakan 

oleh jangka waktu dengan itu Badan POM secara rutin melakukan 

pengecekan tersebut. 

 
d) Melakukan Perbaikan Kerusakan Kabel Jaringan 

Kabel UTP (Unshielded Twisted Pair) adalah suatu kabel yang digunakan 

sebagai media penghubung antar komputer dan peralatan jaringan (hub 

atau switch). Dibandingkan dengan kabel lain kabel UTP merupakan kabel 

yang sering di pakai untuk membuat jaringan komputer. Kabel ini berisi 

empat pasang (pair) kabel yang tiap pair  dibelit (twisted) atau disusun 

spiral atau saling berlilitan. Keempat pasang kabel (delapan kabel) yang 

menjadi isi kabel berupa kabel tembaga tunggal yang berisolator. Kabel ini 

tidak dilengkapi dengan pelindung (unshielded) sehingga kurang memiliki 

ketahanan terhadap interferensi elektromagnetik. Perbaikan kabel UTP 

dilakukan di Badan POM dengan cara melakukan penggantian kabel UTP 

maupun konektor RJ45 sebagai konektor dari kabel UTP ke komputer. 

 
e) Topologi Kabel UTP Badan POM 

Topologi merupakan suatu denah atau konsep untuk menghubungkan 

beberapa atau banyak perangkat komputasi sekaligus menjadi satu 

jaringan yang saling terkoneksi, dalam setiap topologi jaringan akan 

berbeda dari segi kecepatan pengiriman data dan proses pemeliharaannya, 

dalam hal ini topologi yang digambarkan adalah topologi yang ada di Badan 

POM yang menggunakan perantara kabel UTP. 

 
f) Melakukan Pengecekan Kabel UTP 

Pengecekan kabel UTP pada setiap komputer atau laptop dilakukan 

menggunakan LAN Tester yang bertujuan menunjukkan kabel UTP 

terkoneksi dengan baik atau tidak pada setiap susunan kabel yang ada 

pada UTP, karena jika salah satu kabel yang ada di dalam UTP tidak 

terkoneksi dengan baik maka dipastikan koneksi pada kabel UTP tersebut 

tidak dapat bekerja dengan maksimal atau dapat dikatakan rusak. Denah 

titik kabel UTP per Gedung yang ada di Badan POM. 

 
g) Perapihan Kabel UTP pada Ruang Server 

Perapihan kabel pada ruangan data center bertujuan untuk mempermudah 

dalam mendeteksi kabel yang masih layak pakai dan tidak layak pakai, 

adapun tujuan lain dari perapihan kabel pada ruang server yaitu 

mempermudah dalam mendeteksi jalur kerusakan kabel jika suatu saat 
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terjadi kerusakan pada kabel yang ada di ruang server sehingga 

meminimalisir waktu pengerjaan perbaikan kabel. 

   
 

h) Perapihan Kabel UTP pada Ruang Switch per Gudang 

Perapihan kabel pada ruangan Switch pergedung bertujuan untuk 

mempermudah mendeteksi kabel yang masih  layak pakai dan tidak layak 

pakai, adapun tujuan lain dari  perapihan kabel pada ruang Switch 

pergedung yaitu  mempermudah dalam mendeteksi jalur kerusakan kabel 

jika suatu  saat terjadi kerusakan pada kabel yang ada di ruang Switch 

pergedung, sehingga meminimalisir waktu pengerjaan perbaikan kabel. 

   
 
 

c. Pemeliharaan Komputer dan Kelengkapannya di Lingkungan Badan POM 

Pemeliharaan Komputer dan Kelengkapaannya di Lingkungan Badan POM 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai bagian dari ilmu pengetahuan 

dan teknologi secara umum adalah semua teknologi yang berhubungan dengan 

pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran dan 

penyajian informasi. Jika dilihat pada saat sekarang ini perkembangan teknologi 

informasi terutama di Indonesia semakin berkembang. Dengan adanya teknologi 

informasi dan komunikasi dapat memudahkan kita untuk belajar dan mendapatkan 

informasi yang kita butuhkan dari mana saja, kapan saja, dan dari siapa saja. 

Untuk mendukung pelayanan publik di Badan POM, perkembangan teknologi 

informasi mulai dirasa mempunyai dampak positif karena dengan berkembangnya 

teknologi informasi pelayanan publik di Badan POM semakin lebih baik. Informasi 

melalui media internet, bisa menjadi salah satu kunci yang mempunyai standar 
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yang sama dengan negara lain. Peran Pemerintah sangat di harapkan untuk 

meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi di Indonesia. Pemerintah diharapkan menyamaratakan 

perkembangan teknologi informasi di semua daerah di negara ini. Pemerintah 

diharapkan dapat membantu penyampaian proses informasinya masih minim dan 

tidak hanya fokus pada daerah atau kota kota besar aja seperti terjadi pada saat 

sekarang ini, karena pada kenyataannya peran daerah dalam mendukung 

perkembangan teknologi informasi sangat lah penting. Pentingnya dilakukan 

pemeliharaan komputer di lingkungan Badan POM untuk mendukung pelayanan 

publik di lingkungan BPOM. Pemeliharaan komputer dan kelengkapannya ada 

yang secara rutin dilakukan setiap bulannya dan ada penanganan yang dilakukan 

berdasarkan keluhan dari pengguna komputer di seluruh unit Pusat Badan POM. 

Sepanjang tahun 2021, Pusdatin melakukan penanganan keluhan sebanyak 1491 

keluhan di seluruh unit Pusat Badan POM dan untuk pemeliharaan rutin sebanyak 

3900. Berikut disampaikan rincian sebagai berikut: 

No Bulan  Jumlah Keluhan  Jumlah Pemeliha raan Rutin  
1 Januari 141 325 
2 Februari 161 325 
3 Maret 195 325 
4 April 125 325 
5 Mei 126 325 
6 Juni 132 325 
7 Juli 72 325 
8 Agustus 103 325 
9 September 95 325 
10 Oktober 111 325 
11 November 127 325 
12 Desember 103 325 

Total  1491 3900 
 
Bidang Infrastruktur TIK melakukan monitoring terhadap keluhan yang masuk 

setiap bulannya. Total Pemeliharaan Komputer dan Kelengkapannya yang sudah 

ditindaklanjuti yaitu 1491. Sementara total pemeliharaan rutin yang dilakukan 

untuk tahun 2021 yaitu 3900. 

 
d. Pemeliharaan Perangkat Pendukung Data Center 

Badan POM mempunyai Data Center di Gedung Pusat Data dan Informasi 

(PUSDATIN) lantai 2, dimana memang lantai tersebut digunakan hanya untuk 

keperluan Data Center dan perangkat pendukung dan bukan untuk tempat kerja. 

Data Center di Badan POM saat ini dilengkapi dengan persedian electrical yang 

memadai, dengan tenaga HV/AC yang cukup baik untuk menjamin kelangsungan 

perangkat yang terus diakses setiap hari 24 jam. Oleh karena itu diperlukan 

langkah-langkah perawatan dari sistem pendukung Data Center yang terjadwal 

dengan baik dan dilakukan oleh tenaga ahli yang kompeten dalam bidang 
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tersebut. Data Center Badan Pengawas Obat dan Makanan dilengkapi dengan 

Sistem Pendukung sebagai berikut: 

1) Sistem Tata Udara (HV/AC); 

2) Uninterruptible Power Supply (UPS); dan 

3) Sistem Electrical (Kelistrikan)  

Pemeliharaan yang rutin dilakukan setiap bulannya terhadap perangkat 

pendukung data center yaitu pada perangkat HVAC, baterai UPS dan perangkat 

listrik. Berikut disampaikan monitoring pemeliharaan infrastruktur perangkat 

pendukung data center pada tahun 2021: 

No Perangkat  Jumlah Pemeliharaan Rutin  
1 HVAC 5 Unit 
2 UPS 4 Unit 
3 Listrik 2 Panel Listrik 
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IKU 2 PERSENTASE DATA DAN INFORMASI YANG MUTAKHIR  
Dalam perhitungan Presentase Data dan Informasi yang Mutakhir terdapat 2 (dua) 

komponen yang dihitung, yaitu dashboard Operational Center terpenuhi (100%) + Target 

layanan perpustakaan terpenuhi (100%).  

1. Pengembangan Data dan Informasi pada Badan POM Operational Center 

Badan POM Operational Center (BOC) merupakan fasilitas memiliki fungsi dalam 

Crisis Management dan Business Continuity Management. Badan POM Operational 

Center dibangun untuk mendukung tindakan tanggap darurat, action plan untuk 

perbaikan dan pemulihan, serta langkah penyediaan informasi publik. Dengan kata 

lain, Badan POM Operational Center bermanfaat dalam melakukan monitoring dan 

evaluasi kinerja dan proses bisnis pengawasan obat dan makanan di Badan POM, 

serta dukungan strategis pimpinan dalam pengambilan keputusan. 

Badan POM Operational Center memuat dashboard informasi yang mengandung 

data strategis dari seluruh unit pusat di Badan POM. Untuk meningkatkan kualitas 

dashboard Badan POM Operational Center, pada tahun 2021 telah dilakukan 

pemeliharan sistem Badan POM Operational Center yang termasuk penyempurnaan 

dashboard Badan POM Operational Center baik kualitas maupun kuantitas, dan 

penambahan muatan informasi sehingga semua data strategis yang dimiliki oleh 

Badan POM dapat diakses oleh pimpinan secara langsung dan terpadu melalui 

Badan POM Operational Center. 

BPOM Operational Center juga melakukan penyempurnaan pada fungsi dashboard 

monitoring capaian indeks pengelolaan data dan Informasi UPT yang optimal, 

pengembangan aplikasi Walls IO Badan POM, serta pengembangan dashboard 

Kinerja Pusdatin. Pada tahun 2021 juga dilakukan pekerjaan Redesign Backend 

Aplikasi dan Dashboard Badan POM Operational Center. 

a. Pemeliharaan Sistem Badan POM Operational Center 

Hasil dari kegiatan pemeliharaan aplikasi Badan POM Operational Center adalah 

sebagai berikut: 

1) Tersedianya petugas onsite di ruang Badan POM Operational Center setiap 

harinya 

2) Aliran data dari aplikasi sumber data unit kerja teknis ke Badan POM 

Operational Center dapat berjalan optimal setiap hari 

3) Validasi kesesuaian visualisasi data dengan sumber data pada aplikasi unit 

kerja teknis 

4) Perbaikan error pada aplikasi dan dashboard Badan POM Operational Center 

5) Log aktivitas pengguna aplikasi Badan POM Operational Center direkam dan 

dapat diolah menjadi data statistik, serta ditinjau untuk menilai efektivitas 

aplikasi dan kemungkinan pengembangan selanjutnya 
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Gambar Form Pengecekan Aliran Data Harian Pada Badan POM Operational Center 

 

 
Gambar Form Pengecekan Aliran Data Harian Pada Badan POM Operational Center 

 
b. Penambahan Dashboard Badan POM Operational Center 

Dashboard Badan POM Operational Center merupakan aplikasi untuk melakukan 

monitoring bisnis proses di Badan POM secara keseluruhan dengan menampilkan 

informasi strategis secara komprehensif visualisasi grafik, tabel, dan peta. Data 

dan Informasi yang ditayangkan pada dashboard Badan POM Operational Center 

relatif real-time, di mana Badan POM Operational Center secara umum 

memanfaatkan datalake sebagai sumber data yang akan divisualisasikan ke 

dalam dashboard.  
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Pertimbangan pemanfaatan repository data pada datalake sebagai sumber data 

di Badan POM Operational Center ini juga tidak lain adalah sebagai salah satu 

upaya mitigasi, di mana jika aplikasi sumber mengalami kendala (down), tayangan 

data dan Informasi pada dashboard Badan POM Operational Center tidak akan 

terganggu. Penentuan substansi data dan informasi yang ditayangkan pada 

Dashboard melibatkan kebutuhan pimpinan Badan POM dan unit teknis terkait 

sebagai penghasil atau produsen data, di mana yang ditampilkan adalah data dan 

informasi strategis yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan pemantauan dan 

evaluasi kinerja, serta meningkatkan kualitas layanan di Badan POM. 

Adapun dashboard informasi baru yang telah dikembangkan pada tahun 2021, 

adalah: 

1) Dashboard Portal Pengawasan Obat dan Makanan Pada Masa Pandemi 

Covid-19: 

a) Peta Sebaran Stok Obat Pada Masa Pandemi Covid-19 (Direktorat 

Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP) 

b) Stok Obat Berdasarkan Produk dan Industri Farmasi Pendaftar (Direktorat 

Pengawasan Produksi ONPP)  

c) Data Persebaran Stok Suplemen Kesehatan (Direktorat Pengawasan Obat 

Tradisional dan Suplemen Kesehatan) 

d) Data Intensifikasi Sarana Pelayanan Kefarmasian Pengelolaan Vaksin 

Covid-19 (Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP) 

e) Data Pengawalan Sarana Distribusi Pengelolaan Vaksin Covid-19 

Kota/Kabupaten (Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP) 

f) Data Pengawalan Sarana Distribusi Pengelolaan Vaksin Covid-19 Provinsi 

(Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP) 

g) Peta Sebaran Stok Vaksin di Sarana Pelayanan (Direktorat Pengawasan 

Distribusi dan Pelayanan ONPP)  

2) Dashboard Notifikasi Diseminasi Peraturan Perundangan Obat dan Makanan 

(Direktorat Standardisasi ONPPZA) 

3) Dashboard Profil Peraturan, Standar dan Pedoman Obat Tradisional, 

Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Direktorat Standardisasi Obat 

Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik) 

4) Dashboard Sertifikasi Hygiene dan Sanitasi (Direktorat Pengawasan Produksi 

Pangan Olahan) 

5) Dashboard Rawan Kasus (Direktorat Cegah Tangkal) 

6) Dashboard Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional �± Hasil Uji 

Sampel Covid-19 (Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan 

Nasional) 
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7) Dashboard Monitoring Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT Yang 

Optimal (Pusat Data dan Informasi Obat) 

 
Sedangkan Dashboard dalam bentuk Informasi geospasial yang telah 

dikembangkan di tahun 2021 adalah: 

1) WebGIS BPOM: Peta Sebaran Kesiapan Alat PCR Pada Laboratorium 

Pengujian Sampel Covid-19 (Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan 

Makanan Nasional) 

2) WebGIS BPOM: Peta Sebaran Risiko Penularan Covid-19 (Pusat 

Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional) 

3) WebGIS BPOM: Peta Sebaran Distribusi Vaksin Covid-19 (Direktorat 

Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP) 

4) WebGIS BPOM: Peta Sebaran Pelaku Usaha Kosmetik yang Terdaftar di 

BPOM (Direktorat Pengawasan Kosmetik) 

5) WebGIS BPOM: Peta Sebaran Pelaku Usaha Obat Tradisional dan Suplemen 

Kesehatan yang Terdaftar di BPOM (Direktorat Pengawasan Obat Tradisional 

dan Suplemen Kesehatan) 

6) WebGIS BPOM: Peta Sebaran Pelaku Usaha Pangan Olahan yang Terdaftar 

di BPOM (Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan) 

7) WebGIS BPOM: Peta Sebaran Pasar Aman Pangan (Direktorat 

Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan) 

8) WebGIS BPOM: Indikator Keamanan Pangan (Direktorat Pemberdayaan 

Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan) 

 
Dashboard Informasi baru tersebut ditambahkan ke dalam daftar dashboard 

Informasi strategis yang dapat diakses pimpinan, serta unit kerja teknis yang 

berkaitan. Tidak hanya pengembangan dashboard baru, terhadap dashboard 

existing pun dilakukan penyempurnaan yang berkelanjutan. 

 
Gambar Dashboard Portal Pengawasan Obat dan Makanan Pada Masa Pandemi Covid-19 
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Gambar Peta Sebaran Stok Obat Pada Masa Pandemi Covid-19 

 

 
Gambar Stok Obat Berdasarkan Produk dan Industri Farmasi Pendaftar 

 

 
Gambar Data Persebaran Stok Suplemen Kesehatan 
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      Gambar Data Intensifikasi Sarana Pelayanan Kefarmasian Pengelolaan Vaksin Covid-19 

 

 
        Gambar Data Pengawalan Sarana Distribusi Pengelolaan Vaksin Covid-19 Kota/Kabupaten 

 

 
       Gambar Data Pengawalan Sarana Distribusi Pengelolaan Vaksin Covid-19 Provinsi 

 



 

126 
 

 
Gambar Peta Sebaran Stok Vaksin di Sarana Pelayanan 

 

 
Gambar Penambahan Layer Informasi Pada WebGIS Badan POM 

 
c. Penyempurnaan Dashboard Badan POM Operational Center 

Tidak hanya pengembangan dashboard baru, terhadap dashboard existing pada 

Badan POM Operational Center pun dilakukan penyempurnaan yang 

berkelanjutan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas visual data dan 

informasi yang disajikan. Tidak hanya itu. Terhadap aplikasi BPOM Operational 

Center pun dilakukan penyempurnaan atau improvement untuk meningkatkan 

kenyamanan pengguna aplikasi dashboard Badan POM Operational Center. 

Beberapa improvement yang dilakukan terhadap sistem dan dashboard Badan 

POM Operational Center existing antara lain adalah: 

1) Pengembangan aplikasi dan dashboard menjadi responsif, di mana tampilan 

dapat menyesuaikan pada browser perangkat tablet pengguna 

2) Pengembangan dashboard Informasi strategis dalam visualisasi yang 

terintegrasi dan interaktif menggunakan software Business Intelligence 

Tableau 

3) Redesign aliran data sehingga diambil dari datalake, dan tidak langsung 

dialirkan dari SILO database (kecuali data manual melalui online spreadsheet). 
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Gambar Tampilan Dashboard Pengawasan Distribusi ONPP Sebelum [kiri] dan Setelah [kanan] 

Penyempurnaan melalui Tableau �± Tampilan Pada Gawai Tablet 
 

  
Gambar Tampilan Dashboard Statistik Pemberitaan Badan POM Sebelum [kiri] dan Setelah 

[kanan] Penyempurnaan melalui Tableau �± Tampilan Pada Gawai Tablet 
 

  
Gambar Tampilan Dashboard Layanan Registrasi Pangan Olahan Sebelum [kiri] dan Setelah 

[kanan] Penyempurnaan melalui Tableau �± Tampilan Pada Gawai Tablet 
 

d. Redesign Backend Aplikasi dan Dashboard Badan POM Operational Center 

Badan POM Operational Center adalah salah satu fasilitas yang diperlukan oleh 

Badan POM dalam menjalankan Crisis Management atau Business Continuity 

Management. Badan POM Operational Center adalah sebuah sarana lengkap 

dengan infrastruktur yang diperlukan seorang pemimpin untuk mengambil 

keputusan mengkoordinasi, memonitor dan mengontrol seluruh tindakan yang 

diperlukan sebagai respon terhadap krisis yang dihadapi Badan POM, meliputi 

tindakan tanggap darurat, action plan untuk perbaikan dan pemulihan dan langkah 

penyediaan informasi publik. 
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Badan POM Operational Center (d.h Badan POM Command Center) 

menayangkan dashboard yang memuat data dan informasi strategis dari seluruh 

unit di Badan POM. Untuk meningkatkan kualitas sistem dan Informasi pada 

dashboard Badan POM Operational Center, serta menindaklanjuti perubahan 

nama dari semula Badan POM Command Center menjadi Badan POM 

Operational Center sesuai arahan Ibu Kepala Badan POM, redesign aplikasi 

backend dan dashboard perlu dilakukan. 

Pada tahun 2021 telah dilakukan redesign aplikasi backend dan dashboard Badan 

POM Operational Center. Di mana, aplikasi Badan POM Operational Center 

mengalami perubahan mulai dari tampilan, alur data, hingga pengembangan 

modul-modul yang tujuannya adalah untuk dapat memberikan layanan data dan 

Informasi strategis yang lebih optimal, serta memberikan kenyamanan lebih bagi 

pengguna aplikasi. 

Secara backend, aplikasi Badan POM Operational Center juga mengalami 

redesign yang sangat signifikan, yaitu dari yang dahulu dikembangkan dengan 

framework CodeIgniter, kini aplikasi Badan POM Operational Center beralih 

menggunakan framework Laravel. Sementara itu, Bahasa pemrograman yang 

digunakan tetap menggunakan PHP, namun pada redesign ini telah 

dimutakhirkan, yaitu dengan digunakannya versi PHP terbaru. Perubahan 

framework dan pemutakhiran Bahasa pemrograman pada aplikasi Badan POM 

Operational Center tidak lepas dari pertimbangan atas kebutuhan untuk 

meningkatkan keamanan sistem. 

Adapun modul dan fitur baru yang menjadi hasil dari redesign aplikasi Badan POM 

Operational Center adalah sebagai berikut: 

1) Portal 

a) Header Page / Banner Page 

b) Content Page 

c) Info Contact 

d) Login Menu 

i. Single Sesion 

ii. Captcha 

iii. Reset Password 

iv. Login (single session) 

2) Dashboard Management 

a) Dashboard Overview 

i. Dashboard Aktif 

ii. Top 5 Dashboard most visit 

iii. Top 5 Pengguna Pusat 

iv. Top 5 Pengguna UPT 

v. Statistik Jumlah Login Akun perhari 
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b) Menu Dashboard Unit 

i. List Dashboard Aktif 

ii. Membuat tombol show dan info dashboard 

iii. Fitur search dan filter 

3) User Management 

a) Master Role 

i. CRUD Management Role 

ii. Fitur Search, filter dan export 

b) Master User 

i. Fungsi untuk Login Sebagai Akun terdaftar 

ii. CRUD Manejemen User 

iii. Fitur Search, filter dan export 

c) User Akses 

i. CRUD Management User 

ii. Fitur Search, filter dan export 

4) Master Data Management 

a) Master Unit 

i. CRUD Management nama unit 

ii. Fitur Search, filter dan export 

b) Master PIC Unit 

i. CRUD Management PIC Unit 

ii. Fitur Search, filter dan export 

c) Menu Data Unit 

i. Form Pernyataan Verifikasi Data 

ii. List History Verifikasi Data 

iii. Fitur search dan filter 

5) Profile 

a) Menu Edit Password 

i. Form Edit Password 

ii. History 

6) Ticket 

a) Menu Ticketing System 

i. Form pengajuan permasalahan 

ii. Fitur search dan filter 

b) Ticketing System 

i. Dashboard Ticket 

ii. Penerima ticket sesuai dengan daftar master dashboard 

iii. Notifikasi ticket 

iv. CRUD ticket untuk input tanggal deadline 

v. Fitur Search, filter dan export 

7) Content Management 

a) Master Konten 

i. CRUD Manajemen Konten 

ii. Fitur Search, filter dan export 
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b) Master Banner atau Header 

i. CRUD Banner atau Header Page 

ii. Fitur Search, filter dan export 

c) Master F&Q 

i. CRUD Manajemen F&Q 

ii. Fitur Search, filter dan export 

d) Main Menu 

i. Konten yang telah di-upload oleh Administrator dan F&Q tentang 

BOC 

8) Operasional BOC 

a) Operasional Ruang BOC 

i. CRUD Status Operational Ruang BOC (log Penginputan) 

ii. Form penginputan barang untuk ruang BOC 

iii. Fitur Search, filter dan export 

9) Logs 

a) Log Akses 

i. Fitur Search, filter dan export 

10) Agenda 

a) CRUD Manajemen Agenda 

b) Fitur Search, filter dan export 

11) Buku Tamu 

a) CRUD Manajemen Buku Tamu (salah satunya form input tanda tangan) 

b) Fitur Search, filter dan export 

12) Tampilan aplikasi dan dashboard responsif dengan berbagai perangkat 

(laptop, smartphone, tablet, dll) 

13) Dashboard dibuat responsif 

14) Menyediakan fungsi untuk menampilkan dashboard kegiatan pengawasan 

obat dan makanan yang dibuat dengan tableau dan memberikan asistensi 

pembuatan dashboard yang datanya telah tersedia di Hive datalake 

15) Riwayat akses pengguna ketika akses suatu menu ataupun dashboard 

 
Gambar Halaman Portal Aplikasi BPOM Operational Center Setelah Redesign �± Menu Beranda 
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Gambar Halaman Portal Aplikasi BPOM Operational Center  

Setelah Redesign �± Menu Tentang Kami 
 

 
Gambar Halaman Portal Aplikasi BPOM Operational  

Center Setelah Redesign �± Menu Tanya Jawab 
 

 
Gambar Halaman Portal Aplikasi BPOM Operational Center Setelah  

Redesign �± Aplikasi Publik dan Media Sosial 
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Gambar Halaman Login Aplikasi BPOM Operational Center Setelah  

Redesign dengan Penambahan Fitur Captcha 
 

 
Gambar Halaman Dashboard Overview Aplikasi BPOM 

Operational Center Pada Akses Pengguna 
 

 
Gambar Halaman Dashboard Unit Pada Akses Pengguna Setelah Redesign  

Dapat Menampilkan Thumbnail Dashboard Utama Unit Dengan  
Dashboard Komplementer Ditampilkan Dalam Bentuk Daftar 
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Gambar Halaman Profil Pengguna Pada Aplikasi BPOM  

Operational Center Dengan Fitur Pemutakhiran Data Mandiri 
 

 
Gambar Menu Operasional Harian Badan POM Operational Center  

Merupakan Pengembangan Fitur Dari Yang Semula Berupa  
Form Ceklis Berbasis Kertas 

 

 
Gambar Tampilan Menu Master Dashboard Setelah Dilakukan Redesign 
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Gambar Sistem Ticketing Untuk Tindak Lanjut Permohonan dan  

Masukan/Permasalahan Ajuan Unit Terhadap Dashboard Merupakan  
Salah Satu Inovasi Pada Redesign Badan POM Operational Center 

 

 
Gambar Form Verifikasi PIC Unit Pada Redesign Badan POM Operational Center 

 

 
Gambar Fitur Kalender Pada Badan POM Operational Center  

untuk Menunjang Penjadwalan Kegiatan Kunjungan Tamu  
ke Ruang Badan POM Operational Center 
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Gambar Fitur Daftar Agenda Pada Badan POM Operational Center  

untuk Menunjang Penjadwalan Kegiatan Kunjungan Tamu  
ke Ruang Badan POM Operational Center 

 

 
Gambar Fitur Buku Tamu Pada Badan POM Operational Center 

merupakan Pengembangan Fitur dari Buku Tamu Fisik 
 Berbasis Kertas Menjadi Sistem Digital 

 
Selain redesign secara aplikasi, mekanisme alur data Badan POM Operational 

Center juga mengalami redesign. Tujuannya, tidak lain adalah untuk meningkatkan 

layanan data dan Informasi pada Badan POM Operational Center, serta efektivitas 

aliran data. 

Sebelum dilakukan redesign, aliran data diambil langsung dari aplikasi sumber 

data. Selama implementasi mekanisme alur ini, telah terjadi beberapa kali kasus 

yang menyebabkan aplikasi sumber menjadi lambat karena terlalu banyak request 

pernarikan data dari Badan POM Operational Center ke server aplikasi sumber. 

Data yang dialirkan unit teknis adalah data hasil pengolahan oleh unit teknis dan 

sifatnya terbatas, sehingga Tim Badan POM Operational Center Pusat Data dan 

Informasi Obat dan Makanan terkendala untuk mengeksplorasi lebih jauh data 

strategis yang terdapat di unit teknis. Unit teknis juga dapat mengubah aliran data 

sendiri tanpa sepengetahuan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang 

berdampak pada tampilan data di Badan POM Operational Center tidak akurat. 
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Gambar Mekanisme Alur Data Badan POM Operational Center sebelum Redesign 

 
Setelah dilakukan redesign, data BOC dialirkan dari datalake. Datalake 

merupakan repository data di Badan POM, di mana sumber data dalam datalake 

berasal dari silo aplikasi yang ada di Badan POM. Di dalam datalake dilakukan 

proses ETL, agar data siap digunakan untuk kebutuhan informasi. Akses database 

silo aplikasi yang diberikan ke Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan oleh 

unit teknis adalah akses view database, sehingga Pusat Data dan Informasi Obat 

dan Makanan memiliki akses tinjau data secara keseluruhan. Data yang akan 

diintegrasikan dilakukan proses ETL, dan setelah siap Tim Badan POM 

Operational Center dapat menganalisis lebih banyak data unit untuk dieksplorasi 

menjadi visualisasi Informasi strategis. Data yang dialirkan ke datalake juga 

dilakukan cleansing, sehingga untuk saling mengintegrasikan data lebih 

memungkinkan karena struktur data yang telah terstandar. 

 
Gambar Mekanisme Alur Data Badan POM Operational Center setelah Redesign 

 
e. Pengembangan Aplikasi Walls IO Badan POM (BOC Social Media/Dashboard) 

Tidak terpaku pada monitoring kegiatan penerbitan izin edar, pengujian, dan 

pengawasan obat dan makanan, kiprah Badan POM di dunia maya dalam 

menggaet dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan obat 

dan makanan pun perlu dipantau dan dievaluasi. Media sosial merupakan salah 

satu instrumen yang dimanfaatkan oleh Badan POM sebagai salah satu media 

untuk meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat akan obat dan makanan 
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aman. Pemanfaatan medua sosial untuk dalam Komunikasi, Informasi, dan 

Edukasi, serta penyebaran Informasi penting lainnya merupakan hal yang praktis 

dan sederhana. 

Saat ini Badan POM memiliki akun resmi pada lebih dari satu platform media sosial 

yang digunakan untuk membagikan Informasi dan edukasi kepada masyarakat. 

Selain itu,  Oleh karena itu, diperlukan suatu tools yang dapat memonitor seluruh 

konten kiriman (posting) yang dimuat di setiap akun media sosial resmi Badan 

POM secara komprehensif, seperti Sistem Walls IO Badan POM. 

Sistem Walls IO Badan POM sendiri dikembangkan dengan maksud untuk 

memudahkan monitoring konten kiriman (posting) pada skun resmi Badan POM di 

berbagai platform media sosial, serta menyediakan tools bagi pimpinan agar dapat 

memantau konten kiriman (posting) media sosial resmi Badan POM yang 

dibagikan ke masyarakat. Sistem Walls IO Badan POM merupakan sistem 

komplementer pada keseluruhan sistem Badan POM Operational Center. Oleh 

karena itu, pengembangan dan pemanfaatannya tidak lepas dari bisnis proses 

yang ada pada Badan POM Operational Center. 

Pada tahun 2021, telah dilaksanakan pengembangan sistem Walls IO Badan POM 

sesuai dengan kebutuhan, serta sasaran dan tujuan pengembangannya. Hasil dari 

pengembangan itu adalah sebuah sistem untuk memantau seluruh konten media 

sosial resmi Badan POM, dengan fitur dan fungsi penunjang seperti: 

1) Layout tampilan yang digunakan berbentuk kotak sehingga proporsi tampilan 

menarik dan nyaman dilihat 

2) Notifikasi informasi masa update status yang dikirim (posting), serta informasi 

nama akun media sosial 

3) Tampilan status yang dikirim (posting) selama 10 hari terakhir 

4) Fitur detail status dan link ke tampilan media sosial aslinya 

5) Pengurutan tampilan Informasi dari status terbaru 

6) Fitur Sort by (berdasarkan : terbaru, paling banyak interaksi, paling sedikit 

interaksi) 

7) Content Manajemen 

a) Login Admin 

b) Ubah token media sosial yang ditampilkan 

c) Edit limit post yang ditampilkan 

d) Status Aktif dan nonaktif media sosial (contoh : jika instagram aktif, namun 

facebook dan twitter nonaktif, post yang muncul hanya yang berasal dari 

instagram) 

e) Logout 

8) Mengarahkan post (directing) ke halaman web media sosial terkait 
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Saat ini, media sosial yang ditampilkan di Walls IO Badan POM di antaranya 

adalah Facebook, Instagram, dan twitter. Namun tidak menutup kemungkinan 

untuk menampilkan dari platform media sosial lainnya di masa mendatang.  

 
Gambar Tampilan Beranda Aplikasi Walls IO Badan POM 

 

 
Gambar Tampilan Salah Satu Post Pada Akun Sosial Media Badan POM  

Dilakukan Monitor Melalui Walls IO Badan POM 
 

f. Pengembangan Dashboard Kinerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan 

Badan POM Operational Center (d.h Badan POM Command Center) 

menayangkan dashboard yang memuat data dan informasi strategis dari seluruh 

unit di Badan POM. Sebagai salah satu unit pendukung proses bisnis di Badan 

POM, Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan memiliki tugas dan fungsi yang 

penting. Di samping itu, sebagai Unit Pengelola BPOM Operational Center yang 

menjadi salah satu sarana untuk unjuk performa bagi seluruh unit di BPOM, Pusat 

Data dan Informasi Obat dan Makanan juga perlu memiliki data dan Informasi 

kinerja yang ditayangkan pada dashboard. Oleh karena itu, pekerjaan 

Pengembangan Dashboard Kinerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan 

perlu dilakukan. 

Pada tahun 2021, telah dilaksanakan Pengembangan Dashboard Kinerja Pusat 

Data dan Informasi Obat dan Makanan, di mana dashboard ini menayangkan 

beragam capaian kinerja dan program yang ada di setiap fungsi atau kelompok 

substansi di Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan. Adapun maksud dan 
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tujuan dari kegiatan Pengembangan Dashboard Kinerja Pusat Data dan Informasi 

Obat dan Makanan adalah untuk memberikan kemudahan dalam melakukan 

monitoring kinerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan, menyediakan 

Laporan Serta-Merta bagi Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan, serta 

menjadikan sarana company promotion bagi Pusat Data dan Informasi Obat dan 

Makanan tentang bagaimana Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan dapat 

mendukung proses bisnis Unit Teknis Badan POM. 

Mengikuti jumlah fungsi atau kelompok substansi yang ada pada tahun 2021, 

Dashboard Kinerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan dibagi ke dalam 

lima kategori topik besar. Pada setiap topik besar, terdapat dashboard yang 

menayangkan capaian kinerja dan program yang dilakukan pada setiap fungsi, 

yaitu sebagai berikut: 

1) Tata Kelola Data dan Informasi: 

a) Layanan Ekspor Impor 
i. Jumlah SKI dan SKE per Hari  
ii. Jumlah Permasalahan Terselesaikan per Hari  
iii. Jumlah Akun Aktif e-BPOM  

b) Standar Data dan Datalake 
i. Jumlah Dokumen Standar Data  
ii. Jumlah Master Data yang Terdapat di  
iii. Jumlah Aplikasi yang Sudah Masuk ke Datalake  
iv. Unit yang Sudah dan Belum Memberikan Hak Akses Database  

2) Infrastruktur TIK 

a) Video Conference 
i. Jumlah Akun Zoom Aktif  
ii. Jumlah Akun Zoom yang Dimanfaatkan  
iii. Jumlah Permintaan Layanan Video Conference per Hari  

b) Email Corporate 
i. Jumlah Akun Email Personal  
ii. Jumlah Akun Email Unit  
iii. Jumlah Pengguna Aktif  
iv. Jumlah Pengguna Login per Hari (Terhitung per Waktu Login 

Terakhir).  
c) Cloud POM 

i. Jumlah Akun Cloud POM  
ii. Storage Capacity dan Usage Cloud  
iii. Jumlah Akses Login Cloud per Harinya (Terhitung per Waktu Login 

Terakhir).  
d) Data Center 

i. Jumlah Pengunjung Data Center per Bulan  
ii. Jumlah Server Fisik yang ada di Data Center  
iii. Jumlah Domain Terdaftar Aktif  

e) DRC/Disaster Recovery Center 
i. Jumlah Server Fisik yang ada pada DRC  
ii. Jumlah Aplikasi yang Sudah ada di DRC 
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f) Layanan TIK 
i. Jumlah Keluhan TIK yang Masuk dan Tindak Lanjut (Daftar Detail 

Keluhan).  
ii. Layanan Antivirus  

3) Monitoring Traffic Sistem Informasi 

a) Layanan Sistem Informasi 
i. Jumlah Keluhan Masuk Terkait Sistem dan Tindak Lanjut  
ii. Jumlah Permohonan Informasi terkait Sistem dan Tindak Lanjut  

b) Pengembangan dan Pemeliharaan SI/ Sistem Informasi 
i. Jumlah Pengembangan Sistem Informasi Berjalan  
ii. Jumlah Pemeliharaan Sistem Informasi Berjalan  
iii. Persebaran UPT dan Jumlah Aplikasi yang Mereka Miliki 

4) Perencanaan dan Keamanan TIK 

a) Kegiatan SPBE 
i. Target Indeks  
ii. Realisasi Indeks Berdasarkan Assessment  

b) Kegiatan CISRT 
i. Hasil Penilaian Tingkat Keatangan Penanganan Insiden BPOM di 

Setiap Tahun  
ii. Laporan Insiden dari Tahun 2019 hingga Tahun 2021  

c) Kegiatan SIT/UAT 
i. Jumlah SIT yang Sudah Dilakukan  
ii. Jumlah UAT yang sudah Dilakukan  
iii. Jumlah SIT yang Berhasil  
iv. Jumlah SIT yang perlu Diulang  

5) Tata Usaha 

a) Laporan Kinerja dan Capaian 
i. Monev capaian Output Realisasi Fisik dan RKP  
ii. Undangan Rapat dari Luar Pusdatin per Hari 

 

 
Gambar Portal Dashboard Kinerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan 
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Gambar Dashboard Kinerja Kelompok Susbtansi Tata Kelola Data dan Informasi 

 

 
 

 
Gambar Dashboard Kinerja Kelompok Susbtansi Infrastruktur TIK 
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Gambar Dashboard Kinerja Kelompok Susbtansi Sistem Informasi 

 

 

 
Gambar Dashboard Kinerja Kelompok Susbtansi Perencanaan dan Keamanan TIK 
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Gambar Dashboard Kinerja Kelompok Susbtansi Perencanaan dan Keamanan TIK 

 

 
Gambar Dashboard Kinerja Sub Bagian Tata Usaha 

  
 

2. Layanan Perpustakaan BPOM 

Perpustakaan berkembang pesat seiring dengan perkembangan kehidupan 

masyarakat, kebutuhan akan pengetahuan, dan perkembangan teknologi informasi. 

Hal tersebut membawa dampak pengelompokan berbagai jenis perpustakaan, salah 

satunya adanya Perpustakaan Khusus. Perpustakaan Khusus berkembang karena 

tuntutan kebutuhan informasi lembaga induknya. Menurut UU No.43 tahun 2007 

tentang Perpustakaan, perpustakaan khusus diperuntukkan secara terbatas bagi 

pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga 

pendidikan keagamaan, rumah ibadah atau organisasi lainnya. Lingkup perpustakaan 

khusus adalah layanannya terbatas pada kelompok tertentu, dengan subjek terbatas 

yang mendukung visi dan misi lembaga tertentu. BPOM melalui Pusat Data dan 

Informasi (Pusdatin) Obat dan Makanan menyelenggarakan layanan perpustakaan 

dengan kategori perpustakaan khusus yang bertujuan untuk mendukung seluruh unit 

teknis serta Balai Besar/Balai POM maupun masyarakat dan stakeholders lainnya 

dalam penyediaan literatur terkait Obat dan Makanan.  

Selama Pandemi Covid-19, layanan Perpustakaan BPOM datang langsung (tatap 

muka) tetap berjalan, namun secara terbatas, dan dioptimalkan dengan layanan 

secara online dengan akses perpustakaan melalui https://perpustakaan.pom.go.id/. 

Pemberian layanan informasi oleh Perpustakaan BPOM kepada masyarakat yang 

membutuhkan informasi mengenai obat dan makanan, dapat dilakukan dengan 

https://perpustakaan.pom.go.id/
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datang langsung ke Perpustakaan BPOM dengan alamat di Gedung B (Layanan 

Publik) lantai 2 - BPOM, untuk layanan informasi selain datang langsung, dapat 

disampaikan melalui email perpustakaan@pom.go.id, dan telepon di (021) 4244691/ 

42883309/ 42883462 ext. 1007. 

Dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan perpustakaan Badan POM, dibentuk Tim 

Pengelola Perpustakaan Badan POM dengan melibatkan seluruh unit kerja di 

lingkungan Badan POM. Anggota tim perpustakaan bertugas mengelola data pustaka 

di masing-masing unit kerja di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk 

diintegrasikan dalam data perpustakaan. 

Pengunjung yang datang langsung ke Perpustakaan Badan POM pada tahun 2021 

sebanyak 41 orang, dengan rincian sebagai berikut: 

No. Bulan  Jumlah  
1 Januari 10 
2 Februari 9 
3 Maret 7 
4 April 12 
5 Mei 2 
6 Juni 1 
7 Juli 0 
8 Agustus 0 
9 September 0 

10 Oktober 0 
11 November 0 
12 Desember 0 

Jumlah  41 
Tabel Jumlah Pengunjung Datang Langsung ke Perpustakaan Badan POM Tahun 2021 

 
Sehubungan dengan adanya kegiatan renovasi pada Gedung B (Layanan Publik) dan 

penataan kembali ruang perpustakaan, layanan datang langsung perpustakaan 

ditutup sementara. Oleh karena itu pada bulan Juli �± Desember tidak ada pengunjung 

datang langsung ke Perpustakaan BPOM. 

 
Grafik Pengunjung Datang Langsung ke Perpustakaan Badan POM  

per Kategori Profesi Tahun 2021 
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Selama pandemi Covid-19, terjadi perubahan trend dalam akses informasi. 

Pengguna perpustakaan lebih banyak mencari informasi dan akses perpustakaan 

melalui website perpustakaan https://perpustakaan.pom.go.id/.  

Jumlah pengunjung yang memanfaatkan perpustakaan secara online pada 2021 

adalah sebanyak 3.960 pengunjung. 

No. Bulan  Jumlah  
1 Januari 430 
2 Februari 681 
3 Maret 376 
4 April 225 
5 Mei 177 
6 Juni 230 
7 Juli 357 
8 Agustus 324 
9 September 350 
10 Oktober 278 
11 November 358 
12 Desember 174 

Jumlah  3.960 
Tabel Jumlah Pengunjung yang Memanfaatkan Perpustakaan BPOM secara Online Tahun 2021 

 

 
Grafik Pengunjung yang Memanfaatkan Perpustakaan BPOM secara Online 

per Kategori Profesi Tahun 2021 
 
Yang dimaksud sebagai Pengunjung perpustakaan yang memanfaatkan adalah pengunjung 

datang langsung dan pengunjung secara online yang sudah login sebagai anggota 

perpustakaan atau mengisi buku tamu. Pengunjung secara online yang memanfaatkan ada 2 

macam, yaitu: 

a. Pengunjung member (Staf BPOM dan Umum) adalah pengunjung yang login sebagai 
anggota perpustakaan pada website perpustakaan. 

b. Pengunjung non-member (pengunjung online) adalah pengunjung yang mengisi buku 
tamu pada website perpustakaan. 
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Agar dapat berfungsi lebih optimal sesuai dengan pemanfaatan ruang, telah 

dilakukan penataan interior yang modern dan fungsional untuk kenyamanan 

pengguna perpustakaan. Dengan penataan interior yang demikian, diharapkan ruang 

perpustakaan akan dapat difungsikan sebagai tempat yang nyaman untuk membaca 

dan mencari informasi yang dibutuhkan di perpustakaan. Selain itu, diharapkan juga 

dapat meningkatkan kunjungan baik pegawai Badan POM maupun masyarakat dan 

stakeholder ke perpustakaan. 

  

  
Foto Perpustakaan Sebelum Dilakukan Penataan Ruang 

 

  

  
Foto Perpustakaan Setelah Dilakukan Penataan Ruang 

 
Dalam rangka meningkatkan layanan perpustakaan kepada pemustaka yang datang 

langsung, memudahkan pemustaka dalam mencari informasi dan koleksi pustaka, 

serta untuk meningkatkan efisiensi dan aksesiblitas subsite perpustakaan, 

perpustakaan melakukan pengembangan aplikasi Kios Pelayanan Publik (E-KIOSK). 

Aplikasi E-KIOSK ini berisi seluruh informasi layanan perpustakaan termasuk koleksi 

pustaka baik dalam bentuk koleksi tercetak maupun elektronik, sehingga menambah 



 

147 
 

kenyamanan pemustaka dalam mencari informasi yang dibutuhkan dengan tampilan 

yang user friendly. 

 

 

  
Gambar Tampilan e-Kiosk Perpustakaan BPOM 

 
Untuk meningkatkan pelayanan perpustakaan dengan optimal, dilakukan 

penambahan koleksi pustaka melalui kegiatan pengadaan pustaka. Pengadaan 

tahun 2021 berdasarkan usulan kebutuhan buku dari Pusat Data dan Informasi Obat 

dan Makanan dan usulan dari Unit Teknis baik usulan tahun 2021 dan tahun 2020 

yang belum terakomodir, serta usulan dari pengunjung perpustakaan melalui survei, 

yang terdiri dari dari usulan tahun 2020 dan tahun 2019. Pustaka hasil pengadaan 

dapat diakses melalui https://perpustakaan.pom.go.id/, dengan contoh tampilan hasil 

pengadaan untuk buku elektronik, seperti berikut: 

 
Gambar Tampilan Hasil Pengadaan dalam Bentuk Elektronik 

https://perpustakaan.pom.go.id/
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Jumlah pengadaan pustaka tahun 2021, terakomodir sebanyak 37 judul yang terdiri dari 36 judul untuk buku tercetak, dan 1 judul buku dalam bentuk 

elektronik. 37 judul tersebut sebagai berikut: 

No Judul Buku  Pengarang  ISBN 
Tahun 
Terbit  

Penerbit  
Jenis 
Buku  

Usulan dari  

1 
How to Win Friends & Influence 
People (Terjemahan) 

Dale Carneige 9786020628325 2019 Gramedia Buku 
Biro Perencanaan 
dan Keuangan 

2 Range David Epstein 9786020637761 2020 Gramedia Pustaka Utama Buku 
Biro Umum dan 
SDM 

3 
Tanggung Jawab Pemerintah dan 
Obat Murah 

Dr. Sudjana, S.H., M.Si. 9786027437593 2018 Bandung: Keni Media Buku 

Direktorat 
Pengawasan 
Distribusi dan 
Pelayanan ONPP 

4 Blue Ocean Strategy W. Chan Kim 9786020378640 2017 Gramedia Pustaka Utama Buku 
Direktorat Registrasi 
Pangan Olahan 

5 Food Toxicology EBOOK 
Debasis Bagchi & Anand 

Swaroop 
9781315371443 2017 CRC Press Ebook 

Direktorat 
Standardisasi 
Pangan Olahan 

6 Pengelolaan Arsip Berbasis 
Otomasi  

Mulyadi, S.Sos.I, M.Hum  9786024252090 2016 Rajawali Pers Buku 
Direktorat 
Standardisasi 
Pangan Olahan 

7 
The Martindale 40th Edition,  "The 
Complete Drug Reference" 

The Stationery Office  9780857113672 2020 The Stationery Office Buku Dit Stand OT SK Kos 

8 

Ph. Eur 10 Th Edition (European 
Pharmacopoeia 10th edition - 
English-Print (10.0-10.2) 
Hardcover �± 2019) Edisi terbaru 

EDQM 9789287189219 2019 EDQM Buku Dit Stand OT SK Kos 

9 Analysis of Cosmetic Products Pctavio Diez Sales 9780444635082 2018 Elsevier Buku Dit Stand OT SK Kos 

10 Nanoparticle in Pharmacotherapy 
Alexandru Mihai Grume 

Zescu 9780128165041  2019 Elsevier Buku Dit Stand OT SK Kos 

11 
 

 

 
 

British 
Pharmacopoeia 2021 
print 

The British Pharmacopoeia 
Commission Secretariat of 

the 
Medicines and Healthcare 

Products Regulatory 
Agency 
(MHRA) 

9780113230839 2021 

TSO 
(The 

Stationery 
Office) 

Buku 

- Ditwas KMEI 
ONAPPZA 
- Dit. Standardisasi 
Obat, NPPZA 
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No Judul Buku  Pengarang  ISBN 
Tahun 
Terbit  

Penerbit  
Jenis 
Buku  

Usulan dari  

12 
Lexicomp® Adult  
Drug information Handbook 29th 
edition 

- 9781591953814 2020 Lexicomp.Inc Buku 
Ditwas KMEI 
ONAPPZA 

13 Manajemen Sistem Informasi 
Perpustakaan  

Drs. Hartono, S.S., 
M.Hum.  

9786026948939 2017 Gava Media Buku Inspektorat II 

14 
Informasi Spesialite Obat (ISO) 
Indonesia Vol. 52 (2019) 

PT. ISFI Penerbitan 
Jakarta 

  2019 
PT. ISFI Penerbitan 

Jakarta 
Buku PPPOMN 

15 USP 43 (USP yg terbaru)  
The United States 

Pharmacopeial 
Convention 

3430001 2021 

The United 
States 

Pharmacopeial 
Convention 

12601 
Twinbrook 
Parkway, 

Rockville, MD 
20852 

Buku PPPOMN 

16 BNF 81 Joint Formulary 
Committee (Editor)  

9780857114105 2021 Pharmaceutical Press; Buku Pusdatin 

17 
AHFS Drug Information 2021 1st 
Edition 

American Society of 
Health System 
Pharmacists  

9781585286546 2021 
Amer Soc of Health 

System 
Buku Pusdatin 

18 
Data Science for Business: What 
You Need to Know about Data 
Mining and Data-Analytic Thinking 

Foster Provost & Tom 
Fawcett 

9781449361327 2013 O'Reilly Media, Inc Buku 
Tata Kelola Data dan 
Informasi, Pusdatin 

19  Tom White 9781491901632 2015 O'Reilly Media Buku 
Tata Kelola Data dan 
Informasi, Pusdatin 

20 
Data Mining dan Big Data 

Analytics : Teori dan Implementasi 
Menggunakan Python & Apache 

Spark 

Budi Santosa & Ardian 
Umam 

9786025414763 - - Buku 
Tata Kelola Data dan 
Informasi, Pusdatin 

s21 Pemrograman Python Untuk 
Penanganan Big Data 

Hanna Arini Parhusip 9786230104008 2019 ANDI Buku 
Tata Kelola Data dan 
Informasi, Pusdatin 

22 EVERYBODY LIES 
Seth Stephens-

Davidowitz 
9781408894736 2018 Bloomsbury Publishing Buku 

Tata Kelola Data dan 
Informasi, Pusdatin 

23 
SWARM INTELLIGENCE : 
Komputasi Modern untuk Optimasi 
dan Big Data Mining  

Suyanto   2017   Informatika Buku 
Tata Kelola Data dan 
Informasi, Pusdatin 

24 
Social Media Data Mining and 
Analytics 

Gabor Szabo, et. Al. 9781118824856 2018 Wiley Buku 
Tata Kelola Data dan 
Informasi, Pusdatin 
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No Judul Buku  Pengarang  ISBN 
Tahun 
Terbit  

Penerbit  
Jenis 
Buku  

Usulan dari  

25 
Menguasai Codeigniter 4 Kasus 
Membuat Aplikasi PMB Kampus 
2021 

Randi Adrika Putra , S.T   2021 Lokomedia Buku 
Tata Kelola Data dan 
Informasi, Pusdatin 

26 
Practical React Native: Build Two 
Full Projects and One Full 

Frank Zammetti 9781484239384 2018 Apress Buku 
Tata Kelola Data dan 
Informasi, Pusdatin 

27 Career of Evil  Robert Galbraith 
 

9786020326368 
2016 Gramedia Pustaka Buku 

Tata Kelola Data dan 
Informasi, Pusdatin 

28 Asyiknya Menulis Fitria Chakrawati 9786230402685 2020 Bhuana Ilmu Populer Buku 
Tata Kelola Data dan 
Informasi, Pusdatin 

29 New Normal Parenting 
Miftahul Achyar 

Kertamuda 
 

9786230021206 
2020 Elex Media Komputindo Buku 

Tata Kelola Data dan 
Informasi, Pusdatin 

30 Ai And Data Science: Technology, 
Innovation & Use Cases In I 

- 9786239267223 2021 PT. ACCESSINDO 
INTERNUSA K1 

Buku Tata Kelola Data dan 
Informasi, Pusdatin 

31 Sistem Informasi Geografis 
Berbasis Web +Cd 

EKO BUDI SETIAWAN  
9786237131342 

2020 Informatika Buku Tata Kelola Data dan 
Informasi, Pusdatin 

32 
Buku Pintar Video Editing di 
Android Su Rahman 9786230021732 2020 Elex Media Komputindo Buku 

Tata Kelola Data dan 
Informasi, Pusdatin 

33 
Strategi Menulis Artikel Jurnal 
Bereputasi 

OOS M. ANWAS, M.SI. 
DR. E. DKK. 

9786024464936 2021 PT Remaja Rosdakarya Buku 
Tata Kelola Data dan 
Informasi, Pusdatin 

34 Duduk Dulu Syahid Muhammad 9786022081944 2021 Gradien Mediatama Buku 
Tata Kelola Data dan 
Informasi, Pusdatin 

35 
Melepaskan: Untuk Hidup Lebih 
Damai 

HUMBLE THE POET 9786230022227 2021 Elex Media Komputindo Buku 
Tata Kelola Data dan 
Informasi, Pusdatin 

36 
Microsoft Access 2019 Untuk 
Pemula 

Madcoms  - 2020 Andi Offset Buku 
Hasil Survei 
Pengunjung 

37 
Side Effect of Drugs Annual: Vol. 
42 

Sidhartha D. Ray 9780128203309 2020 Elsevier Buku 
Hasil Survei 
Pengunjung 

 
Tabel Daftar Judul Koleksi Hasil Pengadaan Pustaka Tahun 2021 
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Upaya Peprustakaan untuk meningkatkan pemanfaatan perpustakaan melalui 

website, dilakukan penambahan koleksi elektronik yang terdiri dari buku dan leaflet 

elektronik baik dari hasil pengadan tahun anggaran 2021 maupun terbitan Badan 

POM, seperti sebagai berikut: 

 

  

 

Gambar Koleksi Leaflet Tahun 2021 
 

No Judul  Jenis  Pengarang  Penerbit  Asal  Tahun 
Terbit  

Nomor 
Induk  

1 Kumpulan Peraturan di 
Bidang Registrasi Obat 
Tradisional Jilid 1 

e-Book Badan 
POM 

Badan 
POM 

Badan POM 2020 20210001e 

2 Kumpulan Peraturan di 
Bidang Registrasi 
Suplemen Kesehatan 
JIlid 1 

e-Book Badan 
POM 

Badan 
POM 

Badan POM 2020 20210002e 

3 Buku Saku Sireka: 
Registrasi Online Iklan 
Obat Tradisional dan 
Suplemen Kesehatan 

e-Book Badan 
POM 

Badan 
POM 

Badan POM 2020 20210003e 

4 Registrasi Iklan Obat 
Tradisional dan 
Suplemen Kesehatan 

e-Book Badan 
POM 

Badan 
POM 

Badan POM 2020 20210004e 

5 Jadikan Konsumen 
Cerdas dengan BPOM 
Mobile 

e-Leaflet Badan 
POM 

Badan 
POM 

Pusat Data dan 
Informasi 

2021 20210005e 

6 Apa itu Covid-19? e-Leaflet Badan 
POM 

Badan 
POM 

Pusat Data dan 
Informasi 

2021 20210006e 

7 Konsumen Cerdas, Teliti 
Sebelum Membeli 
dengan CEK BPOM 

e-Leaflet Badan 
POM 

Badan 
POM 

Pusat Data dan 
Informasi 

2021 20210007e 

8 Perangi Hoax dengan 
Informasi Website BPOM 

e-Leaflet Badan 
POM 

Badan 
POM 

Pusat Data dan 
Informasi 

2021 20210008e 

9 Tools Penilaian Mandiri 
Pengembangan Vaksin 
di Lembaga Riset 

e-Book Badan 
POM 

Badan 
POM 

Direktorat 
Pengawasan 
Distribusi dan 

Pelayanan 
ONPP  

2021 20210009e 

10 Pengelolaan Vaksin 
Covid-19 di Fasilitas 
Pelayanan Kefarmasian 
dalam Rangka Vaksinasi 
Covid-19 

e-Book Badan 
POM 

Badan 
POM 

Direktorat 
Pengawasan 
Distribusi dan 

Pelayanan 
ONPP  

2021 20210010e 

11 Buku SAKU Vaksin 
Covid-19 Seputar 
Karakteristik & Mutu 
Vaksin Covid-19 

e-Book Badan 
POM 

Badan 
POM 

Direktorat 
Pengawasan 
Distribusi dan 

Pelayanan 
ONPP  

  

2021 20210011e 
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No Judul  Jenis  Pengarang  Penerbit  Asal  Tahun 
Terbit  

Nomor 
Induk  

12 Serba Serbi Obat di Era 
New Normal 

e-Book Badan 
POM 

Badan 
POM 

Direktorat 
Pengawasan 
Distribusi dan 

Pelayanan 
ONPP  

2021 20210012e 

13 Pengujian Covid-19 di 
BPOM 

e-Book Badan 
POM 

Badan 
POM 

Pusat 
Pengembangan 
Pengujian Obat 
dan Makanan 

Nasional 

2020 20210013e 

14 Buku Saku Suplemen 
Kesehatan Untuk 
Memelihara Daya Tahan 
Tubuh Dalam 
Menghadapi Covid-19 
Probiotik Edisi Kedua 

e-Book Badan 
POM 

Badan 
POM 

Deputi Bidang 
Pengawasan 

Obat 
Tradisional, 
Suplemen 

Kesehatan dan 
Kosmetik  

2021 20210014e 

15 Food Toxicology EBOOK e-Book Debasis 
Bagchi & 

Anand 
Swaroop 

CRC 
Press 

Hasil 
Pengadaan TA 

2021 

2017 20210015e 

16 Informatorium Obat 
Covid-19 di Indonesia 
Edisi 3 

e-Book Badan 
POM 

Badan 
POM 

Badan 
Pengawas 
Obat dan 
Makanan 

2021 20210016e 

17 Frequently Asked 
Questions (FAQ) Cara 
Distribusi Obat yang Baik 
(CDOB) 

e-Book Badan 
POM 

Badan 
POM 

Deputi Bidang 
Pengawasan 

Obat, 
Narkotika, 

Psikotropika, 
Prekusor, dan 

Zat Adiktif 

2021 20210017e 

 
Tabel Daftar Judul Penambahan Koleksi Elektronik Tahun 2021 
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F. �.�(�*�,�$�7�$�1�� �<�$�1�*�� �0�(�1�'�8�.�8�1�*�� �6�$�6�$�5�$�1�� �.�(�*�,�$�7�$�1�� �³�7�(�5�:�8�-�8�'�1�<�$��
ORGANISASI PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN YANG 
�(�)�(�.�7�,�)�  ́

 

IKU 1 INDEKS RB PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN  
1. Pembentukan Tim Agent of Changce (AOC) 

Tim Agent of Changce (AOC) Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Tahun 

2021 terdiri dari 1 (satu) orang koordinator dan 5 (lima) orang anggota serta dipimpin 

langsung oleh Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan. Pembentukan 

tim Agent of Changce (AOC) ditetapkan pada Surat Keputusan Kepala Pusat Data 

dan Informasi Obat dan Makanan Nomor: HK.02.02.81.814.03.21.39 tanggal 30 

Maret 2021. 

Tim Agent of Changce (AOC) mempunyai tugas sebagai berikut: 

a. Sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai 

di lingkungan unit kerjanya masing-masing tentang pentingnya perubahan unit 

kerja menuju ke arah kinerja yang lebih baik; 

b. Sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan 

pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja 

yang lebih baik; 

c. Sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para 

pegawai atau pimpinan di lingkungan unit kerja yang menghadapi kendala dalam 

proses berjalannya perubahan unit kerja menuju ke arah kinerja yang lebih baik; 

d. Sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, 

terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi 

birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan di 

luar unit kerja yang terkait dengan proses perubahan; 

e. Sebagai pengubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara 

pegawai di lingkungan unit kerjanya dengan para pengambil keputusan; dan 

f. Sebagai teladan (role model), yang bertugas sebagai individu yang dapat 

dijadikan contoh dalam berpikir, bertingkah laku dan berprestasi. 

 

2. Program dan Kegiatan Agent of Changce (AOC) 

Sebagai wujud implementasi pokja manajemen perubahan di unit kerja Pusat Data 

dan Informasi Obat dan Makanan Tahun 2021, Tim Agent of Changce (AOC) 

menyusun beberapa rencana aksi perubahan sebagai berikut: 
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a. Penandatangan Komitmen WBK-WBBM yang dilaksanakan pada tanggal 26 April 

2021; 

 
b. Pelatihan Pengembangan Diri dan Etika Profesional ASN yang dilaksanakan 

pada tanggal 31 Mei 2021; 

 
 

c. Kuis Awareness yang dilaksanakan setiap 1 (satu) minggu sekali; 
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d. Sharing Knowledge Pegawai 

 
e. Sayembara Logo dan Slogan 

  

f. Jingle Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan 

 

g. TikTok Challenge 
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h. Photo Contest 

 
i. Tournament Mobile Legend Bang Bang Pusat Data dan Informasi  

 

j. Awareness Tata Cara Berpakaian 
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3. Assessment RB 

Setiap tahun dilaksanakan penilaian terhadap implementasi RB di lingkup unit eselon 

II pada lingkungan Badan POM. Penilaian dilakukan pada tanggal 19 Maret 2021, 

melalui metode self assessment dilanjutkan dengan desk oleh Inspektorat II 

selanjutnya dari tim Inspektorat II melakukan verifikasi hasil penilaian, dimana 

penilaian akhir dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi. 

 
4. Workshop Penguatan Nilai-Nilai RB 

Kegiatan penguatan nilai-nilai reformasi birokrasi Tahun 2021 diselenggarakan oleh 

Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan secara hybrid (luring dan daring). 

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka upaya melakukan penguatan nilai-nilai 

reformasi birokrasi di unit kerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan. 

Kegiatan ini berlangsung selama 4 (empat) hari pada tanggal 24-27 Oktober 2021 di 

Hotel Aston, Bogor dan dihadiri oleh staff Inspektorat I 1 (satu) orang, staff Inspektorat 

II 1 (satu) orang, staff Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia 1 (orang), staff 

Biro Umum 1 (satu) orang, dan narasumber dari Kementerian PAN RB 1 (satu) orang. 
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IKU 2 NILAI AKIP PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN  
1. Bimbingan Teknis SAKIP dan Monev Online 

Bimbingan Teknis (Bimtek) SAKIP dan Monev Online merupakan kegiatan yang 

dilaksanakan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan. Bimtek ini diselenggarakan 

pada tanggal 21-25 Juni 2021. Pusdatin mengikuti bimtek tersebut dalam rangka 

peningkatan kompetensi pegawai dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (SAKIP) BPOM serta memastikan bahwa laporan kinerja yang 

disusun oleh Pusdatin memenuhi kaidah dan kriteria yang ditetapkan sesuai dengan 

Pedoman SAKIP BPOM. Dalam acara tersebut hadir narasumber dari Kementerian 

PPN/Bappenas, dan Kementerian Keuangan untuk memandu seluruh Satuan Kerja 

di lingkungan BPOM untuk meningkatkan kemampuan SDM di masing-masing unit 

kerja dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 

Badan POM; menambah wawasan terkait revisi rencana strategis Badan POM; 

meningkatkan kualitas laporan kinerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan 

khususnya dalam hal penyajian informasi kinerja, analisis pencapaian kinerja, 

pemanfaatan informasi kinerja, serta rencana tindak lanjut untuk memanfaatkan 

kinerja yang telah dicapai; dan meningkatkan kompetensi dan kepatuhan dalam 

pelaporan kinerja dan keuangan unit kerja. Diseminasi Bimbingan Teknis SAKIP dan 

Monev Online juga telah dilaksanakan pada unit kerja Pusdatin pada tanggal 20 

September 2021. 

 
2. Penyusunan Laporan Kinerja 

Dalam melaksanakan dan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (SAKIP), Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan 

menyusun laporan kinerja dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 

Pemerintah. Sebelum melakukan penyusunan laporan kinerja, Pusat Data dan 

Informasi Obat dan Makanan menetapkan tim Penyusun Laporan Kinerja dan 

Laporan Tahunan melalui Surat Keputusan Kepala Pusat Data dan Informasi Obat 

dan Makanan Nomor HK.02.02.8.85.01.21.49 Tahun 2021 tentang Tim Penyusun 

Laporan Kinerja dan Laporan Tahunan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan 

Tahun Anggaran 2021. 
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3. Assessment SAKIP 

Setiap tahun dilaksanakan penilaian terhadap implementasi SAKIP di lingkup unit 

eselon II pada lingkungan Badan POM. Penilaian dilakukan pada tanggal 07-08 Juni 

2021, melalui metode self assessment dilanjutkan dengan desk oleh Inspektorat II 

selanjutnya dari tim Inspektorat II melakukan verifikasi hasil penilaian, dan penilaian 

akhir.  

 
4. Reviu Dokumen Rencana Strategis 

Rencana strategis merupakan dokumen wajib yang harus disusun oleh satuan kerja 

di lingkungan Badan POM. Rencana strategis ini digunakan untuk menjadi acuan 

pelaksanaan kegiatan jangka menengah. Pada Tahun 2021 Pusdatin melakukan 

reviu terhadap dokumen rencana strategis tahun 2020-2024, hal ini dilakukan karena 

adanya perubahan organisasi dan tata kerja BPOM melalui Peraturan BPOM Nomor 

21 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM serta telah ditetapkannya 

Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu 

Rencana Strategis BPOM Tahun 2020-2024. Hasil reviu rencana strategis Pusdatin 

disahkan pada tanggal 13 Desember 2021 melalui Surat Keputusan Kepala Pusat 

Data dan Informasi Obat dan Makanan Nomor PR.01.8.85.12.21.67. 
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PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN YANG BERKINERJA 
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IKU 1 INDEKS PROFESIONALITAS ASN PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN 
MAKANAN  
Pada Tahun 2021 seluruh pegawai ASN baik PNS maupun PPNPN di unit kerja Pusat 

Data dan Informasi Obat dan Makanan (Pusdatin) telah menggikuti pengembangan 

kompetensi sebanyak minimal 20 Jam Pelajaran. Kegiatan pengembangan kompetensi 

diselenggarakan melalui in house training, lembaga pelatihan dan Pusat Pengembangan 

Sumber Daya Manusia BPOM. Pengembangan kompetensi yang diikuti oleh seluruh ASN 

di Pusdatin berguna untuk meningkatkan kompetensi, sehingga kinerja Pusdatin 

mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.  

Selain itu pada Tahun 2021 tidak ada pegawai di Pusdatin yang melakukan pelanggaran 

disiplin pegawai, dimana kedisiplinan pegawai dalam bekerja juga menjadi salah satu 

komponen pengukuran indeks profesionalitas ASN. 

Jumlah PNS di lingkungan Pusdatin sebanyak 61 pegawai, pada penilaian kinerja tahunan 

pegawai terdapat 2 pegawai dengan kategori sangat baik dan 59 pegawai dengan kategori 

baik sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata penilaian kinerja tahunan pegawai 

Pusdatin yaitu berada dalam kategori baik. 
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H. KEGIATAN YANG MENDUKUNG SASARAN KEGIATAN �³�7�(�5�%�$�1�*�8�1�1�<�$���6�,�6�7�(�0��

OPERASIONAL DAN TIK PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN 

�<�$�1�*���7�(�5�,�1�7�(�*�5�$�6�,���'�$�1���$�'�$�3�7�,�)�´ 

 

IKU 1 INDEKS PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI YANG OPTIMAL  
Dalam perhitungan indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal terdapat 

beberapa komponen yang dihitung untuk Unit Pusat dan UPT BPOM. Komponen 

penilaian sebagai berikut: 

 

Pusat Data dan Informasi selaku PIC kegiatan penilaian indeks pengelolaan data dan 

Informasi UPT yang optimal mengembangkan dashboard monitoring tersendiri untuk 

memantau capaian keseluruhan unit di lingkungan Badan POM. Melalui Indeks 

pengelolaan data dan informasi dapat memperlihatkan kebermanfaatan sistem TIK 

tertentu oleh user internal BPOM. Dalam hal peningkatan nilai Indeks, maka dilaksanakan 

sosialisasi baik luring maupun daring dimana disampaikan tips peningkatan pemanfaatan 

system informasi sebagai berikut: 

1. Peningkatan nilai SIPT dengan melakukan pelaporan sampel dan pemeriksaan 

sarana, dan jika mengalami kendala pelaporan silahkan disampaikan kepada 

Pusdatin untuk ditindaklanjuti segera; 

2. Peningkatan nilai berita aktual adalah melalui update kegiatan rutin pada laman 

subsite untuk pemutakhiran data dan informasi terkait pengawasan Obat dan 

Makanan.  

3. Peningkatan nilai sharing folder dilakukan dengan menggunakan sharing folder dalam 

tools pengawasan. 

Sesuai dengan masukan unit teknis pada beberapa kegiatan rapat koordinasi, Badan 

POM Operational Center mengembangkan fungsi tambahan pada dashboard monitoring 

capaian indeks pengelolaan data dan Informasi UPT yang optimal. Di mana saat ini, 

Dashboard monitoring capaian indeks pengelolaan data dan Informasi UPT yang optimal 

dapat menampikan detil data email pegawai yang aktif dan tidak aktif berupa file yang 

dapat diunduh atau diekspor ke dalam file excel. 
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Data email aktif dan tidak aktif ini berguna sebagai data bukti capaian indeks pengelolaan 

data dan Informasi UPT yang optimal, serta alat monitoring pelengkap bagi unit teknis 

terhadap capaian aspek pemanfaatan corporate email Badan POM.  

Tentu saja, di sisi lain, dikembangkan pula tambahan fitur untuk mengimpor data email 

bagi Tim Infrastruktur TIK sebagai PIC aspek penilaian pemanfaatan email. 

 
Gambar Fitur Import Data Email Bagi Tim Infrastruktur TIK  

sebagai PIC Aspek Penilaian Pemanfaatan Email 

 

                        
Gambar Fitur Export Data Email Bagi PIC Unit Teknis  

sebagai PIC Aspek Penilaian Pemanfaatan Email 

 

 
Gambar Hasil Export Data Email Aktif dan Nonaktif 
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IKU 2 STANDAR SISTEM INFORMASI, INFRASTRUKTUR DAN DATA  
Standar Sistem Informasi merupakan komponen yang harus dipenuhi guna memastikan 

layanan Sistem Informasi dan Teknologi Informasi di Badan POM.  Tahun 2021 

implementasi standar sistem informasi ini dimulai dalam hal perencaaan sistem informasi 

dimana unit kerja harus menyampaikan formulir inisiasi projek yang akan dibangun atau 

dikembangkan untuk selanjutnya dikaji oleh pihak Pusat Data dan Informasi Obat dan 

Makanan dan ditindaklanjuti berupa rekomendasi pengembangan yang disampaikan 

melalui rapat pembahasan. Formulir pengembangan yang telah dilengkapi Standar sistem 

informasi adalah: 

1. Aplikasi pengembangan e-standar pangan 

2. Aplikasi Registrasi Iklan Obat Tradisional (SIREKA) 

3. Aplikasi Pengembangan INSRAFF 

4. Aplikasi Pengembangan Perundang-Undangan (JDIH) 

5. Aplikasi Pengembangan e-Sertifikasi 

6. Aplikasi Pengembangan Uji Klinik �± Praklinik (SIAP UK) 

7. Aplikasi Pengembangan Survei Kepatuhan PRKOM 

8. Aplikasi Pengembangan Evortala 

Badan POM adalah sebuah lembaga pemerintahan Non Kementerian (LPNK) yang 

bertugas mengawasi peredaran obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan 

produk pangan di wilayah Indonesia. Merujuk pada kewenangan yang dimilikinya, Badan 

POM setidaknya memiliki 3 (tiga) inti kegiatan atau pilar lembaga Badan POM, yakni: 

1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan obat dan makanan sebelum beredar 

(pre-market);  

2. Pengawasan obat dan makanan setelah beredar di masyarakat (post-market);  

3. Pemberdayaan masyarakat melalui komunikasi informasi dan edukasi (KIE) serta 

penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka 

meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan di pusat dan balai. 

Bisnis proses utama Badan POM yaitu menjalankan tugas pengawasan obat dan 

makanan dari hulu ke hilir yaitu sebelum beredar (pre-market) hingga setelah beredar 

(post-market). Tugas ini merupakan satu-kesatuan fungsi mulai dari standardisasi, 

evaluasi produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling, 

pengujian produk serta penegakan hukum. Sedangkan proses pengawasan post-market 

menghasilkan data pengujian produk maupun hasil pengawasan sarana. 

Badan POM telah mengalami perubahan struktur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 

80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Peraturan Kepala 

Badan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat 

dan Makanan. Berdasarkan peraturan tersebut maka Badan POM dipimpin oleh seorang 
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Kepala dibantu dengan 6 Eselon I lainnya yang terdiri dari Inspektur Utama, Sekretaris 

Utama dan 4 (empat) Deputi. Data yang bersumber dari output yang dihasilkan di 

lingkungan Pusat dan Balai/Balai Besar POM perlu dikelola secara terpusat sehingga 

menjadi informasi untuk digunakan dalam mendukung tugas Badan POM dalam 

melakukan pengawasan Obat dan Makanan. Selain itu data yang bersumber dari luar 

Badan POM seperti media elektronik dan media sosial akan menjadi data pendukung 

dalam Pengambilan keputusan. 

Untuk memenuhi kebutuhan penanganan terhadap bisnis proses dengan 36 sub bisnis 

proses yang ada pada saat ini, Badan POM telah membangun kurang lebih 263 silo 

applications. Kebutuhan data dan sistem adalah alasan pembangunan silo application ini 

dan juga bagian yang tak terpisahkan dari otomatisasi proses bisnis yang dilakukan oleh 

berbagai aplikasi sistem informasi yang tersebar di lingkungan Badan POM. Data 

governance atau tata kelola data merupakan pondasi pengelolaan aset data untuk 

menghasilkan proses pengambilan keputusan yang tepat dan cepat. Tata kelola data 

yang baik, akan menghasilkan data yang berkualitas untuk menjamin single source of the 

truth. Selain itu, hal ini juga menjadi penting dalam kerangka kelembagaan pelaksanaan 

tugas Badan POM, karena hal ini mempengaruhi perumusan regulasi, pelaksanaan 

kebijakan, pembinaan dan pemberdayaan dalam menyediakan pelayanan publik terkait 

obat dan makanan, pengawasan dan penindakan pelanggaran yang terjadi, sehingga 

dapat dihasilkan kerja nyata Badan POM dalam pengawasan obat dan makanan. 

Dengan semakin rumitnya tantangan yang dihadapi Badan POM dan besarnya kebutuhan 

industri pangan dan obat terhadap Badan POM, maka Badan POM dituntut untuk 

melakukan hal berikut: 

1. Peningkatan efisiensi dan efektivitas kinerja dengan memanfaatkan �³�6�L�Q�J�O�H�� �6�R�X�U�F�H��

�R�I���7�U�X�W�K�´ 

2. Peningkatan manajemen dan tata kelola data di lingkungan Badan POM 

Kegiatan tata kelola data merupakan kegiatan jangka panjang dan berkesinambungan 

dimana kegiatan ini bertujuan untuk peningkatan kualitas data untuk menghasilkan data 

yang valid sehingga dapat terintegrasi untuk menjadi SATU DATA BPOM. Dalam 

implementasinya dilakukan secara bertahap untuk menghasilkan tata kelola data yang 

baik dan menyeluruh di Badan POM. Kemajuan dan perubahan organisasi yang cepat 

membutuhkan adaptasi pengelolaan dan manajemen dan tata kelola data dalam waktu 

yang singkat. Terkait hal ini, diperlukan pemeliharaan pada sistem Manajemen dan Tata 

Kelola Data yang telah dimiliki Badan POM yaitu Data Lake. Pada tahun 2020 integrasi 

aplikasi ke system Data Lake tetap dilakukan, begitu pula dengan penyusunan standar 

data sesuai domain yang ditentukan. Selain itu, dilakukan pula inisiatif review terhadap 

SK Pembentukan Organisasi dan Tata Kelola Data Pengawasan Obat dan Makanan 
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tahun 2017, dengan menyesuaikan pada SOTK Badan POM yang terbaru serta meriview 

Kembali terhadap kebutuhan. Hasil Kegiatan tahun 2021 yaitu tersusunnya 8 kebijakan 

standar data, yang pemetaan dan profilingnya dilakukan terhadap isian data aplikasi SIPT 

3.0, dan SIASN yaitu: 

1. Domain Data Kepegawaian 

2. Sub Domain Data Hasil Pengujian Pangan  

3. Sub Domain Data Hasil Pengujian Kosmetik  

4. Sub Domain Data Parameter Pengujian Pangan 

5. Sub Domain Data Parameter Pengujian kosmetik 

6. Sub Domain Data Hasil Pengawasan Distribusi Obat 

7. Sub Domain Data Hasil Pengawasan Distribusi Suplemen Kesehatan 

8. Sub Domain Data Hasil Pengawasan Distribusi Obat Tradisional 

Selain itu pada tahun 2019 Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan telah melakukan 

penyusunan Standar Infrastruktur TIK dan sudah ditetapkan oleh Kepala Badan POM 

pada 28 Agustus 2019 dengan Nomor HK.02.01.1.81.08.19.3053. Untuk itu, perlu 

dilakukan tinjau ulang standar infrastruktur TIK terhadap perkembangan dan kemajuan 

teknologi informasi. Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan melakukan tinjauan 

lebih lanjut terhadap spesifikasi teknis yang menjadi acuan bagi unit kerja Pusat maupun 

UPT di lingkungan Badan POM, sehingga dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi 

pemanfaatan dan pengelolaan infrastruktur TIK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi 

Badan POM.  

Standar infrastruktur disusun dengan tujuan untuk memberikan standar spesifikasi teknis 

bagi unit kerja di Badan POM dalam melakukan pemilihan infrastruktur TIK sehingga 

meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemanfaatan dan pengelolaan infrastruktur TIK 

dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan POM. 

Pedoman standardisasi dan rekomendasi infrastruktur TIK di lingkungan Badan POM ini 

berlaku untuk pemenuhan kebutuhan infrastruktur TIK seperti Personal Computer, 

Laptop, Scanner, Printer, Server, Switch/Router, Storage, Kabel FO, Kabel UTP di 

lingkungan Badan POM. 
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Gambar Rapat Review Standar Infrastruktur TIK 

 
Tahapan selanjutnya sebagai berikut: 

1. Pengusulan legalisasi Standar Infrastruktur 2022 yang akan dilakukan pada akhir 

April 2022 

2. Penyebarluasan form identifikasi pemenuhan TI untuk Unit Pusat dilakukan pada 

awal April 2022 dan UPT dilakukan pada akhir April 2022 
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IKU 3 SERTIFIKASI ISO 27001  
1. Brainstroming dan Awareness 

Adanya perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di lingkungan Badan 

POM berdampak pada perubahan tim SMKI. Oleh karena itu, perlu diadakan 

Brainstorming dan Awareness implementasi SMKI. Kegiatan tersebut dilakasanakan 

pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 yang dihadiri oleh perwakilan dari setiap 

fungsi di Pusdatin dan tenaga ahli sebagai narasumber. Di dalam brainstorming dan 

awareness terdapat hasil yang perlu ditindaklanjuti, yaitu perlu dilakukannya review 

dan penyusunan kembali tim SMKI.  

 
Gambar Dokumentasi Brainstorming dan Awareness SMKI 

 
2. Review Kebijakan SMKI 

Review kebijakan SMKI dilaksanakan baik di dalam rapat maupun di luar rapat. 

Adapun kebijakan yang direview meliputi: 

a. Surat Keputusan terkait Pembentukan Tim Pengelola Keamanan Informasi 

Hasil dari review kebijakan ini yaitu dibentuknya Keputusan Kepala Pusat Data 

dan Informasi Obat dan Makanan tentang Pembentukan Tim Pengelola 

Keamanan Informasi Badan Pengawasa Obat dan Makanan nomor 

HK.02.02.81.812.03.21.33 Tahun 2021. Selain perubahan bentuk keputusan, 

terdapat juga perubahan struktur tim SMKI seperti berikut: 

 
Gambar Struktur Tim SMKI tahun 2021 
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b. Kebijakan Pengelolaan Keamanan Informasi di Lingkungan Badan POM 

Setelah dilakukan review, Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan 

Makanan Nomor. HK.04.01.1.22.03.19.1268 tahun 2019 tidak mengalami 

perubahan karena masih relevan dengan kondisi saat ini. 

c. Konteks Organisasi 

Pada konteks organisasi terdapat perubahan pada isu internal dan eksternal 

serta penambahan pihak�±pihak yang terkait dalam implementasi SMKI sebagai 

berikut: 

No Isu Internal  Justifikasi  yang mempengaruhi SMKI  
1 Infrastruktur DRC belum optimal 

untuk proses backup aplikasi 
Kegiatan pemulihan data dan sistem 
saat terjadi disaster tidak dapat 
dijalankan secara maksimal 

2 Aktivitas monitoring server masih 
secara manual 

Aktivitas yang dilakukan secara manual 
dapat menyebabkan proses monitoring 
tidak dilakukan secara berkala dan 
konsisten 

3 Belum dilakukan penetration test 
pada jaringan 

Belum dilakukan pengujian terhadap 
keamanan jaringan dapat menyebabkan 
ancaman hacking pada sistem 

4 Pandemi Perubahan proses kerja dengan bekerja 
secara remote (Flexible Working Space) 

5 Perubahan SOTK Perubahan dari fungsi kerja yang 
dilakukan berdasarkan jabatan 
fungsional. 

Tabel Isu Internal pada Konteks Organisasi 
 

No Isu Eksternal  Justifikasi  yang mempengaruhi SMKI  
1 Awareness pegawai BPOM belum 

memadai terkait keamanan 
informasi 

Kontrol keamanan yang disiapkan oleh 
Unit TI akan tidak efektif karena 
penerapan di organisasi tidak maksimal 

2 Beberapa aplikasi yang dikelola 
oleh satker masih kurang aman / 
persyaratan keamanan pada 
aplikasi belum ditentukan 

Adanya kerawanan terhadap ancaman 
hacking pada jaringan dan sistem yang 
lain akibat tidak adanya persyaratan 
keamanan pada aplikasi yang 
dikembangkan 

3 Perangkat jaringan di gedung tidak 
memadai dari aspek suhu dan 
kelembaban dan listrik 

Kemungkinan akan terjadinya 
kerusakan terhadap perangkat jaringan 
akan menjadi lebih tinggi. 

4 Regulasi Adanya regulasi baru terkait keamanan 
informasi yang dikeluarkan oleh BSSN 

Tabel Isu Eksternal pada Konteks Organisasi 
 

No Pihak Terkait  Kebutuhan  Ekspektasi  

1 Kepala Badan POM Menerima laporan mengenai 
hasil operasional sistem 

Terjaganya sistem dan 
data serta keteraksesan 
dalam kondisi apapun 
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No Pihak Terkait  Kebutuhan  Ekspektasi  

2 Sekretaris Utama 
Badan POM 

Menerima laporan mengenai 
hasil operasional sistem 

Terjaganya sistem dan 
data serta keteraksesan 
dalam kondisi apapun 

3 Deputi Bidang 
Penindakan Badan 
POM 

Menerima laporan mengenai 
implementasi Sistem 
Manajemen Keamanan 
Informasi di Data Center 

Implementasi Sistem 
Manajemen Keamanan 
Informasi berjalan 
sesuai dengan standar 
yang berlaku 

4 Pegawai Pusdatin 
Badan POM 

Mendapatkan sosialisasi 
berkala mengenai kebijakan, 
prosedur, dan aturan terkait 
keamanan informasi dan 
SMKI. 

Mengetahui dan 
menerapkan aturan-
aturan terkait SMKI dan 
mengimplementasikan 
secara efektif 

5 Biro Umum Badan 
POM 

1. Adanya koordinasi terkait 
kebutuhan pemeliharaan 
genset data center 

2. Adanya koordinasi terkait 
inventarisasi aset  

3. Terjaganya 
keamanan fisik dan 
lingkungan data 
center 

4. Aset di data center 
terinventarisasi 
dengan baik  

6 Pusat 
Pengembangan 
Sumber Daya 
Manusia Badan 
POM 

Adanya koordinasi terkait 
kebutuhan pelatihan teknis 
terkait implementasi Sistem 
Manajemen Keamanan 
Informasi 

Tim Sistem Manajemen 
Keamanan Informasi 
memiliki kompetensi 
yang memadai 

7 Unit Teknis di 
Lingkungan Badan 
POM 

Adanya koordinasi terkait 
penggunaan dan penitipan 
server di Data Center 

Terjaganya keamanan 
server milik unit teknis 
yang disimpan di data 
center 

8 Pengguna (user) 
layanan TI 

Mendapatkan sosialisasi dan 
arahan mengenai kontrol 
implementasi 

Terjaganya sistem 
aplikasi dari akses yang 
tidak terotorisasi dan 
keamanan sistem 
aplikasi 

9 Kementerian / 
Lembaga Lain 

Adanya koordinasi terkait 
dengan pertukaran data 

Terjaganya aspek 
kerahasiaan, integritas, 
dan ketersediaan terkait 
proses transaksi 
informasi dan 
interoperabilitas 
terhadap sistem dan 
data 

10 Vendor / Supplier Memperoleh arahan 
mengenai kebijakan dalam 
operasional sistem dan 
tingkat layanan yang 
diberikan 

Pemenuhan tugas dan 
tanggung jawab kedua 
belah pihak 
sebagaimana diatur 
dalam surat perjanjian 
kerja 

Tabel Pihak �± Pihak yang Terkait dan Ekspektasinya 
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d. Ruang Lingkup SMKI 

Tidak terdapat perubahan yang mendasar pada ruang lingkup SMKI tahun 2021. 

Perubahan hanya dilakukan pada sistematika penyusunan dokumen. 

e. Risk Register 

Pada tahun 2021 terdapat 28 risiko yang berkaitan dengan implementasi SMKI 

dengan rincian risiko sebagai berikut: 

1) Risiko dengan kategori low sebanyak 22 risiko 

2) Risiko dengan kategori medium sebanyak 1 risiko 

3) Risiko dengan kategori high sebanyak 2 risiko 

 
f. Scope of Applicabilty (SOA) 

Pada tahun 2021 terdapat 20 annex yang tidak dapat diaplikasikan dikarenakan 

fungsi data center tidak mengelola kegiatan terkait.  

 
g. Sasaran/Objektif SMKI 

Terdapat 16 sasaran/objektif SMKI pada tahun 2021 dengan hasil 15 objektif 

tercapai dan 1 objektif belum dilakukan penilaian yang meliputi area: 

1) Kesadaran �Æ tercapai 

2) Pengelolaan asset �Æ tercapai 

3) Peninjauan operasional sistem dan infrastruktur �Æ tercapai 

4) Fasilitas pendukung �Æ tercapai 

5) Kepatuhan �Æ tercapai 

6) Pengelolaan insiden �Æ tercapai 

7) Manajemen risiko �Æ belum dilakukan penilaian, penilaian akan dilakukan 

pada awal tahun 2022 

8) Manajemen keberlangsungan bisnis �Æ tercapai 

9) Manajemen perubahan �Æ tercapai 

10) Manajemen kerawanan �Æ tercapai 

11) Manajemen tingkat layanan �Æ tercapai 

12) Kerahasiaan �Æ tercapai 

13) Integritas �Æ tercapai 

14) Ketersediaan �Æ tercapai 

15) Fasilitas pendukung �Æ tercapai 

16) Kompetensi �Æ tercapai 

 
h. Pedoman terkait Sistem Manajemen Keamanan Informasi 

Terdapat 27 pedoman yang berkaitan dengan sistem manajemen keamanan 

informasi yang meliputi: 
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1) Pedoman pengendalian dokumen SMKI 

2) Pedoman audit internal 

3) Pedoman metodologi penilaian risiko 

4) Pedoman kebijakan pengembangan TIK 

5) Kebijakan pertukaran data elektronik 

6) Kebijakan user akun Badan POM 

7) Pedoman enkirpsi dan key management 

8) Pedoman keamanan fisik dan lingkungan 

9) Pedoman keamanan server dan jaringan 

10) Prosedur pemulihan jaringan Badan POM 

11) Pedoman pencegahan malware 

12) Pedoman pengamanan perangkat dan fasilitas pengolahan data dan 

informasi 

13) Pedoman pengolahan asset informasi 

14) Pedoman pengelolaan end user computing 

15) Pedoman pengelolaan kapasiyas dan ketersediaan layanan TIK 

16) Pedoman pengelolaan perubahan dan release 

17) Pedoman pengembangan aplikasi dan infrastruktur TIK 

18) Pedoman rapat tinjauan manajamen 

19) Pedoman teleworking 

20) Pedoman Tindakan insiden dan gangguan keamanan informasi 

21) Prosedur penitipan server 

22) Prosedur serah terima perangkat server dan aplikasi 

23) Standar keamanan fisik ruangan jaringan di lingkungan Badan POM 

24) Prosedur pengecekan solar 

25) Kibajakan keamanan informasi di data center 

26) Prosedur masuk ke data center Badan POM 

27) Pedoman business continuity plan 

 
3. Audit Internal 

Audit internal ISO 27001:2013 dilaksanakan pada tanggal 8 �± 9 Juni 2021di Pusdatin 

oleh auditor atas nama Arief Dwi Putranto, S.Si, Apt, MT. Audit bersifat sampling 

dengan tidak melihat seluruh data melainkan hanya mengambil sampel data pada 

kurun waktu tertentu yaitu data dari tanggal 3 Maret 2021 �± 7 Juni 2021. 

 
4. Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) 

Setelah dilakukan audit internal, maka dilakukan RTM untuk melihat kesesuaian 

ketetapan yang berkelanjutan serta penilaian terhadap peluang peningkatan 
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(improvement) demi perubahan sistem manajemen mutu yang lebih baik. RTM 

dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2021 yang diadakan secara hybrid di hote Novotel 

Bogor dan aplikasi zoom meeting. RTM dipimpin oleh Kepala Pusdatin sebagai 

manajemen puncak SMKI. Kesimpulan dari rapat tersebut adalah untuk saat ini tidak 

diperlukan perubahan terhadap implementasi SMKI dan adanya peluang untuk 

perbaikan berkelanjutan yang meliputi: 

a. Kerjasama antara Badan POM dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) 

terkait pemanfaatn sertifikat elektronik; 

b. Kerjasama antara Badan POM dengan BSSN terkait monitoring infrastruktur 

teknologi informasi dan komunikasi; 

c. Kerjasama antara Badan POM dengan BSSN terkait keamanan siber; dan 

d. Tindak lanjut laporan IT Security Assessment dari BSSN. 

 
5. Audit Eksternal 

Pelaksanaan audit eksternal ISO 27001:2013 dilakukan oleh Lembaga auditor PT. 

BSI Group Indonesia melalui 2 (dua) tahap yaitu: 

a. Stage 1 

Audit eksternal stage 1 dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2021 dengan auditor 

atas nama Nofriyadi. Dari hasil audit tersebut, ditemukan 1 (satu) temuan dengan 

kategori minor NC yaitu hasil dari penilaian risiko tidak sesuai dengan kategori 

penilaian risiko yang tercantum pada pedoman metodologi peniliaian risiko. 

Temua tersebut sudah berstatus closed per tanggal 16 Juli 2021. 

 
Gambar Dokumentasi Audit Internal  
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b. Stage 2 

Audit eksternal stage 2 dilaksanakan pada tanggal 4 �± 6 Agustus 2021 dengan 

auditor atas nama Raden Tjokro Pratono dan Alita Siswandani. Hasil dari audit 

tersebut, didapatkan rekomendasi ISO 27001:2016. 

 
Gambar Dokumentasi Audit Eksternal 

6. Pelatihan ISO 27001:2013 

Pada tanggal 23 �± 24 September 2021, telah dilaksankan pelatihan internal auditor 

ISO/IEC 2700:2013 yang diikuti oleh: 

1) Indah Widyaningrum, S.Si, Apt, MKM 

2) Firmadi Biastiko, S.Kom 

3) Fahmy, A.Md 

4) Nugroho Susanto, S.E 

5) Niken Setyorini, A.Md 

6) Diniarti Nayu Pratiwi, S.Kom 

7) N-Noormandyanti, A.Md.S.I 

8) Habib Akmal Nasution, A.Md 

9) Maria Melisa S, S.Si, Apt 

10) Mella Minanggi, SKM 

Pelatihan difasilitasi oleh PT. BSI Group Indonesia dan seluruh peserta berhasil 

mendapatkan sertifikat internal auditor ISO/IEC 2700:2013. 
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I. �.�(�*�,�$�7�$�1�� �<�$�1�*�� �0�(�1�'�8�.�8�1�*�� �6�$�6�$�5�$�1�� �.�(�*�,�$�7�$�1�� �³�7�(�5�.�(�/�2�/�$�1�<�$��
KEUANGAN PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN SECARA 
�$�.�8�1�7�$�%�(�/�´ 

 

IKU 1 NILAI KINERJA ANGGARAN DAN IKU 2 TINGKAT EFISIENSI PENGGUNAAN 
ANGGARAN  
Kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kinerja utama Nilai Kinerja Anggaran dan 

Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran adalah: 

1. Melakukan Revisi POK dan DIPA 

Pada Tahun 2021 Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan melakukan revisi 

terhadap dokumen DIPA sebanyak 4 kali dan revisi dokumen POK sebanyak 9 kali. 

Usaha melakukan revisi ini antara lain dalam rangka pemutakhiran rencana 

penarikan dana, optimalisasi serapan anggaran dan perubahan konsep kegiatan, 

serta revisi perbaikan akun dalam hal pencatatan keuangan. 

 
2. Menetapkan Tim Pengelola Keuangan 

Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan telah menetapkan tim pengelola 

keuangan pada Tahun 2021, melalui Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran 

Satuan Kerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Nomor 

HK.02.02.81.814.01.21.09. Tim pengelola keuangan ini meliputi Kuasa Pengguna 

Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, PPSPM, Bendahara, Staff Pengelola 

Keuangan UAKPA/UAKPB, Petugas BMN dan Petugas SAKPA, serta Pejabat 

Pengadaan Barang dan Jasa. 

 
3. Mengikuti Kemenkeu Corpu Talk Satu Tahun Redesain Sistem Perencanaan dan 

Penganggaran 

Kemenkeu Corpu Talk Satu Tahun Redesain Sistem Perencanaan dan 

Penganggaran: Capaian, Tantangan, dan Harapan ini diselenggarakan oleh Pusat 

Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan, Badan Pendidikan dan 

Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan pada tanggal 29 September 2021. 

Workshop ini dibuka oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan 

Perbendaharaan Kementerian Keuangan Bapak Bambang Juli Istanto. Tujuan 

diadakannya workshop ini ialah sebagai bahan evaluasi dalam rangka 

penyempurnaan Redesaian Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) yang 

telah diterapkan pada seluruh Kementerian/Lembaga dalam kurun waktu satu tahun 

terakhir. Dengan adanya RSPP diharapkan dapat meningkatkan konvergensi 

program antar Kementerian/Lembaga sehingga akan mengurangi overlapping atau 

tumpang tindih program/kegiatan. Selain itu pula akan meningkatkan keterpaduan 



 

175 
 

pembangunan nasional yang berbasis pendakatan tematik, holistik, integratif dan 

memperhatikan aspek kewilayahan (geospasial). 

 
4. Mengikuti Kemenkeu Corpu Talk Mempertahankan Akuntabilitas Pelaporan 

Keuangan Pemerintah 

Kemenkeu Corpu Talk Mempertahankan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan 

Pemerintah di Tengah Pandemi Untuk Kebaikan Negeri ini diselenggarakan oleh 

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan, Badan Pendidikan 

dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan pada tanggal 8 September 2021. 

Workshop ini dibuka oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, 

Kementerian Keuangan Kementerian Keuangan Bapak Andin Hadiyanto. Tujuan 

diadakannya workshop ini ialah untuk memberikan edukasi pada para pengelola 

keuangan di seluruh Kementerian/Lembaga dan Instansi Daerah terkait berbagai 

upaya pemerintah di dalam menjaga akuntabilitas pertanggungjawaban pengelolaan 

keuangan negara melalui laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) TA 2020 

terutama di dalam kondisi krisis akibat pandemi Covid-19. Dengan 

diselenggarakannya workshop ini diharapkan agardapat menjalin koordinasi dan 

sinergi yang baik antar pengelola keuangan Kementerian/Lembaga Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah, serta mengantisipasi berbagai resiko yang mungkin 

akan dihadapi dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN di TA 2021 dan 

masa yang akan datang. 

 
5. Mengikuti Bimbingan Teknis Aplikasi SAKTI 

Bimbingan Teknis (Bimtek) Aplikasi SAKTI diselenggarakan oleh Direktorat SITP 

(Sistem Informasi & Teknologi Perbendaharaan) Dirjen Perbendaharaan 

Kementerian Keuangan. Bimtek ini dilaksanakan pada 20-24 September 2021, 

dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi dan 

akuntabilitas pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh Kementerian 

Negara/Lembaga (K/L). Pada SAKTI, perekaman transaksi yang sama cukup 

dilakukan satu kali pada satu model untuk kemudian digunakan oleh modul lain yang 

terkait, dengan demikian, potensi kesalahan yang muncul dari perekaman transaksi 

yang sama secara berulang tidak terjadi. Selain itu, konsolidasi data secara 

berjenjang juga dilakukan lebih cepat karena seluruh pengguna pada seluruh level 

(satker, kanwil, eselonI, K/L) mengakses satu basis data yang terintegritas. SAKTI 

menggunakan akuntansi full acrual dengan proses validasi dan penjurnalan secara 

otomatis sehingga meminimalkan kesalahan (error) dan meningkatkan kualitas 

laporan keuangan 

 



 

176 
 

BAB IV PENUTUP  

 
 

Secara keseluruhan kegiatan pengelolaan data dan informasi periode Januari�±Desember 

2021 telah berhasil dilaksanakan dengan baik. Hasil dari kegiatan pengelolaan data dan 

informasi tersebut merupakan bagian dari rencana strategis Pusat Data dan Informasi Obat 

dan Makanan yang meliputi Pengimplementasian SPBE di lingkungan BPOM; Pemanfaatan 

Sistem Informasi; Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan TIK; Penangan Keluhan TIK yang 

ditindaklanjuti Tepat Waktu; Pemenuhan Business Continuity Management; Sistem Informasi 

yang Terintegrasi dan Realtime; Pemenuhan Infrastruktur TIK sesuai Roadmap TIK; Data dan 

Informasi yang Mutakhir dan Optimal; serta Pemenuhan Standar TIK.  

 

Kegiatan di atas merupakan kontribusi yang diberikan oleh Pusat Data dan Informasi Obat dan 

Makanan sebagai salah satu unit kerja di lingkungan BPOM. Penyempurnaan tugas dan fungsi 

akan terus dilakukan sejalan dengan Struktur Organisasi baru dalam rangka mendukung 

pengawasan Obat dan Makanan termasuk capaian sasaran strategis level II Pusat Data dan 

Informasi Obat dan Makanan yang diturunkan dari sasaran strategis level 0 BPOM. 

 

Kegiatan telah dilakukan sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan Tahun Anggaran 

2021 dan kegiatan pengelolaan data dan informasi dilakukan berdasarkan kebutuhan unit 

kerja di lingkungan BPOM. Diharapkan dengan data dan informasi yang handal, 

termutakhirkan dan akurat dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan 

pengawasan Obat dan Makanan baik di Unit Pusat maupun di Balai Besar/Balai POM. 

 




